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ABSTRAK 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
MELALUI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKA T 

BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN) DI KECAMATAN 
LUBUKLINGGAUSELATANIKOTALUBUKLINGGAU 

TAUFIK HIDAYAT 
taufikhidayatmap@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan 
Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat 
Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 
Kota Lubuklinggau, dengan melihat proses implementasinya dan melihat faktor­
faktor yang menduknng dan menghambat dalam pelaksanaan program. Untuk 
menganalisis implementasi kebijakan ini digunakan model implementasi 
kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan 
sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi, karakteristik agen 
pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif dan dengan teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik deskriftif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
kepada sumber data yang dicari dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. 
Dan didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 
buku dan catatan-catatan yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik 
pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi 
Penanggulangan Kemiskinan melalui Program subsidi beras bagi masyarakat 
berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I secara umum telah 
dilaksanan sesuai dengan standard aturan yang telah ditetapkan dilihat dari 
tahapan-tahapan program sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada, 
para pelaksana telah melaksanakan semua yang tertuang dalam petunjuk 
pelaksanaan ini menunjukkan menunjukkan adanya kepatuhan pelaksana pada 
aturan pelaksanana yang ada. Ini terlihat dari hampir semua tahapan-tahapan 
proses implementasi telah dilakukan o!eh pelaksana program mulai dan 
pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi penerima bantuan/perubahan daftar 
DPM, pembagian kartu raskin RTS-PM, proses pembagian beras raskin, 
mekanisme pengaduan, monitoring dan evaluasi seperti yang tertuang dalam 
aturan pelaksanaan. Namun demikian selarna pelaksanaan masih terjadi hal-hal 
yang belum sesuai dengan harapan. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan 
Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I adalah hambatan tentang 
standar kebijakan yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara utuh dan dan 
sasaran kebijakan dari program ini (penerima manfaat) yaitu rumah tangga miskin 
yang belum tersentuh secara keseluruhan dan perlu dilakukan pendataan ulang, 
tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF POVERTY POLICY THROUGH SUBSIDY 
RICE PROGRAM FOR LOW-INCOME COMMUNITY (PROGRAM 

RASKIN) AT LUBUKLINGGAU SELATAN I SUB-DISTRICT 
IN LUBUKLINGGAU CITY 

TAUFIK HIDAYAT 
taufikhidayatmap@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

The purpose of this study is to analyze the implementation of Poverty 
Reduction policy through Rice Subsidy Program for Low Income (Program 
Raskin) at Lubuklinggau Selatan I Sub-district in Lubuklinggau City, by looking 
at the implementation process and the factors that support and hamper the 
implementation of the program. To analyze the implementation of this policy used 
the policy implementation model by Van Meter and Van Horn are the standard 
and target of policy, resources, communication, disposition, characteristic of 
implementing agent and economic, social and political environment. The research 
method used is qualitative and with data analysis technique used is descriptive 
technique. Technique of collecting data is done by interview to source of data 
sought by using technique Purposive Sampling technique. And supported by 
secondary data obtained from documents, books and notes related to the research 
theme. Data collection techniques are interviews and documentation. 

Based on the results of the research can be seen that the Implementation 
of Poverty Reduction through Rice subsidy program for low-income communities 
in Kecamatan Lubuklinggau selatan I in general has been implemented in 
accordance with the standard rules that have been defmed seen from the stages of 
the program is in accordance with existing implementation guidelines, the 
implementers have carried out all that is contained in the implementation 
instructions this indicates that there is compliance with the implementing rules. 
This is evident from almost all the stages of the process that has been done by the 
implementer of the program starting from the implementation of socialization, 
implementation of beneficiary verification I DPM list change, the distribution of 
Raskin RTS-PM card, the process of distributing raskin rice, complaints, 
monitoring and evaluation as stipulated in the implementation rules. But as long 
as the implementation is still happening things that are not in line with 
expectations. Some obstacles in the implementation of Raskin Program in 
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I are obstacles to policy standards that have not 
been fully implemented and the policy goals of this program (beneficiaries) are 
poor households that have not been touched as a whole and re-data collection 
needs to be done. The non-budget allocation of additional subsidized rice (raskin) 
allocations in the APBD that implies a shortage of allocation ceilings for RTS-PM 
in line with changes in socio-economic conditions, there are still communication 
factors that are not smoothly between the Coordination Team District, Kelurahan, 
Perum Bulog and the implementation of raskin distribution in some sub-districts, 
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so that the delay of rice allocation in some kelurahan and the existence of 
subjectivity in the determination of the List of Beneficiaries (DPM) in the Raskin 
program so that the purpose and the target of raskin is still less on target, less 
optimal job distribution in each work unit which have the role of the Coordination 
Team District membership in both the supervisory and complaints function as 
well as the obstacles of the economic factors of the community so that there is still 
delay in the distribution of rice in some sub-districts due to the delay in depositing 
the HTR money from the RTS-PM. Therefore, in supporting the smooth 
implementation of Rice Subsidy Program for low-income people in Kecamatan 
Lubuklinggau Selatan I Lubuklinggau City, it is necessary central role of 
Government in maintaining economic stability in society, optimizing the function 
of coordination among stakeholders, the implementation of effective evaluation so 
that the future obstacles that existed and experienced by the community related to 
the implementation of rice subsidy programs for low-income communities can be 
resolved, as well as the pro-poor budgeting budget policy. 

Keywords: Implementation of Public Policy, poverty reduction, program raskin 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan gambaran objek penelitian 

ini, meliputi sebagai berikut : keadaan geografis, keadaan demografi, keadaan 

sosial budaya dan ekonomi di Wilayah Kecarnatan Lubuklinggau Selatan I. 

1. Keadaan Geografis 

Letak Geografis Kecarnatan Lubuk Linggau Selatan I berada di 

sebelahselatan Kota Lubuklinggau di hilir sungai kelingi dan luas daerahnya 

8.515 Ha dengan batas- batas sebagai berikut: 

- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Musi Rawas 

- Sebelah Barat berbatas dengan Kecarnatan Lubuklinggau Timur I dan 

Propinsi Bengkulu 

- Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kecarnatan 

Lubuklinggau Selatan II 

- Sebelah Selatan berbatas dengan Propinsi Bengkulu 

Secara administrasi, Kecarnatan Lubuklinggau Selatan I terbagi menjadi 

7 Kelurahan dan 50 RT (Rukun Tetangga) yang pembagiaunya dapat dilihat pada 

tabel 4.1 berikut ini : 
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Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Kelurahan dan RT Kecamaan Lubuklinggau Selatan I 

No. Kelarahaa 
{ ··,r 

·.=··,i~ RT has daeri.Ja (Ba) 
~ ' . 

1 Rabma 12 993.75 

2 Perumnas Rahma 3 166,50 

3 Juktmg 7 3275,00 

4 Air Kati 6 1422.97 

5 Lubuk Binjai 6 960.40 

6 Lubuk Kupang 10 764.84 

7 AirTemam 6 911.72 

Jumlah 50 8495.18 

' 
Sumber: Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Dalam Angka 20 16, diolah 

2. Keadaan Demografi 

Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 

sebanyak 13.679 jiwa dengan rata-rata penduduk per-rumah tangga sebesar 4 

orang. Distribusi penduduk menurut kelurahan hampir seimbang. Kelurahan 

Lubuk Kupang adalah kelurahan dengan jumlah penduduk paling banyak, yaitu 

3.158 jiwa. Sedangkan Kelurahan Perumnas Rahma berpenduduk paling sedikit, 

sebanyak 975 jiwa. Komposisi penduduk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 

menurut jenis kelamin terdiri dari 6.734 penduduk laki-laki dan 6.945 penduduk 

perempuan. Jadi, rasio jenis kelamin-penduduk laki-laki dibanding penduduk 

perempuan sebesar 96,96 persen. Berikut ini dijelaskan dalam tabel 4.2 uraian 

jumlah penduduk, rumah tangga dan rata-rata penduduk per Rumah Tangga 

(distribusi penduduk). 
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Tabel 4.2 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Penduduk per Rumah Tangga 
Tahun 2015 

' Rata-rata Pead.dak 
No. Kehuahaa Ramah Taaua ~eadadak . per Ramah Tuua 

1 Rahma 694 2719 4 

2 Perumnas Rahma 227 975 4 

3 Jukung 493 1952 4 

4 Air Kati 462 1760 4 

5 Lubuk Binjai 298 1112 4 

6 Lubuk Kupang 774 3158 4 

7 AirTemam 484 2003 4 

Jumlah 3432 13679 4 

Sumber : Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Dalam Angka 2016, diolah 

Untuk komposisi penduduk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I menurut 

jenis kelamin dijelaskan pada tabel 4.3 berikut ini : 

-,-

No. Kelurahaa Laki-Laki P,e~paaa Rasio Jeais KelamU. ; ~, - :;, 

1 Rahma 1359 1360 99,93 

2 Perumnas R.ahma 492 483 101,86 

3 Jukong 997 955 104,40 

4 AirKati 862 898 95,99 

5 Lubuk Binjai 559 553 101,08 

6 Lubuk Kupang 1393 1765 78,92 

7 AirTemam 1072 931 115,15 

Jumlah 
~.i. 6734 6945 96,96 

' ' ' 

Sumber: Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Dalam Angka 20 16, diolah 

3. Keadaan Sosial Budaya 

Gambaran umum kondisi sosial Kecamatan Lubuklinggau elatan I dapat 

dijelaskan melalui beberapa indikator sosial, seperti pendidikan, kesehatan dan 

keluarga berencana, agarna, dan kesejahteraan sosial. 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
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a. Pendidikan 

Keberadaan sekolah pada dasamya merupakan salah satu upaya 

dalamrangka menyediakan fasi!itas pendidikan bagi masyarakat untuk 

meningkatkan pendidikan masyarakat tersebut. Kecamatan Lubuklinggau Se!atan 

I memiliki 6 Taman Kanak-kanak (TK)yang dike!ola oleh swasta Jumlah Sekolah 

Dasar (SD)sebanyak 12 yang semuanya merupakan SD Negeri. Di kecamatan ini 

juga terdapat 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 dua diantaranya adalah SMP 

swasta, 1 SMA negeri, 1 SMA swasta, dan 1 SMK swasta Di Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I juga terdapat dua. perguruan tinggi (PT)swasta dengan 

tenaga pengajar yang cukup memadai, yaitu STIE Mura dan STMIK Mura. 

Jumlah mahasiswa tahun ajaran 2014/2015 pada kedua PT, yaitu STIE Mura 

sebanyak 895 laki-1aki dan 816 perempuan serta STMIK Mura sebanyak 843 laki-

1aki dan 312 perempuan. Tahun 2015 STIE Mura me1uluskan 410 mahasiswa dan 

STMIK Mura 1 OS mahasiswa baik !aki-laki maupun perempuan. 

b. Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, berbagai 

fasilitas kesehatan terus ditingkatkan. Namun, di Kecamatan Lubuklinggau 

Selatan I bam terdapat fasilitas kesehatan berupa 1 puskesmas, 4 puskesmas 

pembantu, dan 4 empat praktek bidan. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2015 

juga belum memadai, hanya ada 10 bidan, 6 perawat, dan 17 dukun bayi. 

Peningkatan pelayanan kesehatan juga di1akukan melalui peningkatan peran serta 

institusi masyarakat pada tingkat administrasi terendah, yaitu kelurahan melalui 

kegiatan Posyandu. Setiap kelurahan memiliki satu posyandu. Program Keluarga 

Berencana 2015 telah menunjukkan keberhasilan yang berarti. Sebagian besar 

43427.pdf



81 

pasangan usia subur (PUS)di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I telah rnenjadi 

akseptor KB. Dari 3.117 PUS yang ada, 2.559 di antaranyamerupakan akseptor 

KB atau sekitar 82,10 persen. Secara absolut akseptor KB terbanyak berada di 

Kelurahan Lubuk Kupang, rnencapai 735 PUS. Adapun, secara persentase 

Kelurahan Lubuk Binjai dan Lubuk Kupang rnerupakan kelurahan dengan 

persentase akseptor KB terbanyak, rnencapai 88,98 persen. Keberhasilan program 

KB tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sarana dan prasarana, seperti 

Puskesrnas, Pustu, Posyandu, dan dukungan dari tenaga pelayananlpenggerak 

seperti PPKBD, PPLKB dan PLKB, serta keterlibatan institusi rnasyarakat seperti 

Sub PPKBD dan Kelornpok KB. 

c. Agama 

Pernbangunan bidang keagamaan rnerupakan aspek yang penting 

dalarnrangka pernbangunan rnanusia seutuhnya Hal ini tidak terlepas dari sarana 

ternpatibadah yang rnernadai. Pada tahun 2015 jurnlah ternpat ibadah urnat Islam 

diKecamatan Lubuklinggau Selatan I terdiri dari 19 rnasjid dan 13 

suraullanggar.Sedangkan ternpat ibadah urnat yang lain, seperti gereja dan vihara 

tidak ada di wilayah ini. 

d. Kesej ahteraan Sosial 

Jurnlah keluarga yang terrnasuk dalam kategori pra sejahtera pada tahun 

2015sebanyak 668 keluarga atau sekitar 17,20 persen dari seluruh keluarga yang 

ada diKecamatan Lubuklinggau Selatan I. Keluarga kategori sejahtera I berjurnlah 

68lkeluarga. Kategori keluarga sejahtera II sebanyak 902 keluarga, kategori 

sejahtera III sebanyak 1.590 keluarga, dan kategori sejahtera III plus ada 42 

keluarga. 
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Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2015, Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I adalah salah satu dari 8 ( delapan) kecarnatan yang berada 

di Kota Lubuklinggau dengan populasi penduduk paling rendah dengan 

jumlahnya sebanyak 14.894 jiwa. Namun secara jumlah Rumah Tangga dengan 

status tingkat kesejahteraan terendah 40% terendah secara Nasional berdasarkan 

data BPS pada PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) Tahun 2015, 

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sebagai penyumbang kantong kemiskinan 

nomor lima sebanyak 5.533 jiwa dan dengan jumlah rumah tangga 1.433 rumah 

tangga terbanyak nomor empat dibandingkan 7 kecamatan lainnya. Untuk melihat 

perbandingan status kesejahteraan Kecarnatan Lubuklinggau Selatan I dan 7 pada 

tabel 4.4 dan 4.5 berikut ini : 

Tabe l 4.4 Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Status Kesejahteraan 40% terendah secara Nasional 
Kota Lubuklinggau 

Nama 
~ 

Jumlah Rumah Tangga . •. 21 . . _:_ 
II 

Kecamatan e:--' "'-·.~·:· Oesllt•) Des112•) Oesll3~) oesJ14•) I · TOrAL 
LUBUK UNGGAU BARAT i . :f ~/ 1.694 155 179 127 2.155 
LUBUK UNGGAU BARAT II · '; 1.090 101 112 74 1.3n 
LUBUK UNGGAU SELATAN I · •.. 1.032 123 188 90 1.433 

LUBUK UNGGAU SELATAN II 684 99 112 98 993 

LUBUK UNGGAU TIMUR I ... 680 84 101 63 928 

LUBUK UNGGAU TIMUR II : ~~t~ 1.553 139 167 113 1.9n 
1

LlJBUKUNGGAU UTARA ·~~- 759 73 92 86 L010 

LUBUK UNGGAU UTARAif~~ 1.388 133 148 111 1.780 
I'"'· . • . ,·-

JUMLAH~ 8.880 907 1.099 762 11.648 :· -' ' 

Sumber:PBDT TNP2K 2015, diolah 
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Tabel 4.5 Jumlah Individuberdasarkan Status Kesejahteraan 40% terendah secara Nasional 
Kota Lubuklinggau 

Nama 
}1 ;~ ' ·· ~, JumlaiUnaiVIdu ·:"~~ ·:~·f~~~:::rr;:·' 

Kecamatan Deslll •) Desll2 •) oesll3 •1 Desll4*) TOTAL 

LUBUK UNGGAU BARATI 7.269 392 410 231 8.302 

LUBUK UNGGAU BARAT II 4.943 304 309 137 5.693 

LUBUK UNGGAU SELATAN l~'i' 4.403 399 520 211 5.533 

WBUK UNGGAU SELATAN IN~ ... 3.044 313 320 210 3.887 

LUBUK UNGGAU TIMUR ~-~ '-? ·: 3.354 292 326 178 4.150 
-;-

LUBUK UNGGAU TIMUR II 7.320 451 445 232 8.448 

LUBUK UNGGAU UTARA I ~ 3.045 180 185 131 3.541 

LUBUK UNGGAU UTARA II .. 6.521 418 382 226 7.547 

JUMLAH 
. '~· 39.899 2.749 2.897 1.556 47.101 . 

Sumber: PBDT TNP2K 2015, diolah 

e. Kondisi Ekonomi 

Kecamatan Lubuklingau Selatan I memiliki lahan pertanian yang cukup 

luas baik berupa laban sawah maupun lahan pertanian bukan sawah. Secara rinci 

luas lahan sawah 156 hektar dan luas laban pertanian bukan sawah mencapai 

8.339,18 hektar. Termasuk dalam lahan pertanian bukan sawah antara 

ladang/huma, perkebunan, pohon rakyat, kolam, lahan pertanian yang tidak 

d.iusahakan, dan lain sebagainya. Selain menanam padi, ada juga rnasyakat yang 

mengusahakan tanarnan jenis yang lainseperti jagung, ubi kayu, ubi jalar,kacang 

tanah dan buah-buahan. Selain bercocok tanarn, banyak juga masyarakat 

Kecarnatan Lubuklinggau Selatan !yang berusaha di bidang perikanan. Sebagian 

besar mengusahakan di sawah-sawah milik mereka, tetapi ada juga yang 

mengusahakan di kolam air tenang dan rawa. 

Untuk komposisi penduduk berdasarkan latar belakang pekerjaan dapat 

dilihat berdasarkan tabel 4.6 berikut ini : 
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Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Penghasilan Utama 

No. Keluralwl PNS 1NIIPOLRI Penb.pDeu Peen·aJ Swasta 

I Rahma 17 3 56 14 

2 Penmmas Rahma 54 I 18 22 

3 Julcung 29 0 37 0 

4 Air K.ati 17 0 18 8 

5 Lubuk Binjai 3 ·o 15 0 

6 Lubuk Kupang 17 3 56 14 

7 AirTemam 10 3 21 1 

Jurnlah 147 10 221 59 

No. ; Kelunhu r<"taJ!;i 
;F ..; . ~ ... 

Tuku& Ju~ ·. B,u,J:uh . ,~-:,· ,· ... ,~Pir ~-.::t: ·,·;.:. !,' 

1 Rabma 887 1072 11 16 2076 

2 Penmmas Rahma 67 82 5 11 260 

3 Julcung 783 66 7 5 927 

4 Air K.ati 927 116 9 8 1103 

5 Lubuk Binjai 75 127 5 17 242 

6 Lubuk Kupang 226 321 18 120 ns 
7 AirTemam 1225 20 6 30 1316 .. 

Jumlah 4190 1804 61 
' 

207 6699 

Sumber : Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Dalam Angka 20 16,diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.6 di atas dapat digambarkan bahwa 

mayoritas penduduk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berrnata pencaharian 

sebagai petani sebanyak 63% dari total jumlah penduduk dan buruh sebanyak 

27% dari total jurnlah penduduk. 
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B. Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah (Program Raskin) di Kecamatan 

Dalam implementasi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 

Kota Lubuklinggau ini, yang berdasarkan kepada Buku Pedoman Umum dan 

Buku Pettmjuk Teknis pelaksanaan Program Raskin di Kota Lubuklinggau secara 

garis besar proses implementasinya dapat dijelaskan meliputi tahapan berikut ini : 

1. Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program. 

2. Pelaksanaan veriflkasi data penerima bantuan. 

3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM. 

4. Proses pembagian Beras Raskin. 

5. Pengaduan. 

6. Monitoring dan Evaluasi. 

Secara Nasional, Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah (Program Raskin) sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga saat ini. 

Begitu juga di Kota Lubuklinggau, Program ini sudah berlangsung di Kota 

Lubuklinggau sejak tahun 2008 hingga tahun 2016 (Sumber: DDA, 2016). Hal ini 

dikemukakan oleh Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang Perlindungan dan 

Jarninan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai berikut: 

"Program Raskin ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang sudah 
dilaksanakan sejak Tahun 2008 hingga saat ini, dulunya Program ini di 
bawah koordinasi Bagian Perekonornian Setda. Sejak Tahun 2012 hingga 
sekarang koordinasinya di bawah Dinas Sosial." (Wawancara dengan Bpk 
Pauzi, S.Sos, M.Si, 29103/2017) 
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Pelaksanaan Program Raskin ini merupakan subsidi pangan dalam bentuk 

beras yang peruntukkannya bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai 

upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Keberhasilan 

program raskin ini diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 T : tepat 

sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat 

administrasi. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin 

dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,- perkg netto di Titik Distribusi (TD). 

Sebagai gambaran lengkap tentang implementasi pelaksanaan Subsidi 

Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau dengan tahapan-tahapan 

pelaksanaannya adalah (1) Sosialisasi Program; (2) Pelaksanaan veriftkasi data 

penerima bantuan; (3) Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM; (4) Proses 

pembagian Beras Raskin; (5) Pengaduan; dan (6) Monitoring dan Evaluasi. Yang 

pelaksanaannya dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sosialisasi Program 

Langkah awal dalam melaksanakan suatu program tentunya dilakukan 

sosialisasi terlebih dahulu. Dalam tahap ini masyarakat diberi informasi tentang 

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) 

tersebut. Proses sosialisasi merupakan salah satu proses yang penting dalam 

implementasi program, karena melalui sosialisasi ini pelaksana kebijakan, 

stakeholders dan masyarakat akan mengetahui secara jelas apa makna dan tujuan 

program yang dilaksanakan, serta bagaimana pelaksanaannya. 

Keberhasilan sosialisasi dalam hal ini Program Raskin ini akan bergantung 

pada kemampuan aparat pelaksana baik dari Lingkungan Pemerintahan Daerah 
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dan Pusat (Kansilog Bulog Kota Lubuklinggau), Kecamatan maupun kelurahan 

beserta bawahannya dalam menyampaikannya kepada masyarakat. 

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin, agar dapat berjalan dengan 

lancar serta sekaligus untuk lebih menyamakan persepsi baik bagi para pelaksana 

program maupun pada kelompok sasaran, maka diadakan sosialisasi atau 

penyampaian program dimana kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara 

berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai dengan kelompok sasaran. 

Dijelaskan dalam pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan raskin bahwa 

dalam peluncuran dan sosialisasi Program subsidi beras bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah : 

I. Sosialisasi Pedum dan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, 

yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah. 

2. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah di provinsi, kabupaten/kota dapat dilaksanakan 

tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional. 

3. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi 

Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah. 
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4. Pe!aksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi 

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. 

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang 

diterapkan dalam menyosialisasikan Program Raskin/Rastra kepada berbagai 

khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Raskin!Rastra 

di!aksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin!Rastra secara berjenjang dan 

memer!ukan perencanaan bersama antara KIL dan SKPD anggota Tim Koordinasi 

Raskin!Rastra serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan 

dengan efektif dan bersinergi. 

A. Tujuan 

1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Raskin/Rastra 

secara utuh dan komprehensif 

2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan 

bahwa Program Raskin!Rastra merupakan program bersama yang 

menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak. 

3. Membangun keberpihakan dan kornitmen para pemangku kepentingan 

untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin!Rastra agar dapat 

mencapai tujuannya. 

B. Sasaran 

Sasaran strategi Komunikasi Program Raskin!Rastra meliputi pemangku 

kepentingan yang bervariasi yang secara umum terdiri dari masyarakat umum, 

penerima manfaat program (RTSPM), instansillembaga terkait pelaksanaan 

program (K/L ditingkat pusat, atau SKPD di tingkat daerah yang terlibat dalam 
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Tim Koordinasi Raskin!Rastra), kelornpok pendukung serta pernangku 

kepentingan lainnya (TKPK, DPRD, Lernbaga Donor, TKSK, LSM d11). 

C. Metode 

1. Penyebaran informasi, rnerupakan penyampaian informasi secara rnasif 

dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan rnenggunakan 

berbagai saluran kornunikasi. Tujuan kegiatan ini ada1ah rnernbangun 

pernahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, 

kebijakan dan rnekanisrne Program Raskin!Rastra secara keseluruhan, 

sehingga rnasyarakat rnerniliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup 

untuk berpartisipasi secara aktif rnengawal pelaksanaan Program 

Raskin!Rastra 

2. Persuasi, pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran 

informasi sebagairnana diuraikan pada butir 1 di atas. Bedanya dalarn 

kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk 

rnernbangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program 

Raskin!Rastra 

3. Advokasi, dilakukan dengan tujuan rnernbangun kepedulian dan kornitrnen 

para pernangku kebijakan Program Raskin!Rastra. Dengan dernikian, para 

pengambil keputusan akan lebih rnernahami pentingnya Program 

Raskin!Rastra dan rnernpunyai kornitrnen untuk rnernberikan dukungan 

penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan PrograrnRaskin!Rastra 

D. Materi/Pesan 

Materilpesan yang dapat disampaikan pada kornunikasi dan sosialisasi 

Program Raskin!Rastra adalah sebagai berikut: 
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a. Sejarah Program Raskin!Rastra. 

b. Tujuan, manfaat dan sasaran Program Raskin!Rastra. 

c. Pagu Raskin!Rastra dan Kepesertaan Program Raskin!Rastra. 

d. Aspek kelembagaan Program Raskin!Rastra, terkait pembagian peran dan 

tanggungjawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin!Rastra di 

berbagai tingkatan (pusat dan daerah). 

e. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Raskin!Rastra. 

f. Mekanisme pelaksanaan Program Raskin!Rastra, termasuk di dalarnnya 

mekanisme penyaluran beras Raskin!Rastra. 

g. Indikator kinerja Program Raskin!Rastra. 

h. Mekanisme pengaduan Program Raskin!Rastra. 

i. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin!Rastra. 

Sekretariat Tim Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program Bantuan 

Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau 

melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si 

menjelaskan sebagai berikut : 

" .... untuk peluncuran dan sosialisasi tingkat Kota karni lakukan dengan 
mengundang Kepala Kansilog Bulog Kota Lubuklinggau yang dihadiri 
oleh Camat, Bappeda, TKSK, Bagian Perekonomian dan dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau yang kami laksanakan di ruang 
rapat Pemerintah Kota Lubuklinggau, nantinya pihak Camat akan 
meneruskannya ke Lurah di wilayahnya masing-masing .... " 
(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017) 

Disampaikan juga oleh Kepala Kansilog Bulog Kota Lubuklinggauyang 

diwakili oleh Bapak Ali (Bagian Distribusi) sebagai berikut: 

" .... setiap tahun dan sesuai pedumnya di tingkat Pemerintah Kota kita 
hadir sebagai bagian dari Tim Koordinasi Raskin dan turut menjelaskan 
hal teknis tentang mekanisme penyaluran dan kuota alokasi raskin yang 
karni terima dari Kementrian Sosial dan SK Gubemur tentang Pagu 
Alokasi Raskin ... " (Wawancara dengan Bpk. Ali, 3110312017) 

43427.pdf



91 

Proses sosialisasi akan berkisar pada apa yang ada dalam petunjuk teknis 

program. Dalam sosialisasi dij elaskan mengenai latar belakang, sasaran, tujuan 

dan jumlah alokasi beras yang diterima di Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat 

Keputusan Gubemur Sumatera Se!atan (SK Gubemur Sumatera Se!atan Nomor 

701/K.PTS/IV/2014 tentang Pagu Alokasi Program Bantuan Beras untuk Rumah 

Tangga Miskin Kab./Kota Tahun 2015). Dije!askan juga oleh Sekretariat Tim 

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program Bantuan Beras Untuk Rumah 

Tangga Miskin Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau melalui Kepala Bidang 

Per!indungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai berikut : 

" ... dalam sosialisasi ini disampaikan alokasi beras yang diterirna di Kota 
Lubuklinggau serta permasalahan yang dihadapi dalam rangka perbaikan 
kedepan, karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun secara 
teknis Camat dan Lurah sudah tahu teknis pelaksanaan dan permasalahan 
yang dihadapi ... " (Wawancara dengan Bpk Pauzi, S.Sos, M.Si, 
29/0312017) 

Sedangkan untuk setiap Kecamatan di Kota Lubuklinggau sosialisasi ini 

di!aksanakan di Kecamatan masing-masing. Sebagaimana lokus dalam penelitian 

ini adalah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, dalam pelaksanaan Sosialisasi 

Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sama halnya Sosialisasi 

yang dilaksanakan di Tingkat Kota juga disampaikan kebijakan, program dan 

mekanisme pelaksanaan sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis dan 

kebijakan yang telah disampaikan di Sosialisasi tingkat Kota. Sebagaimana 

disampaikan Oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut: 

" ... untuk daerah Selatan I, sosialisasi raskin kami laksanakan sesudah tahu 
pagu alokasi beras untuk masyarakat rniskin di kelurahan kami dan 
penerimanya dan sudah ada juknisnya. Kami undang Lurah-Lurah. 
Nantinya Lurah dan perangkatnya sendiri yang meneruskan informasi ini 
ke RT nya dan masyarakat yang menerirna ... " (Wawancara dengan Bpk 
Sarjani, 30/03/20 17) 
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Hal ini dijelaskanjuga oleh Lurah melalui Sekretaris Lurah dari Kelurahan 

Rahma Bapak Sudarso sebagai berikut : 

" ... sosialisasi di Kecamatan Selatan I kami laksanakan di Kantor 
Kecamatan, biasanya dilaksakan di awal tahun triwulan pertama sesudah 
keluarnya daftar penerima dan pagu alokasi beras raskin. Setelaimya kami 
sampaikan ke RT daftar penerimanya ... " (Wawancara dengan Sudarso, 
30/03/2017) 

Sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan program raskin dan petunjuk 

pelaksanaan program raskin memang kegiatan peluncuran dan sosialisasi ini 

dilaksanakan mulai dari tingkat Pusat oleh Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh 

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Provinsi 

Sumatera Selatan, di Tingkat Kota Lubuklinggau dilaksanakan oleh Tim 

Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Kota 

Lubuklinggau dan di Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Kecamatan. 

Kegiatan peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Selatan I dilaksanakan setiap 

tahunnya. Hanya saja penyampaian informasi pelaksanaan sosialisasi di tingkat 

Kelurahan dan RT diserahkan kepada Kelurahan masing-masing. Disampaikan 

juga oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut: 

" ... program raskin ini dilaksanakan bertahun-tahun jadi tidak ada masalah 
dalam penyampaian ke masyarakat, ketika sosialisasi di Kecamatan sudah 
terlaksana Lurah dan perangkatnya tinggal melaksanakannya sesuai 
denganjuklak ... " (Wawancara dengan Bpk. Sarjani,30/03/2017) 

Disampaikan juga oleh Lurah melalui Sekretaris Lurah dari Kelurahan 

Rahma Bapak Sudarso sebagai berikut : 

" ... juklak karni terima dan kami akan laksanakan sesuai dengan perintah 
dari Camat. Di Kelurahan tidak karni laksanakan secara formal. Karena ini 
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program tahunan maka RT dan masyarakat penerima kami kira sudah tahu 
seperti apa prograrnnya ... " (Wawancara dengan Sudarso, 30/03/2017) 

Dalam tiga cara dominan dalam keberhasilan implementasi menurut Ripley 

and Franklin, keberhasilan implementasi kebijakan menurut dinilai dari : Bahwa 

keberhasilan implementasi harus diukur dengan tingkat pemenuhan pada bawahan 

kepada atasan birokrasi mereka, atau dengan gelar pemenuhan pada bagian dari 

birokrasi secara umum dengan mandat khusus. Sebuah perspektif kedua 

berpendapat bahwa kesuksesan implementasi ditandai dengan lancarnya berfungsi 

rutinitas dan tidak adanya masalah. Dan perspektif ketiga, yaitu bahwa 

implementasi sukses mengarah kepada kinerja yang diinginkan dan dampak dari 

program apapun yan:g dianalisa, yang terkandung dalam Undang-Undang. 

Dari semua uraian diatas nampak bahwa dalam tahap pelaksanan 

peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah baik di Tingkat Kota Lubuklinggau dan Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I telah berjalan dengan baik. Dan informasi dapat diterima 

dengan baik oleh aparatur dan perangkat di Wilayah Kecamatan Lubuklinggau 

Selatan I. Baik Lurah, RT dan masyarakat penerima. Hanya saja karena program 

ini dianggap sifatnya tahunan maka di tingkat Kelurahan, RT dan masyarakat 

penerima maka kegiatan sosialisasi ini tidak dilaksanakan secara optimal karena 

RT dan masyarakat dianggap sudah tahu tentang program dan petunjuk 

pelaksanaannya 
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2. Pelaksanaan Verifikasi Data Penerima Bantuan 

Pelaksanaan verifikasi data dibutuhkan karena data yang digunakan adalah 

data tahun 2011 yang bersumber dari data PPLS 2011 (Program Perlindungan 

Sosial yang diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2011. 

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan 

rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga 

Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain 

itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam 

pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. 

Data yang sudah berumur 6 tahun tentunya sudah kurang valid dan kurang 

relevan lagi jika digunakan. Salah satu tahapan dalam penyaluran beras 

berpendapatan rendah Kecamatan dan Kelurahan adalah adalah verifikasi data 

atau dalam juknisnya adalah tahapan penetapan dan perubahan daftar penerima 

manfaar (DPM). Verifikasi data dimaksukan untuk memperbaiki data. 

Penetapan Kuota Raskin ini berskala nasional sampai dengan tingkat 

kelurahan berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS). Penetapan RTS 

penerima manfaat Raskin berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah kelurahan 

dan rencana pendistribusian Raskin. Untuk penetapan RTS di tingkat Kota sampai 

dengan kelurahan menggunakan data BPS/PPLS 2011 yang terdiri dari Rumah 

Tangga Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin. Data tersebut merupakan 

sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan secara nasional, termasuk Program 

Raskin. Oleh karena itu, daftar RTS di setiap kelurahan dibuat berdasarkan nama­

nama Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan BPS tahun 2011. Apabila terdapat 

nama-nama RTS data BPS yang sudah tidak sesuai dengan data riil di kelurahan, 
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maka dilakukan musyawarah kelurahan sebagai media verifikasi dengan tanpa 

mengubah jumlah RTS setiap kelurahan. Musyawarah kelurahan dipimpin oleh 

Lurah dan melibatkan aparat kelurahan (termasuk Kepala lingkungan RT), dewan 

kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat (agama, adat, dll.) serta perwakilan dari RTS. 

Berdasarkan studi dokumentasi yang peneliti dapatkan dari sumber dinas 

osial bahwa setiap tahunnya daftar penerima manfaat RTS-PM dikirim langsung 

dari Tim Terpadu Kementrian Sosial dan Tim Nasional Percepatan 

Penanggulan.gan Kemiskinan kepada Sekretariat Tim Koordinasi Raskin/SKPD 

teknis pelaksana di daerah yaitu Dinas Sosial. 

Gambar 4.1 Da ftar Nama Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin 
(Ms.Excell) 
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Setelah enam tahun berselang, kemungkinan terjadi hal-hal sebagai 

berikut: (l)Adanya penerima bantuan yang sudah meninggal; (2)Adanya penerima 

bantuan yang pindah alamat, dan (3) Adanya penerima bantuan yang sudah tidak 
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layak, misalnya sudah hidup lebih sejahtera. Jika hal ini terjadi, maka harus ada 

perbaikan data penerima bantuan beras subsidi (Program Raskin). Sebagaimana 

informasi yang dikemukakan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani 

sebagai berikut: 

" ... alokasi jumlah rumah tangga sasaran penerima raskin karni terima 
berdasarkan SK Walikota, nama-nama penerimanya di Selatan I 
diserahkan dari Dinas Sosial, untuk perubahan daftar penerima manfaat 
diserahkan ke musyawarah tingkat kelurahan ... " (Wawancara dengan Bpk 
Sarjan~ 30/0312017) 

Disampaikan juga oleh Lurah Air Temam Bapak Syamsul Azhari sebagai 

berikut: 

" ... bagi penerima bantuan yang sudah meninggal, pindah alamat akan kami 
lakukan penggantian dengan musyawarah bersama RT dan warga setempat 
namun untuk penerima bantuan yang sudah tidak layak kami tidak lakukan 
verifikasi dan kami serahkan kepada Ketua RT berdasarkan daftar 
penerima yang kami terima ... " (Wawancara dengan Bpk Syamsul 
Azhari,30/03/2017) 

Sebagaimana yang telah diketahui berdasarkan berbagai sumber yang ada 

Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin di Kota 

Lubuklinggau dan lokusnya di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I bahwa 

penetapan RTS-PM Program Raskin ini dari tahun 2012 hingga tahun 2016 

berdasarkan Rumah tangga sasaran yag terdafar dalam PPLS 2011 BPS sebagai 

RTS di Kelurahan. 

Verifikasi yang dilakukan di tingkat Kelurahan dilaksanakan hanya jika 

diperlukan perubahan pada DPM Subsidi Beras bagi masyrakat berpenghasilan 

rendah melalui mekauisme musyawarah Kelurahan/Desa. Kesepakatan hasil 

verifikasi musyawarah kelurahan ditetapkan sebagai RTS dan dicantumkan dalam 

DPM (Daftar Penerima Manfaat) yang ditandatangaui oleh lurah dan disahkan 

oleh camat. RTS yang telah terdaftar dalam DPM (Daftar Penerima Manfaat) 
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diberi Kartu Raskin sebagai kartu identitas keluarga miskin yang berhak 

menerima Raskin. Data RTS di kelurahan direkap di tingkat kecamatan 

di!aporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota sebagai dasar penerbitan SPA 

(Surat Permintaan Alokasi) untuk mendistribusikan beras Raskin kepada RTS. Di 

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I terkait dengan verifikasi data, Kepala 

Kansilog Bulog Kota Lubuklinggau yang diwakili oleh Bapak Ali (Bagian 

Distribusi) menjelaskan sebagai berikut : 

" ... beras raskin yang disalurkan di Kelurahan adalah menjadi tanggung 
jawab Kelurahan di wilayahnya, terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan 
penetapan data penerima manfaat raskin ini harus melalu muskellmudes ... " 
(Wawancara dengan Bpk. Ali, 31/03/2017) 

Lurah Lubuk Kupang juga menjelaskan terkait pelaksanaan verifikasi di 

Kelurahannya sebagai berikut : 

" ... perubahan daftar penerima manfaat ini kami laksanakan sesuai 
ketentuan yaitu jika adanya penerima yang sudah meninggal, pindah 
alamat dan tidak layak. Tentang rumah tangga yang tidak layak ini kami 
memiliki kendala untuk menggantinya karena ketika ada bantuan yang 
sifatnya bansos apalagi yang bersangkutan sudah menerima pada tahun 
sebelurnnya pastilah namanya tidak ingin diganti sedangkan kuota pagu 
yang diterima kelurahan terbatas, mekanisme penggantian DPM kami 
serahkan kepada RT masing-masing yang penting tidak ada gejolak dan 
warga yang berhak mendapatkan jatahnya, ... " (Wawancara dengan Bpk. 
Piromli, 04/0412017) 

M. Yunus (Ketua Rt.04) Lubuk Kupang juga menjelaskan sebagai berikut : 

" ... daftar yang kami terimo dari Kelurahan yakni daftar namo RTS , jika 
ada keluarga miskin yang telah meninggal dunia atau pindah, maka jatah 
beras akan diberikan kepada KK pengganti yang berhak menerimanya, dan 
dalam daftar Penerima Manfaat tetap menggunakan nama KK yang lama 
tersebut, sedangkan KK pengganti kami samapaikan ke kelurahan 
dandicatat dalam buku administrasi di kelurahan. Nantinya akan dilakukan 
melalui musyawarah kelurahan ... " (Wawancara dengan Bpk Yunus, 
0410412017) 

Nampak berdasarkan penjelasan yang ada bahwa dalam proses penetapan 

jurnlah penerima beras Raskin ini ditent Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini 
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awalnya berdasarkan kepada daftar penerima manfaat yang disampaikan oleh 

pihak Dinas Sosial dilanjutkan ke Kecamatan Lubuklinggau Selatan ini dan 

disebarkan lagi ke Keluarahan di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, 

nantinya DPM yang berada di Kelurahan akan diverifikasi oleh RT setempat 

sesuai dengan kondisi existing wilayah setempat 

Dari kesimpulan yang didapat bahwa proses perubahan daftar penerima 

manfaat melalui verifikasi data yaitu proses seleksi/verifikasi data penerima 

manfaat tersebut tersebut pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai dengan 

ketentuan juklak (petunjuk pelaksanaan) Program Beras subsidi bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah yang sudah ditetapkan. 

Ditambah juga pelaksanaan musyawarah kelurahan yang dilaksanakan 

dijalankan tidak memiliki prosedur dan mekanisme yang jelas dan ditetapkan .. 

Penetapan perubahan rumah tangga sasaan/penerima manfaat diserahkan kepada 

kepala RT setempat. Sehingga mekanisme musyawarah kelurahan yang yang 

dijalankan bergantung kepada mekanisme di RT masing-masing. 

Salah satu indikator keberhasilan program subsisdi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah adalah tepat sasaran yaitukepada keluarga miskin atau 

yang benar-benar tidak mampu. Berikut ini adalah sebaran jumlah penerima 

raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I : 
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Tabel 4 .7 Kuota penerima raskin di Kota Lubuklinggau Tahun 20 12-20 16 

NO I ' KEC~fj ii_A.~IB~c-
~-~ ~-,i~t 

- · ;.; -, 

KG 

I LLG Barat I 1.576 23 .640 

2 LLG Barat II 1.143 17. 145 

3 LLGTimurl 574 8.610 

4 LLG Timurll 1469 22.035 

5 LLG Utara I 764 11.460 

6 LLG Utara II 1210 18.150 

7 LLG Selatan I 1133 16.995 

8 LLG Selatan IT 714 10.710 

JUMLAH 8.583 128.745 

Sumber : Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, 20 16 

Tabel 4.8 Kuota penerima raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Tahun 2012-2016 

. · ~:;Jit!J-?.~~:--~ ~1rA:cumUUN -
No. ~~.,;, ·i!{ ·~· 1'' 

Ke .... .......a~'\:~~· "~ ·~::. ~ .,: • f?~}( .::..;->>,. :,. RTS .lKG 
·- ... _. 

1 Rahma 172 2.580 

2 Perumnas Rahma 73 1.095 

3 Jukung 185 2.775 

4 Air Kati 191 2.865 

5 Lubuk Binjai 169 2.535 

6 Lubuk Kupang 146 2.190 

7 AirTemam 197 2.955 

Jomlah 1.133 16.995 

Sumber : Dinas Sosial Kota LubukJinggau, 2016 

Dalam buku petunjuk pelaksanaan (juklak) pelaksanaan program raskin 

tidak ditentukan bagaimana variabel dalam menentukan rumah tangga yang 
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berhak ataupun yang tidak berhak. Karena penentuan Kewenangan Basis Data 

Program Raskin ini dan program-program perlindungan Sosial lainnya adalah 

Badan Pusat Statistik. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial melalui 

Kepala Bidang Perlindungan dan Jarninan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai 

berikut: 

" ... penerima bantuan sosial yang dilaksanakan mulai tahun 2012 hingga 
2016 termasuk program raskin ini menggunakan basis data program 
perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang divalidasi o1eh Badan Pusat 
Statistik dan diolah lagi oleh Pusat Data Terpadu di TNP2K (Tim Nasional 
Penenggulangan Kemiskinan) dan Kementrian Sosial Pusat. Hingga tahun 
2016 data-data penerima perlindungan sosial masih menggunakan PPLS 
2011. Direncanakan mulai tahun 2017 penerima raskin yang sekarang 
dinamakan rastra akan menggunakan Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 
yang telah dilaksanakan validasinya pada tahun 2015. Diharapkan 
kedepannya sasaran penerimanya dapat lebih tepat sasaran ... " 
(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017) 

Ditambahkan juga pada kesempatan yang sama Kepala Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si mengemukakan : 

" ... hendaknya memang kita harapkan perubahan daftar penerima manfaat 
(DPM) sesuai denganjuklak danjuknis yang telah ditetapkan, mengganti 
nama penerima manfaat sesuai dengan yang berhak akan menimbulkan 
kegaduhan di masyarakat, sesuai juklaknya memang dalam penggantian 
RT penerima yang lebih layak memang berdasarkan bahwa pada anggota 
rumah tangga terse but memiliki jumlah rumah tangga yang lebih besar dan 
diprioritaskan lagi jika ada balita dan anak usia sekolalmya, Kepala RT 
nya perempi.Jan, rumah yang ditempati kurang layak, dan memiliki 
pengahsilan yang rendah dan tidak tetap ... " 
(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017) 

Pada kesempatan lain, Camat Lubuklinggau Selatan I, Bapak Sarjani 

mengemukakan: 

" ... penetapan rumah tangga miskin penerima raskin dituntut cepat, untuk 
menghindari gejolak di masyarakat. Sehingga kami sadari memang masih 
ada kekurangannya, sejak tahun 2012 memang penganggarannya masih 
bergantung kepada APBN, dikarenakan kondisi APBD yang terbatas 
sehingga tidak dianggarkan melalui APBD. Berdasarkan musyarawarah 
yang telah sering dilakukan di Selatan I ini, baik Lurah dan RT sepakat 
bahwa nama-nama warga yang berhak menerima raskin diakomodir semua 
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dengan menyerahkan penaganan masalahnya di RT masing-masing 
sehingga salah satu solusinya adalah melalui sistem pembagian rata diluar 
daftar penerima manfaat.." (W awancara dengan Bpk. Sarjani, 30/03/20 17) 

Dijelaskan juga oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I Bpk. Taslim Sahril, sebagai berikut : 

" ... sejak adanya pengurangan pagu raskin tahun 2012 memang banyak 
protes dari warga yang sebelumnya dapat malah tidak dapat, yang 
berdasarkan basis data PPLS 2011, sehingga di ambil kebijakan sistem 
bagi rata untuk meredam gejolak di masyarakat ... " (Wawancara dengan 
BpkTas!im.S, 07104/2017) 

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa pada fase atau tahap verifikasi 

data penerima manfaat (Perubahan Daftar Penerima Manfaat) implementator 

belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan petunjuk teknisnya dikarenakan 

pemilihan perubahan daftar penerima manfaat masih bersifat subjektif dan kurang 

keterbukaan dalam penentuan penerima. Pemahaman tentang indikator yang. 

berhak menerima masih bisa dipertanyakan. Karena diserahkan wewenangnya 

sepenuhnya kepada musyawarah di lingkungan RT masing-masing. Basis Data 

daftar penerima manfaat Program Raskin ini juga sudah cukup lama yaitu PPLS 

tahun 2011 dan belum menggunakan basis data yang baru sehingga dimungkinkan 

kurang validnya data dan daftar penerima manfaat Program subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah (program raskin) ini. 

3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM. 

Kartu Raskin adalah kartu tanda penerima manfaat Program Raskin yang 

dimiliki o!eh Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat program raskin yang 

namanya terdatar dalam daftar penerima manfaat program raskin baik yang sudah 

ada di daftar DPM awal dan penerima manfaat pengganti. 
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Dalam Kartu Raskin tersebut terdapat daftar isian untuk diisi nama Kepala 

Keluarga penerima manfaat Raskin beserta tanggal pembelian beras atau tanggal 

didistribusikannya beras beserta jumlah beras yang didistribusikan kepada Rumah 

Tangga penerima raskin selama 12 bulan atau berlaku satu tahun. 

Rumah tangga miskin yang menjadi sasaran Program Raskin akan 

mendapat Kartu Raskin. Kartu Raskin ini ditandatangani oleh Tim Koordinasi 

Raskin Kabupaten!Kota dengan masa berlaku satu tahun dan dapat diperapanjang 

selama pemilik kartu masih termasuk sasaran Program Raskin. 

Kartu Raskin sangat berguna sebagai identitas rumah tangga penerima 

manfaat program. Dalam pelaksanaannya kartu ini dibagikan setelah perubahan 

daftar penerima manfaat sudah dituangkan dalam berita acara Musyawarah di 

Kecamatan masing-masing. 

Berikut ini adalah tampilan!bentuk Kartu Raskin!Rastra yang dirniliki oleh 

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) : 

Sumber : Buku Juklak Program Raskin Tahun 2016 
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Sumber: Buku Juklak Program Raskin Tahun 2016 

Penyaluran/penjualan beras dilakukan tiap bulan kepada Rumah Tangga 

Sasaran di Kelurahan. Petugas teknis penyaJuran beras Raskin di kelurahan adalah 

pegawai kelurahan dengan dibantu oleh petugas dari BULOG. Sebelumnya 

Rumah Tangga Sasaran ini akan menerima Kartu Raskin untuk pembelian beras 

Raskin oleh pihak kelurahan ataupun RT/RW. Dalam Kartu Raskin tersebut 

terdapat daftar isian untuk diisi nama Kepala Keluarga penerima manfaat Raskin 

beserta tanggal pembelian beras. 

Program Raskin ini telah berjalan lama, namun bantuan yang diberikan 

kepada RTS-PM setiap tahunnya belum tentu sama, apalagi setiap tahun 

setidaknya ada perubahan kondisi sosial ekonomi di wilayah Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I. Oleh karena itu dengan adanya Kartu raskin ini 

sebenamya akan mempermudah proses pembagian dan pengawasannya. Siapa 

yang menerima, berapa banyak, kapan menerima dan siapa pelaksana distribusi 

akan diketahui dengan adannya kartu ini. Tentang proses, tata cara, siapa dan 

bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam pembagian kartu raskin di 
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Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial Kota 

Lubuklinggau sebagai sekretaris Tim Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan 

program Raskin Kota Lubuklinggau Lubuklinggau me!alui Kepala Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai 

berikut: 

" ... dari yang kami ketahui kartu raskin ini sudah diterapkan sejak awal 
program ini diluncurkan. Hanya saja basis data penerimanya saja yang 
berbeda. Tahun 2008 hingga 2011 menggunakan data PPLS 2008 yang 
divalidasi BPS sedangkan tahun 2012 hingga 2016 menggunakan data 
PPLS 2012 dan natinya pada tahun 2017 ini akan mulai menggunakan data 
PBDT 2015, informasinya data penerima raskin pada tahun 2017 akan 
meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 9441 RTS ... " 
(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/0312017) 

Ditambahkan lagi oleh Kepala Bidang Perlihdungan dan Jaminan Sosial 

Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai berikut: 

" ... awal periode penyaluran program raskin ini sekretariatnya di bawah 
koordinasi Bagian Perekonornian Setda Kota Lubuklinggau, 
sepengetahuan kami memang saat itu bagi penerima manfaat program 
raskin dibagikan kartu raskin sebagai pengenal penerima manfaat program. 
Di tahun 2015 dan 2016, bagi penerima yang termasuk dalam daftar DPM 
Program Raskin akan diinformasikan langsung kepada RTS dengan 
membawa KPS (kartu perlindungan sosial). Karena pernilik KPS pastinya 
juga akan menerima raskin ini. Dan saat ini kami tidak menggunakan kartu 
raskin ini ... " (Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 2910312017) 

Hal yang hampir sama dijelaskanjuga o1eh Camat Lubuklinggau Selatan I 

Bapak Sarjani sebagai berikut : 

" ... proses pemutakhiran dan verifikasi daftar penerima manfaat 
dilaksanakan dalam waktu yang cukup singkat, kami akui memang masih 
ada kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan juknisnya, namun 
tidak mengurangi aturan secara administrasi rangkaian pelaksanaan 
program ini. Saat ini prioritas acuan kami yang berhak menerim raskin 
adalah pemegang kartu KPS dan nama-nama RTS yang ada di DPM dan 
nama-nama perubahan yang dituangkan berita acara musyawarah 
kelurahan dan kecamatan ... " (Wawancara dengan Bpk. 
Sarjani, 3 0/03/20 17) 
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Dalam buku petunjuk pelaksanaan raskin dilampirkan bentuk dan contoh 

kartu raskin yang dimiliki oleh RTS-PM. Kartu raskin sifatnya berlaku selama 

satu tahun sebagaimana tertera pada bagian belakang kartu yang memuat 

pelaksanaan distribusi beras selama satu tahun. Ditambah lagi dengan adanya 

perubahan kondisi sosial ekonomi di Kecamatan maupun kelurahan. Kartu Raskin 

akan dibagikan pada saat adanya pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran 

penerima manfaat sesuai dengan yang dituangkan dalam Berita Acara 

Musayawarah Kelurahan dan Kecamatan. 

Pada kesempatan yang sama Camat Lubuklinggau Se!atan I Bapak Satjani 

juga menjelaskan sebagai berikut : 

" ... terkait dengan permasalahan yang ada wajar masih ada warga yang 
kurang puas terhadap penerima raskin yang diterima. Yang harusnya 
manerima malah tidak menerima dan sebaliknya. Tapi ada juga warga 
yang sudah ada di daftar enggan untuk menerimanya. Sehingga dalam 
musyarawarah di tingkat Kelurahan dan RT dilakukan perubahan DPM 
yang dituangkan dalam berita acara ... " (Wawancara dengan Bpk 
Sarjani, 30/03/20 17) 

Pada kesempatan yang lain, Lurah Air Temam Syamsul Azhari, S.IP 

menerangkan : 

" ... para kepala RT memang banyak yang menyampaikan keluhannya 
terkait jatah alokasi raskin yang masih kurang, tidak sesuai dengan jumlah 
RT rniskin. Memang mekanisme pelaksanaan musyawarahnya kami 
kembalikan di RT masing-masing. Tidak kami elakkan bahwa untuk 
keadilan dan menghindiui permasalahan maka dilakukakan sistem bagi 
rata ... " (Wawancara dengan Bpk Syamsu! Arlrnri.,30/03/2017) 

Dari keterangan dan data yang kami dapat, penerapan kartu raskin 

sebenarnya sangat baik digunakan. Sesuai dengan juklak dan juknisnya memang 

kartu raskin hendaknya diterima oleh Rumah tangga sasaran penerima manfaat 

program. Namun pada pelaksanaannya, pihak Kota Lubuklinggau menggunakan 

dasar pada data penerima pada Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang sudah 
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disepakati melalui musyawarah di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang 

dituangkan dalam berita acara untuk perubahan daftar penerima manfaat. 

Mekanisme pelaksanaan musyawarah dan penyampaian informasi kepada rumah 

tangga sasaran penerima manfaat yang berhak menerima beras raskin ini 

diserahkan kepada Kepala RT setempat di wilayalmya masing-masing. 

4. Proses Pembagian Beras Raskin. 

Bentuk bantuan beras subsidi yang diterima oleh RTS penerima manfaat 

Program Raskin yaitu dalam bentuk pembelian beras murah sebanyak 15 kg per 

rumah tangga sasaran (RTS-PM) dengan harga Rp. 1.600,- per kilonya yang 

diambil tiap bulan. Bantuan beras bersubsidi ini harus diterima secara utuh o1eh 

Rumah Tangga Sasaran dan tidak diperkenankan melakukan potongan atau 

pungutan biaya oleh pihak manapun. Mekanisme distribusi beras dari kota 

(Bulog) ke kelurahan adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah sampai TD menjadi tugas dan tanggungjawab Perum BULOG. 

2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Ber pen 

dapatan Rendah dilakukan oleh Perum BULOG dalam ke masan berlogo 

Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung. 

3. Rencana Penyaluran. Untuk menjarnin kelancaran proses penyaluran 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Ren dah, Perurn BULOG 

bersama Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituang kan dalam 

SPA 
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4. Mekanisme Penyaluran: 

a. Berdasarkan Pagu . Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah, Bupati!Walikota/Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Ren dah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang 

ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum 

BULOG. 

b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk 

masing-masing kecamatan atau desalkelurahan dengan atau tanpa 

menunggu peluncuran resmi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah pada awal tahun. 

c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras 

sampai ke TD, termasuk apabila teljadi penggantian beras. 

d. Sebelurn penyaluran dapat di lakukan pengecekan kualitas beras oleh 

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah!Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan 

dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim 

Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

Kabupaten!Kota/Kecamatan!Pelaksana Distribusi. 

e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah!Pelaksana 

Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh 

kedua belah pihak. 

f. Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan 
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daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, 

iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin 

dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat diatur 

lebih lanjut di dalam Juklak!Juknis oleh pemerintah daerah setempat. 

Pada pelaksanaan Program Raskin ini, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 

pada pertengahan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mendapatkan kuota 

beras sebanyak 16.995 Kg untuk 1.133 rumah tangga sasaran penerima manfaat 

(RTS-PM) tiap bulannya (berdasarkan data dari Perum Bulog Kota Lubuklinggau) 

terbanyak ke-5 dari delapan kecamatan di Kota Lubuklinggau. 

Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, penyaluran beras Raskin ini 

diawali dengan didistribusikannya beras dari BULOG Subdivre Kota 

Lubuklinggau ke wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sesuai dengan 

jumlah alokasi yang telah ditentukan. Penyaluran beras dari BULOG ini tidak 

melewati pihak kecamatan karena untuk memperpendek jalur distribusi dan 

menghemat pengehiaran transportasi. Dan juga yang digunakan sebagai tempat 

distribusi adalah di kantor kelurahan masing-masing. 

Distribusi beras Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan ini pada 

pertama kalinya di1akukan pada tahun 2008 seiring dengan dilaksanakannya 

Program ini di Kota Lubuk1inggau. 

Sebagairnana indikator keberhasilan Program Raskin ini yaitu tepat 

sasaran, tepat jurnlah,tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat adrninistrasi 

maka peran implementator (pelaksana) program akan sangat menentukan dalam 
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keberhasilan program ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam program ini 

yaitu berkurangnya beban hidup rurnah tangga sasaran. 

Ketika penyaluran beras mengalarni keterlambatan maka keberhasilan 

program ini juga akan dikatakan kurang berhasil. Karena pada prinsipnya 

penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan 

setiap bulan. Hanya jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain 

musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga 

penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin 

dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat diatur lebih lanjut di dalam 

Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat. Tetapi karena sifat bantuan ini 

adalah mengurangi beban hidup rurnah tangga sasaran maka akan sangat baik jika 

diterima RTS-PM setiap bulan dan tepat waktu dalam menopang kebutuhan 

pangan mereka. 

Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Jadwal pendistribusian untuk tiap 

bulannya disesuaikan dengan jadwal yang ada dalam juklak tidak dijelaskan 

secara tegas tentang tanggal berapa pengambilan beras dilakukan setiap bulannya. 

Namun dasar untuk penyaluran beras ke titik distribusi maka Perurn BULOG dan 

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA. SPA adalah 

Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati!Walikota atau Pejabat yang 

ditunjuk kepada Perurn BULOG berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah. 
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Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, 

maka Bupati!Walikota/Ketua Tim Koordnasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh 

Bupati!Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG, berdasarkan SPA 

Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan 

atau desa/kelurahan. Sehingga sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG 

menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras. 

Sebagaimana juga dengan yang diungkapkan oleh Lurah Perumnas Rahma lbu 

Y usnita sebagai berikut : 

" ... kantor kelurahan inilah yang menjadi titik distribusi, tanggung jawab 
pendistribusian ini sampai ke kelurahan atau titik distribusi ini menjadi 
tugas dan tanggung jawab Bulog ... " (Wawancara dengan Ibu Yusnita, 
04/0412017) 

Berdasarkan keterangan dan informasi yang sudah ada dan informasi 

pengiriman beras, Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan menyampaikan ke 

Lurah yang diteruskan ke RT untuk disampaikan kepada RTS untuk memberitahu 

hari kedatangan beras sehingga RTS dapat mempersiapkan uang pembayaran 

sebelum beras datang. Sebelum kedatangan beras tersebut, perwakilan RT 

mendatangi RTS untuk meminta pembayaran atas jatah beras Raskin yang akan 

mereka terima, atau RTS membayar langsung ke ketua RT. Seperti yang 

diungkapkan pelaksana distribusi di Kelurahan Perumnas Rahrna sekaligus Ketua 

RT. Bapak Surianto Ketua Rt. 03 berikut ini : 

" ... kalau untuk pembayarannya biasanya dari karni sendiri atau warga 
yang kami utus mendatangi RTS untuk minta pembayaran atas beras 
Raskin yang akan diambil. Kemudian akan kami bayar ke kelurahan 
sekalian mengambil jatah beras warga secara kolektif ... " 
(Wawancara dengan Bpk. Surianto, 04/04/2017) 
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Jadi pembayaran yang dilakukan RTS dapat langsung ke pihak kelurahan 

ataupun dititipkan melalui perwakilan RT/RW untuk disetorkan ke kelurahan. 

Setelah uang peinbayaran Raskin terkurnpul seluruhnya di kelurahan, kemudian 

oleh pelaksana distribusi diserahkan kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin 

Kecamatan untuk ditransfer ke rekening BULOG di Bank BRI yang ditunjuk. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I sebagai berikut ini : 

" ... Biasanya penyetoran uang pembayaran Raskin oleh RTS dapat dibayar 
langsung ke kelurahan atau dititipkan pada RT atau petugas yang ditunjuk 
untuk dibayarkan ke kelurahan. Setelah itu, uang HTR (Harga Tebus 
Subsidi Beras) diserahkan ke kecamatan untuk ditransfer ke Rekening 
BULOG lewat Bank ... " 
(Wawancara dengan Bpk. Sarjani (Camat Lubuklinggau Selatan L 
3010312017) 

Pembayaran beras oleh RTS rata-rata dapat diselesaikan dengan lancar. 

Tidak ada warga yang terlambat membayar, karena setelah beras datang di 

kelurahan, para keluarga rniskin pasti mengambil jatahnya sambil membayar uang 

beras tersebut. Semua rurnah tangga sasaran dapat melunasi uang beras walaupun 

secara ekonomi mereka juga masih hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. 

Seperti yang dikatakan pelaksana distribusi Raskin di Kelurahan Air Temam 

berikut ini : 

" ... di kelurahan ini tidak ada keterlambatan pembayaran beras dari warga, 
karena mereka sangat antusias dengan pembagian beras murah ini. Jadi 
setiap ada pemberitahuan beras sudah datang, mereka melalui perwakilan 
RT membayar beras untuk nantinya diambil di RT masing-masing ... " 
(Wawancara dengan Bp. Saimun, 30/0312017) 

Selanjutnya, pada hari kedatangan beras, RTS dapat mengambil langsung 

jatah beras yang akan diterima, baik melalui perwakilan RT maupun diambil 

sendiri. Menurut juklak ketika beras telah sampai di kantor kelurahan atau titik 
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distribusi, maka pelaksana distribusi bersama dengan petugas Raskin BULOG, 

dan RTS melakukan pengecekan antarajumlab berasyang datang denganjumlab 

yang tertulis di Berita Acara Serab Terima (BAST) beras Raskin serta bagaimana 

kualitas beras. Apabila jumlab dan kualitasnya sesuai maka pelaksana distribusi 

keluraban menyetorkan uang pembelian beras langsung kepada petugas BULOG. 

Kemudian surat terima Raskin ditandatangani oleh Petugas BULOG, Lurab dan 

pelaksana distribusi setempat. 

Setelab pelaksanaan distribusi beras di keluraban se!esai, selanjutnya beras 

dibawa ke tempat Ketua RT masing-masing yang akan menjadi titik bagi dan 

natinya RTS yang mengambillangsungjatab berasnya ke Ketua RT nya masing-

mas in g. 

Pengambilan beras Raskin melalui perwakilan RT tersebut dilakukan 

untuk mempermudab RTS dalam mengambiljatab beras dan tidak perlu bersedak-

desakan dan dikonsentrasikan di beberapa tempat yaitu di kediaman Ketua RT 

masing-masing. Seperti yang diutarakan oleh Lurab Keluraban Air Temam 

Syamsul Azhari, S.IP berikut ini : 

" ... agar pembagian ini terkondisi dengan baik maka diambil kebijakan 
untuk titik bagi beras raskin di kediaman RT masing-masing. Sehingga 
mempermudab RTS dalam pengambilan beras Raskin dan tidak perlu 
antrian panjang. Sehingga dapat lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga 
mereka ... " 
(Wawancara dengan Syamsul Azhari, S.IP, 30/03/2017) 

Hal yang hampir senada diutarakan oleh Lurab Rabma melalui Sekretaris 

Lurabnya berikut : 

" ... seperti pada tabun-tabun sebelumnya juga beras raskin yang sudab 
didistribusikan ke titik distribusinya yaitu di Keluraban akan di ambil oleh 
Ketua RT setelab dilakukan pemberitabuan dabulu dari Keluraban, 
tentunya dengan syarat HTR sudab diselesaikan semuanya di Keluraban 
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sesuai dengan pagu dan jumlah yang telah ditetapkan. Dan Ketua RT juga 
yang akan menjadi petugas distribusi ke RTS di wilayahnya ... " 
(Wawancara dengan Sudarso, 30103/2017) 

Dengan adanya Ketua RT yang mengambilkan beras Raskin di kelurahan, 

maka memberikan kemudahan bagi RTS yang tempat tinggalnya terletak agak 

jauh dari kelurahan untuk mengambil jatah beras mereka. Untuk biaya angkutnya 

sendiri sesuai dengan kesepakatan antara warga RT yang mengambilkan beras dan 

bahkan banyak juga perwakilan RT yang secara sukarela mengambilkan beras 

Raskin untuk RTS di daerahnya tanpa ada pungutan biaya. 

Setelah beras tiba di kelurahan, RTS yang namanya tercantum dalam DPM 

(Daftar Penerima Manfaat) beras Raskin yang sah dapat mengambil beras sesuai 

dengan nama yang terdaftar pada DPM yang ada di Kelurahan. 

Setiap mengambil beras Raskin, RTS harus menandatangani laporan serah 

terima yang dipegang oleh aparat kelurahan. Sesuai dengan kebijakan yang telah 

berlaku, beras yang diperoleh RTS adalah 15 kg beras dengan harga Rp. 1600,-

tiap kilogram nya. 

Dalam pengambilan beras ini, RTS mengambil jatahnya ketika sudah 

melakukan pembayaran. Terkait dengan kekurangan kuantitas maupun kualitas 

beras di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, RTS dapat mengadukan kepada RT 

yang diteruskan ke kepala kelurahan atau langsung ke kepala kelurahan. 

Kemudian Lurah ke1urahan menyurati BULOG Subdivre Kota Lubuklinggau agar 

untuk bulan berikutnya dapat diperiksa kembali kualitasnya. Seperti yang 

diungkapkan pelaksana distribusi Raskin di Ke1urahan Rahma berikut ini : 

" ... terkait aduan kualitas beras memang jarang terjadi, jika adapun kami 
akan laporkan ke Ke1urahan dan biasanya ketika ada laporan dari 
kelurahan akan cepat ditindaklanjuti oleh Bulog dan terkait jurnlah beras 
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yang diterima kami gunakan sistem bagi rata-rata sesuai dengan 
kesepakatan warga dan warga pun menerima ... " 
(Wawancara dengan Bpk. Bambang, 30/0312017) 

Beras yang diperoleh RTS adalah 15 kg beras dengan harga Rp. 1600,-

tiap kilogram nya sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan raskin. 

Pembayarannya pun dilaksanakan secara tunai. Jika ada biaya tambahan dalam 

penyaluran beras Raskin dari titik distribusi (TD) menuju titik bagi (TB) yang 

kurang dan tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara 

sukarela. Kepala Dinas Sosial melalui Bapak Kepala Bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai berikut : 

" ... ketidaksesuaian harga beras dan beras yang diterima dimasyarakat 
memang ada berdasarkan laporan yang kami terima dari TKSK Kecamatan 
Lubuklinggau Selatan I tetapi terkait harga dan beras yang diterima tiap 
rumah tangga memang sudah didiskusikan baik di forum kecamatan, 
kelurahan maupun ketua RT masyarakat dan sampai sejauh ini berjalan 
baik-baik saja. .. " 
(Wawancara dengan Bpk Pauzi, S.Sos, M.Si, 29103/2017) 

Hal ini ditegaskan pula oleh Koordinator TKSK Kecamatan Lubuklinggau 

Selatan I berikut ini : 

" ... yang kami ketahui memang ada selisih bayar HTR dengan yang 
dibayarkan tapi sudah disepakati di tingkat RT dan warga karena untuk 
menutupi biaya tambahan trasport angkut ke titik bagi dan biaya kantung 
plastik untuk wadah beras, kami yakinkan warga tidak ada yang mengeluh 
karena mereka sudah sepakat dan sudah dilakukan dari tahun-tahun 
sebelurnnya ... " 
(Wawancara dengan Bpk. Taslim Sahril, 0710412017) 
Terkaitjatah beras yang di terima di bawah 15 Kg/RTS dan dengan HTR 

musyawarah warga terlebih dahulu, hal ini dibuktikan dengan pengakuan seorang 

penerima program di Kelurahan Air Temam: 

" ... saya membayarnya Rp.2.000 per Kg,- kepada Ketua RT yang nanti 
disetorkan kepada kelurahan. Sudah ada kesepakatan warga dan Ketua RT. 
Beras yang kami dapat layak untuk dimakan, , memang jurnlah beras tidak 
sampai 15 kg, tapi kami merasa cukup senang dengan program ini ... " 
(Wawancara dengan Bp. Muksin, 01104/2014) 
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Hal ini dijelaskan juga oleh Koordinator TKSK Kecarnatan Lubuklinggau 

Se latan I berikut ini : 

" ... yang karni ketahui dan juga karni wawancarai di Kecarnatan 
Lubuklinggau Selatan I di beberapa Kelurahan yang karni lakukan 
pengecekan ada yang menerima 5 Kg, 10 Kg dan 15 Kg dengan harga di 
atas Rp.1600,- dan karni laporkan secara tiwulan ... " 
(Wawancara dengan Wawancara dengan Bpk Taslim Sahril, 07/04/2017) 

Tidak bisa dipungkiri memang dalarn pembagian raskin ini masih terdapat 

kendala-kendala yang tidak bisa dihindari baik terlarnbatnya penebusan beras, 

sistem pembagian rata dikarenakan banyaknya usulan dari warga yang ingin 

mendapatkan jatah beras sedangkan narnanya tidak terdapat di Daftar penerima 

manfaat (DPM). Beras yang didapat tidak sesuai dengan jatah beras yang ada 

dalarn Buku Petunjuk pelaksanaan Guk!ak) dan juknis yaitu sebesar 15 Kg per 

RTS-PM per bulannya. Terkait dengan hal tersebut Kepala Bulog Drive Kota, 

melalui Bpk. Ali (Bag. Distribusi) Lubuklinggau menegaskan : 

" ... RTS berhak menebus beras Raskin sebanyak 15 Kg!RTS per bulannya, 
terkait ketidak sesuaian yang didapat oleh RTS memang kami serahkan . 
kepada Pemkot Lubuklinggau kami hanya menyarnpaikan besaran pagu 
dan alokasi beras raskin terkait pelaksanaan dilapangan ketika ada RTS 
yang menerima beras di bawah 15 Kg karni menyerahkan kepada pihak 
Pemkot sepenuhnya dan jikapun Pemkot menganggap Rumah Tangga 
Miskin diluar data yang ada maka secara aturannya dapat menarnbah pagu 
alokasi raskin dengan didanai dana APBD sesuai dengan kemarnpuan, 
menanggapi keterlarnbatan penebusan beras biasanya memang di awal 
tahun mengalarni keterlarnbatan dikarenakan masih menunggu pedum 
yang dikeluarkan oleh Pusat dan keterlarnbatan yang terjadi pada tahun 
sebelurnnya akibat penyetoran HTR yang terlarnbat dari pihak 
kelurahan ... " (Wawancara dengan Bpk A/i,31/03/2017) 

Permasalahan lain yang ditemukan di Kelurahan yaitu realisasi penyaluran 

yang kurang lancar. Berdasarkan hasil laporan dan evaluasi yang disarnpaikan 

oleh Perum Bulog kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui sekretariat Tim 

Koordinsi Raskin yaitu Dinas Sosial Kota Lubukliggau, bahwa terdapat beberapa 
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Kelurahan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, penyalurannya beras raskinnya 

dilakukan per tiga bulan sekali, berikut ini adalah hasil laporan realisasi 

pelaksanaan dari Perurn Bulog Kota Lubuklinggau di Kecamatan Lubuklinggau 

Selatan I per bulan Desember 2016. 

Tabel 4.9 Realisasi raskin Kec. LubukJinggau Selatan I sld Desember 2016 

PERUMNAS RAHMAH 1.095 

2.865 2.865 2.865 

LUBUK BfNJAI 2.535 2.535 2.535 

LUBUK KUPANG 2.190 2.190 2.190 

AIR TEMAM 2.955 2.955 2.955 

Sudah Realisasi 

Begitu juga hasil laporan realisasi pelaksanaan dari Perurn Bulog Kota 

Lubuklinggau di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I per bulan Juni 2015 sebagai 

berikut : 

2. 190 

8.325 

10.515 
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Tabel 4.10 Realisasi raskin Kec. Lubuklinggau Selatan I s/d Desember 2016 

1 RAHMAH 2.580 2.580 2.580 

PERUMNAS 
2 3.285 

RAHMAH 

JUKUNG 2.775 2.775 2.775 

AIR KATI 2.865 2.865 2.865 

LUBUK BINJAI 2.535 2.535 2.535 

LUBUK KUP ANG 2.190 2.190 2.190 

AIR TEMAM 2.955 2.955 2.955 

Sudah Realisasi 15.900 15. 

Sumber : Perum BULOG Kansilog Kota Lubuklinggau 

Berdasarkan hasil laporan Perum Bulog Kota Lubuklinggau di atas pada 

dua tahun yang berbeda, misalnya pad a laporan per bulan Desember tahun 2016 

terjadi keterlambatan penyaluran di beberapa Kelurahan yaitu Perurnnas Rahma 

dan Jukung. Sedangkan data pad a tahun 2015 pada laporan per bulan Juni tahun 

da2015 terjadi di Kelurahan Perurnnas Rahma, Jukung, Air Kati dan Lubuk 

Binjai. Realisasi penyaluran raskin ini merupakan salah satu ukuran kinerja 

pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Mayarakat Berpendapatan Rendah. 

Beberapa alasan yang dikemukakan keterlambatan dalarn penyaluran 

raskinklinggau Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini adalah adanya 

ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari RTS-PM kepada Perum Bulog, 

hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ali Bagian Distribusi Perum Bulog 

Kota Lubuklinggau: 
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" ... dasar pendistribusian kami adalah SPA dari Walikota nantinya 
berdasarkan SPA maka Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras 
untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan yang sesuai dengan 
SPPB/DO, dan tentunya HTR tidak ada yang macet. .. " (Wawancara 
dengan Bpk. Ali, 31/0312017) 

Disampaikan juga oleh Staf Pelaksana Dinas Sosial (Bidang 

pendistribusian Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau sebagai berikut : 

" ... keterlambatan dalam realisasi raskin pastinya mempegaruhi 
pelaksanaan program raskin, hasil evaluasi yang ada terkadang memang 
keterlambatan penebusan raskin oleh RTS mengakibatkan penyaluran 
beras dari Perum Bulog juga tertunda ... " (Wawancara dengan Bpk. Robby, 
07104/2017) 

Perbaikan pelaksanaan Program Raskin baik dari persoalan kualitas beras, 

kuantitas beras, dan aspek-aspek pembagian beras lainnya memang harus mejadi 

tugas bersama dari pelaksana program dari tingkat Pusat, Propinsi, 

Kabupaten/K.ota, Kelurahan hingga lingkungan RT untuk dilakukan pembenahan. 

Sejauh dari informasi dan data yang didapat terkait proses pembagian 

raskin bahwa tidak ada yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang baik dari 

pihak kelurahan sebagai pelaksana distribusi maupun RTS sebagai penerima 

program. Tidak ada pihak aparat kecamatan, kelurahan dan RT memanfaatkan 

beras untuk kepentingan pribadi. RTS penerirna program telah memanfaatkan 

beras untuk kebutuhan makan sehari-hari. Kualitas beras yang diperoleh juga 

cukup baik karena pihak BULOG Subdivre Kota Lubuklinggau sudah melakukan 

antisipasijika ditemukan kualitas beras yang tidak sesuai. 

Mekanisme pembagian dan pelaksanaan pembagian raskin sudah 

dijalankan sesuai petunjuk pelaksanaan. Kekurangan yang teijadi baik masalah 

jumlah beas yang diterima, harga tebus yang tidak sesuai dengan petunjuk 

pelaksanaa (Juklak) sudah disepakati baik di forum tingkat Kecamatan, Kelurahan 

dan warga di lingkungan RT di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Hanya saja 
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kedepannya diperlukan pendekatan yang persuasif kepada warga penerima raskin 

dan dijelaskan bahwa program ini adalah benar-benar bagi Rumah tangga yang 

tidak mampu atau miskin dan kevalidan data penerima manfaat program untuk 

dapat diperbaiki lagi sehingga yang akan menerima adalah warga yang memang 

berhak. 

5. Pengaduan 

Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh 

pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. 

Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara 

berjenjang oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah di tingkat daerah hingga Kementerian!Lembaga (K/L) di ting kat pusat 

sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. 

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Subsidi Beras 

Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat di bawah koordinasi 

Kementerian Dalam Negeri (K.emendagri). 

2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. 

3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan 

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. 

4. Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/kota berada di bawah 

koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan 

masyarakat. 
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5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan 

mulai dari tingkat Kabupaten!Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan 

materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Di tetapkan batas 

waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk 

menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan. 

6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan terdistribusi 

ke kementerian!Lembaga/Instansi/Dinas (K/LII/D) atau SKPD yang ber 

tanggungjawab untuk mengatasinya. 

7. Unit Pengaduan di tingkat kabupatenlkota, provinsi, dan pusat membuat 

laporan secara berkala tentang pengaduan yang di terima, tindak lanjut dan 

rekomendasi untuk perbaikan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan. 

Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinelja Program Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditunjukkan dengan indikator 6 T, 

yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat 

Administrasi dan Tepat Kualitas, yaitu: 

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS­

PM Raskin hasil musyawarah desa/kelurahan yang terdaftar dalam Daftar 

penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu Raskin) 

sebagaimana lampiran ITI. 

2. Tepat Jurnlah: Jurnlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM adalah 

sebanyak 15 kg!RTS/bulan selama 12 bulan. 
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3. Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebeasr Rp.1600,/kg netto di 

Titik Distribusi. 

4. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM 

Raskin sesuai dengan Rencana Distribusi. 

5. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, 

lengkap dan tepat waktu. 

6. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan 

standar kualitas beras BULOG. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani 

sebagai berikut : 

" ... pengaduan raskin dijalankan sesuai dengan juklak dan juknisnya yang 
ada, semua aduan masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 
secepatnya diakomodir. Sesuai dengan SK Walikota tentang Pembentukan 
Tim Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Bantuan Beras Bagi 
Masyarakat Miskin berkedudukan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. 
Sejauh ini pelaksanaannya cukup kondusif, terkait DPM, harga tebus, 
jumlah beras yang diterima sudah dilakukan musyawarh di tingkat 
Kelurahan dan lingkunga RT. Terkait kualitas beras yang tidak sesuai 
ketika ada aduan masyarakat akan kami surati secara administrasi ke Dinas 
Sosial dan akan ditembuskan ke Bulog untuk mendapatkan penggatian 
secepatnya ... " (Wawancara dengan Bpk. Sarjani,30/03/2017) 

Unit pengaduan daerah dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah di tingkat Kota Lubuklinggau berkedudukan di Dinas 

Sosial Kota Lubuklinggau melaksanakan mekanisme pengaduan. Input pengaduan 

ini dapat dilakukan oleh warga secara langsung maupun teknis yang dilakukan 

secara berjenjang sesuai dengan kebijakan lokal dan tidak bertentangan dengan 

Pedoman Umum mekanisme pelaksanaan Program Raskin. Unit Pengaduan di 

tingkat Kota Lubuklinggau akan membuat laporan secara berkala tentang 

pengaduan yang di terima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan 

43427.pdf



122 

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Laporan 

tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang disampaikan tiap bulan secara 

periodik secara berjenjang dimulai dari pelaksana distribusi beras, Tim Koordinasi 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Kecamatan, Tim 

Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Tingkat Kota, 

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Tingkat 

Provinsi dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (PMK). 

Dijelaskan juga oleh Kepala Dinas Sosial selaku sekretariat Bidang 

Pengaduansebagaiberikut: 

" ... mekanisme pengaduan yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan 
secara beljenjang, mulai dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan sampai ke 
Bidang Pengaduan yang berposko di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. 
Jikapun ada masyarakat yang melakukan pengaduan ke Dinas Sosial akan 
kami tampung dan tindaklanjuti. Hasil pengaduan ini akan menjadi bagian 
dari laporan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat 
berpendapatan Rendah Tingkat Kota ke Provinsi dan seterusnya ... " 
(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, MSi, 29/03/2017) 

Pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat yang berkaitan dengan Rumah 

Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program dapat disampaikan kepada 1NP2K 

(Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang berkedudukan di 

Sekretariat Wakil Presiden. Sedangkan pengaduan yang berkaitan dengan jurnlah 

dan mutu beras dapat disampaikan ke Perum Bulog Setempat. Kepala Dinas 

Sosial selaku sekretanat Bidang Pengaduan lebih lanjut menjelaskan sebagai 

berikut: 

" ... data-data RTS-PM berasal dari tim terpadu Kementrian Sosial dan 
TNP2K., ketepatan penerima manfaat akan juga mempengaruhi 
keberhasilan dalam penanggulangan kerniskinan. Dalam forum-forum 
tingkat provinsi dan nasional seringkali kami menyampaikan hal ini, tidak 
hanya terkait dengan Program Raskin juga perlindungan Sosial lainnya, 
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soal aduan kualitas beras dapat kita sampaikan langsung ke Bulog dan 
kami anggap sangat kooperatif ... " (Wawancara dengan Bpk Pauzi, S.Sos, 
MSi, 29/03/2017) 

Dari pemyataan di atas bahwa aduan yang sifatnya terkait dengan Rumah 

Tangga Sasaran Penerirna Manfaat (RTS-PM) memang harus menunggu jawaban 

dan tindak lanjut dari Pusat dalam hal ini adalah Kementrian Sosial dan Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kerniskinan (1NP2K), karena kewenangan 

validasi dan pendataan masyarakat miskin berdasarkan kriteria per programnya 

memang ditentukan oleh TNP2K berdasarkan hasil olahan Badan Pusat Statistik 

yaitu data PPLS 2011 dan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015. Sedangkan 

aduan terkait kualitas beras dapat langsung ditindaklanjuti oleh Perum Bulog 

setempat. 

Saat ini sistem Pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah saat ini sudah dapat menggunakan aplikasi 

berbasis web, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap 

akan diterapkan secara nasional. Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari 

staf pengelola Bidang pengaduan Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau : 

" ... sistem Pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 
Berpendapatan Rendah sudah dapat kita akses secara langsung melalui 
website Kemetrian Sosial..." (Wawancara dengan Bpk Pauzi, S.Sos, MSi, 
2910312017) 

Berikut ini adalah tampilan pengaduan masyarakat online terkait masalah 

program perlindungan sosial yang dapat diakses melalui alamat web: 

http://dumasonline.kemsos.go.id/apps/index.php?a=add. 
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Sumber: Website Kementrian Sosial, 2017 

6. Monitoring dan Evaluasi 

124 

Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui 

proses pelaksanaan program Raskin dibandingkan dengan rencana. Monitoring 

43427.pdf



125 

dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, 

Kabupaten dan Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuban. Waktu 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik 

setiap bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuban. Hasil monitoring dan 

evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat, 

Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot 

permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam 

pemberian apresiasi. 

Monitoring (pemantauan) yang dilakukan baik oleh Tim Koordinasi 

Raskin Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Lubuklinggau 

Selatan I sangat penting dilakukan dalam rangka untuk memastikan proses 

pelaksanaan raskin ini dapat berjalan dengan baik. Begitu juga evaluasi yang 

dilaksanakan sebagai bahan perimbangan untuk perbaikan ke depannya agar 

pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik. Sebagaimana disampaikan oleh 

Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut: 

" ... selaku sekretariat tim koordinasi program raskin di Kecamatan 
Lubuklinggau Selatan I karni dibantu oleh aparat kelurahan, Ketua RT dan 
Tim dari TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dalam memonitoring 
dan nantinya hasil pantauan dilapangan akan disampaikan dalam hal ini 
oleh pelaksana distribusi raskin jika ada kendala di lapangan melalui 
mekanisme yang telah ditetapkan ke Dinas Sosial ... " 
(Wawancara dengan Bpk. Sarjani,30/03/2017) 

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di tiap-tiap Kecamatan di Kota 

Lubuklinggau akan disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dalam 

bentuk laporan pelaksanaan raskin di tiap Kecamatan yang dilaksanakan oleh Tim 

Koordinasi Raskin Tingkat Kota yang pelaksanaanya dibantu oleh Tenaga 

Kesejahteraan Sosiai Kecamatan. Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang 
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Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai 

sberikut: 

" ... pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang disampaikan dalam bentuk 
laporan oleh TKSK di 8 Kecamatan disepakati dilakukan per triwulan dan 
disampaikan ke Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, hasil dari pelaksanaan 
monitoring pelaksanaan tersebut akan dilaporkan juga melalui website 
Kemensos ... (Wawancara dengan Bpk Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017) 

Dijelaskan juga oleh TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Bapak 

Taslim Sahril sebagai berikut : 

" ... pelaksanaan monev yang kamil lakukan dibuat dalam laporan 
pelaksanaan program raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I kami 
laporkan secara online ke website kemensos per tiga bulan dan hasil 
laporannya kami sampaikanjuga ke Dinas Sosial ... " (Wawancara dengan 
BpkTas!im.S, 07/04/2017) 

Pelaksanaan pemantauan atau monitoring yang dituangkan dalam laporan 

menggunakan metode survey yang cakupan materinya telah ditentukan o!eh 

Kemeterian Sosial namun dapat juga dijadikan sebagai bahan evalauasi bagi Tim 

Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I yang meliputi tahapan pelaksanaan program subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) di Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I yaitu terkait pelaksanaan sosialisasi, pemantauan 

pelaksanaan program raskin, penerima raskin yang memiliki KPS!kartu raskin, 

jumlah raskin yang diterima, kualitas raskin, harga tebus raskin, pendistribusian 

raskin dan kendala pelaksanaan raskin. Berikut ini adalah bentuk laporan 

pelaksanaan raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I : 

Berdasarkan data dan informasi yang didapat menunjukkan bahwa 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan di Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I. Penyampaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang 
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dilaksanakan dibuat dalam bentuk Japoran pelaksanaan raskin secara periodik 

(triwulan) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan pelaksanaanya dibantu oleh 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Monitoring dan 

evaluasi juga dilaksanakan di Kecamatan-kecamatan Jainnya di Kota 

Lubuklinggau yang laporannya disampaikan kepada Dinas Sosial Kota 

Lubuklinggau selaku sekretariat Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota. 

Pelaksanaan pemantauan atau monitoring dalam laporan menggunakan 

metode survey yang cakupan materinya telah ditentukan oleh Kemeterian Sosial 

namun dapat juga dijadikan sebagai bahan evalauasi bagi Tim Koordinasi Raskin 

Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan 

I. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan yang sudah terdokumentasi di 

Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. 

C. Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program 

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program 

Raskin) di Kecarnatan Lubuklinggau Selatan I yang dilaksanakan mulai dari tahap 

sosialisasi!peluncuran program hingga tahap pelaksanaan program marnpu 

memberikan manfaat bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam mengurangi 

beban pengeluaran bagi Rumah Tangga Sasaran yang merupakan Rumah Tangga 

dengan kriteria miskin. 

Keberhasilan pelaksanaan Program Raskin ini tentunya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Dalam penelitian ini, Implementasi Penanggulangan Kerniskinan 

Melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

(Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau 
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menggunakan 6 !criteria yang diambil dari Model Van Meter dan Van Horn yaitu: 

standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang memadai, komunikasi antar 

organisasi dan penguatan aktivitas, disposisi, karakteristik agen pelaksana dan 

lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penjelasan dari enam indikator penentu 

Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau berdasarkan Model Van Meter dan 

Van Hom adalah sebagai berikut: 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan 

Dalam Model Van Meter dan Van Hom bahwa kinerja implementsi 

kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika hanya ukuran dan tujuan dari 

kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana 

kebijakan. Ketika ukuran kebijakan dan sasaran kebijakan terlalu ideal untuk 

dilaksanakan di level warga, maka memang agak sulit merealisasikan kebijakan 

publik hingga pada titik yang dapat dikatakan berhasil. 

Dalam kaitannya dengan standard pelaksanaan program, keberhasilan 

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah akan dipengaruhi 

dengan adanya ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap standar 

pelaksanaan program raskin. Acuan standar pelaksanan program raskin ini adalah 

dengan adanya kesesuaian pelaksanaan Program dengan dengan melalui Pedoman 

Umum (Pedum), petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Program 

Raskin. 

Pedoman Umum (Pedum) ini berisi tentang kebijakan umum yang 

mengatur pelaksanaan program raskin yang diterbitkan setiap tahunnya. Pedoman 
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ini merupakan acuan makro dalam pelakasanaan raskin secara nasional dan 

sifatnya belum mengakomodasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Dalam 

mengatasi berbagai macam permasalahan lokal adanya kebijakan lokal maka 

pelaksanaan program ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat 

Provinsi dan Petunjuk teknis Guknis) di tingkat Kab./Kota. Juklak dan juknis 

dimaksudkan untuk mempertajam Pedum raskin dan masih berada dalam batasan-

batasan dan tidak bertentangan dengan Pedum Raskin. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut : 

" ... acuan pelaksanaan program ini karni laksanakan sesuai dengan pedum, 
juklak dan juknisnya. Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan umum 
terkait berbagai indikator keberhasilan raskin seperti DPM, jumlah yang 
diterima, harga tebus, waktu distribusi, kualitas beras jika ada 
permasalahan kami laksanakan sesuai aturan juknisnya ... " 
(Wawancara dengan Bpk Sarjani,30/03/2017) 

Disampaikan juga oleh Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai 

berikut: 

" ... dalam tahapan pelaksanaan program ini kami monitoring dan lakukan 
evaluasi. Pemahaman pelaksana program mulai dari Kecamatan hingga 
tingkat RT kami rasa cukup baik, tidak ada konflik atau kericuhan di 
masyarakat. Karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun ... 
(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017) 

Mengingat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri 

dari berbagai kegiatan dan tahapan-tahapan, maka petunjuk pelaksanaanaannya/ 

pedoman pelaksanaannya harus betul-betul dapat dipahami oleh seluruh pelaku 

(Implementator) Program Raskin. 

Apabila aturan petunjuk pelaksanaan tidak bisa menjamin keberhasilan 

pelaksanaannya maka tujuan program tidak akan efektif dan efisien. Hal itu sesuai 

dengan apa yang dikemukanan oleh Sutarto (1995:12) dalam Ahmad Tantowi 
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(2010:37), "Program ada1ah perumusan yang memuat gambaran pekerjaan­

pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk mengenai cara-cara 

pe1aksanaannya". 

Untuk itu agar pe1aksanaannya sesuai yang diharapkan perlu diupayakan 

kejelasan standar pelaksanaan. Standar pelaksanaan yang berupa pedoman 

pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

harus betul-betul dapat dipahami oleh para pelaku program Raskin, mengingat 

apabila mereka tidak memahami maka pelaksanaannya tidak akan mencapai 

sasaran program. 

Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

berdasarkan pedoman umumnya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran 

bagi Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok 

dalam bentuk beras dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras 

kepada Keluaraga Penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. 

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Program Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah ini adalah berkurangnya beban pengeluaran 

RTS yang sesuai dengan DPM (daftar penerima manfaat) yang telah ditetapkan 

Pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras 

bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan. 

Kejelasan aturan mulai dari tingkat Nasional hingga Kabupaten!Kota 

menjadi faktor yang dapat mendukung pe1aksanaan Program Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah khususnya di Kecamatan Lubuklinggau 

Selatan I. Selain itu pemahaman pelaksana program tentang pedum, juklak dan 
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juknis mulai dari tahapan perencanaan, sosialisasi peluncuran raskin hingga 

tahapan evaluasijuga menjadi pendukung dalam pelaksanaan program ini. 

Sasaran kebijakan dalam prqgram raskin ini adalah rurnah tangga rniskin. 

Basis data yang digunakan dalam program ini adalah masih menggunakan data 

PPLS 2011 (Program Per!indungan Sosial yang diverifikasi oleh Badan Pusat 

Statistik Tahun 2011, hal ini berdasarkari pada buku petunjuk pelaksanaan 

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 

dalam penetapan pagu subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah di 

Kecamatan dan Desa!Kelurahan, dirasa adanya perubahan kondisi sosial ekonorni 

tentu saja mempengaruhi kevalidan penerima manfaat. Adanya permintaan kuota 

tambahan dari masyarakat yang berhak di Kelurahan mengakibatkan adanya 

ketidaksesuain pagu raskin dengan jumlah RTS-PM. Validasi dan verifikasi 

sasaran data penerima manfaat di tingkat Kelurahan be1um menunjukkan 

perbaikan yang cukup signifikan dalam perbaikan pelaksanaan program Raskin ke 

depan. Dibuktikan dengan masih adanya sistem bagi rata Beras kepada Rumah 

Tangga Sasaran. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya 

implementasi yang efektif. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya 

non manusia akan mendukung keberhasilan implementasi program. Keberhasilan 

proses implemetasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan 

sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang 

terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi kebijakan. 
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Dalam tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut 

adanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan 

pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 

Disamping sumberdaya manusia, sumberdaya lain perlu diperhitungkan 

ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Tetapi ketika kompetensi dan 

kapabilitas sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu itu 

tidak tersedia yang memadai, maka kinerja implementasi kebijakan sangat sulit 

untuk diharapkan. 

Terkait dengan pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau 

Selatan I maka dukungan sumber daya yang dimaksud meliputi kemampuan 

sumber daya manusia dari para pelaksana Program Raskin dan sumber daya non 

manusia yang meliputi bantuan beras bersubsidi, penganggarannya, serta alat 

transportasi pengiriman beras. 

Terkait dengan faktor Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Program 

Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau 

Selatan I tidak terdapat kendala yang menganggu dalam proses pelaksanaan 

Program Raskin ini. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan lancarnya 

program raskin yang dilaksakan sejak tahun 2008 hingga tahun 2016 tanpa ada 

pennasalahan yang muncul ke publik. 

Baik Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi 

Raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan I menjalankan tahapan pelaksanaan 

program ini sesuai dengan pedum, juknis danjuklaknya Keterlibatan dari semua 

pihak mulai dari dinas teknis seperti Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, Perum 

Bulog Kota Lubuklinggau, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Ke!urahan, 

43427.pdf



133 

petugas distribusi raskin, Ketua RT, TKSK Kecamatan dan warga RTS-PM di 

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mampu menjalankan tugas dan fungsinya 

dalam pelaksanaan program ini sesuai mekasnismenya mulai dari tahapan 

Peluncuran/sosialisasi raskin hingga ke tahapan evaluasi. 

Tingkat pendidikan para pelaksana tidak menjadi keterbatasan dalam 

kelancaran pelaksanaan program. Seperti pelaksana distribusi di kelurahan yang 

juga ada berlatarbelakang pendidikan SMA. Mereka mampu melaksanakan tugas 

yang telah diberikan dari atasan hingga pada tahap pengadministrasiarmya yang 

menjadi kelengkapan dan indikator lancarnya pelaksanaan program raskin. Karena 

salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan raskin adalah tepat adrninistrasi. 

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai 

berikut: 

" ... rata-rata Tim Koordinasi raskin di tingkat Kota hingga pelaksana di 
Kecamatan merniliki latar belakang pendidikan yang baik, seminimalnya 
adalah SMA. Dari hasil evaluasi karni pengadrninistrasian di tingkat 
kelurahan berjalan baik dan tidak ada kendala ... " (Wawancara dengan 
Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017) 

Disampaikan juga oleh Kepala Bulog melalui Bpk. Ali (Bidang 

Pendistribusian) sebagai berikut : 

" ... mulai dari tahapan validasi penerima raskin, pendistribusian beras 
kepada RTS-PM hingga mekanisme dijalankan dengan baik dan sesuai 
dengan mekanisme pada juklaknya ... " (Wawancara dengan Bpk Ali, 
31/03/2017) 

Karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun pelaksana 

(implementator) yaitu Tim Koordinasi raskin Kota dan Tim Koordinasi raskin 

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mampu menjalankan tahapan-tahapan yang 

dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga baik pedoman umum, juklak dan 
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juknisnya tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. 

Sehingga pelaksana program sangat mengenal dengan baik tahapan-tahapan yang 

dilaksanakannya. Terlaksananya pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I juga 

ditandai dengan adanya kelengkapan-kelengkapan administrasi dalam 

pelaksanaannya menandakan bahwa SDM yang terlibat dalam pelaksanaan 

program ini mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai 

mekanismenya. 

Dalam aspek dan faktor sumber daya non manusia yang meliputi kuota 

bantuan beras bersubsidi, penganggarannya serta hal lainnya seperti media 

pengiriman beras adalah hambatan dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras 

Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 

ini, hal ini ditandai dengan tidak adanya alokasi anggaran yang berasal dari APBD 

baik untuk menambah pagu alokasi beras subsidi (raskin) di Kecamatan dan biaya 

penyaluran dari Titik Distribusi (TD) ke Titik bagi (TB) sehingga pelaksanaannya 

anggarannya dibantu oleh masyarakat secara sukarela. 

Dalam memenuhi tujuan dan sasararan pelaksanaan Program Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan Lubuklinggau 

Selatan I Kota Lubuklinggau ini seyogyanya berdasarkan pada buku pedoman 

umum (Pedum) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin bahwa baik 

Pemerintah Provinsi maupun Kab./Kota dapat membuat kebijakan untuk 

menambah pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bagi rumah 

tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM. 
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Berdasarkan basil Japoran pelaksanaan raskin 2016 dengan tidak 

dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin) tarnbahan dalam APBD rnaka 

terdapatnya hambatan yaitu distribusi beras yang disalurkan dilakukan dengan 

sistem bagi rata. Sehingga RTS-PM mendapat jatah raskin yang cukup variatif 

yaitu dibawah 15 Kg/rts/bulan berkisar antara 5 kg s/d 10 kg. Selain itu juga 

terdapat HTR yang dibayar tidak sesuai dengan besarannya yaitu diatas Rp. 

1600,-. Menurut keterangan dari TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Bp. 

Taslim Sabri! : 

" ... ada selisih bayar HTR dengan yang dibayarkan tapi sudah disepakati di 
tingkat RT dan warga karena untuk menutupi biaya tarnbahan trasport 
angkut ke titik bagi dan biaya kantung plastik untuk wadah beras, kami 
yakinkan warga tidak ada yang menge1uh karena mereka sudah sepakat 
dan sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelurnnya ... " (Wawancara dengan 
BpkTaslim.S, 07/04/2017) 
Adanya selisih berasa HTR tersebut dikarenakan adanya biaya tambahan 

sukarela berupa transport dari TD ke TB dan biaya wadah (kantung) beras. 

Namun hal tersebut sudah disepakati dan dimusyawarahkan bersama baik di 

tingkat Kelurahan maupun tingkat RT. 

Dari pemyataan dan data yang ada tersebut nampak bahwa persoalan dana 

masih menjadi salah satu kendala untuk dapat mengimplementasikan program, 

mengingat dana yang disediakan sangat terbatas dan hanya bergantung kepada 

APBN. 

3. Komunikasi 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam imp1ementasi 

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang 

terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan 

akan sangat kecil terjadi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 
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mengahasilkan suatu implementasi yang baik pula. Komunikasi yang diterima 

oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bereucrats) harus jelas dan tidak 

membingungkan (tidak ambigu). Dan perintah yang diberikan dalarn pelaksanaan 

suatu komunikasi haruslah konsisten dan tidak berubah-ubah. 

Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa 

yang harus dilakukan. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi yang 

intensif baik di antara pelaksana kebijakan maupun antara pelaksana kebij akan 

dengan kelompok sasaran. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 

dikomunikasikan kepada kelompok sasaran dengan tepat sehingga mereka 

mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan tersebut secara jelas. Pola komunikasi 

dalam pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecarnatan 

Lubuklinggau Selatan I dilakukan yaitu dengan komunikasi yang dialogis, baik 

melalui forum resmi maupun tidak resmi. Komunikasi yang dialogis ini teijadi 

dalam pelaksanaan Program Raskin, baik komunikasi antar pelaksana, maupun 

antara pelaksana dengan kelompok sasaran. Agar dapat mencapai tujuan yang 

diidealkan komunikasi dan koordinasi yang terjalin diantara kedua belah pihak 

haruslah berjalan lancar. 

Komunikasi dan koordinasi diharapkan dapat menggali permasalahan 

yang dialarni oleh sasaran dan sekaligus membantu mencari penyelesaian yang 

tepat. Komunikasi dan koordinasi juga harus selalu dilakukan secara rutin untuk 

lebih menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan atau program. Melalui 

komunikasi dan koordinasi yang dijalankan oleh Tim Koordinasi Raskin, akan 

dapat diketahui apakah Tim Koordinasi Raskin ini marnpu menyampaikan tujuan 

yang diemban oleh pemerintah sehingga kelompok sasaran dapat mentaati dan 
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melaksanakan setiap tahap pelaksanaan program, serta dapat melakukan 

pengawasan demi keberhasilan program. 

Dalam pelaksanaan Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah di Kota Lubuklinggau, komunikasi adalah salah satu strategi atau 

pendekatan yang dilakukan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan 

program raskin. 

Strategi komunikasi ini diterapkan dalam menyosialisasikan Program 

Raskin!Rastra kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan 

sosialisasi Program Raskin!Rastra dilaksanakan oleh Tim Koordinasi 

Raskin!Rastra secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama antara 

SKPD anggota Tim Koordinasi Raskin!Rastra serta kerjasama dalam 

pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi. Salah satu 

tujuan dalam strategi komunikasi ini adalah membangun kesadaran dan 

pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Raskin!Rastra 

merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitrnen dan 

keterlibatan berbagai pihak. 

Sosialisasi yang dilakukan berjenjang mulai dari forum tingkat Kota 

maupun Kecamatan, penyampaiannnya berkisar pada apa yang ada dalam 

petunjuk teknis program. Dalam sosialisasi dijelaskan mengenai Jatar belakang, 

sasaran, tujuan danjumlah alokasi beras yang diterima di Kota Lubuklinggau dan 

Kecamatan disampaikan juga permasalahan yang dihadapi dalam rangka 

perbaikan kedepan, karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun secara 

teknis Camat dan Lurah sudah tahu teknis pelaksanaan dan permasalahan yang 

dihadapi. 
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Mulai dari pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi raskin di tingkat Kota 

Lubuklinggau, forum sosialisasi tingkat kecamatan Lubuklinggau Selatan I, forum 

tingkat kelurahan dan RT dilaksanakan dengan baik dan lancar berdasarkan azas 

komunikasi yang baik sehingga pesan dan mekanisme pelaksanaan mulai dari 

sejarah Program Raskin/R.astra, Tujuan, manfaat dan sasaran Program 

Raskin!Rastra, Pagu Raskin/Rastra dan Kepesertaan Program Raskin!Rastra, 

Aspek kelembagaan Program Raskin!Rastra, terkait pembagian peran dan 

tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin!Rastra di 

berbagai tingkatan (pusat dan daerah), aspek perencanaan dan penganggaran 

Program Raskin!Rastra, mekanisme pelaksanaan Program Raskin!Rastra, 

termasuk di dalarnnya mekanisme penyaluran beras Raskin!Rastra, Indikator 

kinerja Program Raskin!Rastra, mekanisme pengaduan Program Raskin!Rastra 

dan ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin!Rastra dapat 

dipahami dan diterima dengan baik oleh stakeholders Program Raskin. 

Permasalahan dalam komunikasi Program raskin secara urnum dapat 

berjalan dengan baik, permasalahan dalam hal komunikasi ini sering terjadi pada 

saat penyaluran atau distribusi raskin di tingkat kelurahan. Dari data Penyaluran 

raskin hasil laporan Perum Bulog Kota Lubuklinggau per bulan Desember tahun 

2016 terjadi keterlambatan penyaluran di beberapa Kelurahan yaitu Perumnas 

Rahma dan Jukung. Sedangkan data pada tahun 2015 pada laporan per bulan Juni 

tahun 2015 terjadi di Kelurahan Perumnas Rahma, Jukung, Air Kati dan Lubuk 

Binjai. Realisasi penyaluran raskin ini merupakan salah satu ukuran kinerja 

pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Mayarakat Berpendapatan Rendah. 

Beberapa alasan yang dikemukakan keterlambatan dalam penyaluran raskin di 
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Kecamatan Lubuklingga1,1 Selatan I ini adalah adanya ketelambatan dalam 

penyetoran uang HTR dari RTS-PM kepada Perum Bulog. Hal ini menandakan 

adanya komunikasi yang kurang lancar antara Tim Koordinasi Kecamatan, 

Kelurahan, Perum Bulog dan pelaksanan distribusi raskin dibeberapa kelurahan 

terse but. 

4. Disposisi 

Disposisi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti 

kejujuran, kemauan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Implementasi 

program juga membutuhkan dukungan dan sikap positif dari para pelaksana 

termasuk imp!ementasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, karena merekalah yang langsung 

berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana ini meliputi kemampuan 

dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas tertentu untuk 

mencapai tujuan program. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi beban 

penge!uaran para Rumah Tangga Sasaran- Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam 

memenuhi kebutuhan pangan. 

Sikap pelaksana yang mendukung program akan menumbuhkan kreativitas 

diri para pelaksana itu sendiri sehingga pe!aksanaan program akan efektif. 

Diterapkarmya Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 

memperoleh tanggapan yang positif dari para pelaksananya. Hasil dari monitoring 

yang dilakukan oleh TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Bpk. Taslim 

Sahril, menjelaskan sebagai berikut : 

" ... pelaksana program khususnya di tingkat kelurahan dan RT antusias 
diiringi dengan sikap yang ingin membantu, apalagi prograrnnya untuk 
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masyarakat miskin, walaupun tidak ada insentifkhusus terkait pelaksanaan 
program, pelaksana di kelurahan melaksanakannya dengan baik dan sesuai 
dengan mekanismenya ... " ( Wawancara dengan Bpk Taslim.S, 07104/20 17) 

Disampaikan juga oleh Camat Lubuklinggau Selatan I, Bapak Sarjani 

sebagai berikut : 

" ... tidak ada insentif khusus bagi pelaksana program raskin di Kelurahan, 
namun para pelaksana raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dapat 
melaksakannya dengan baik kami sangat apresiasi ... " (Wawancara dengan 
Bpk Sarjani,30/03/2017) 

Sikap partisipatif tidak hanya ditunjukkan pelaksana program sejak dari 

perencanaan, sosialisasi, distribusi raskin hingga tahap evaluasi dibuktikan dengan 

adanya kelancaran pelaksanaan raskin di Lubuklinggau Selatan I melalui laporan 

bulanan dari Perurn Bulog, Laporan tiga bulanan dari pemerintah Kota 

Lubuklinggau termasuk tim koordinasi raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. 

Hambatan pelaksanaan ditinjau dari sikap pelaksana adalah ketika proses 

perubahan daftar penerima manfaat (DPM). Perlu diketahui bahwa pelaksana 

Program Raskin di tingkat Kelurahan!RT juga merupakan anggota masyarakat 

misalanya Ketua RT sendiri. Terkadang objektivitas dan penilaian Ketua RT 

sebagai pemegang wilayah di lingkungannya dalam verifikasi (validasi) data dan 

perubahan daftar manfaat (DPM) Program Raskin agak dipertanyakan sehingga 

mempengaruhi keputusan di tingkat Kelurahan. Warga yang berhak malah tidak 

mendapatkan jatah raskin. Basis data yang digunakan yaitu tahun 2011 dianggap 

sudah banyak mengalami perubahan sosial ekonomi. Kurang partisipatifnya 

masyarakat dalam penentuan dan seleksi perubahan daftar penerima manfaat bisa 

jadi menjadi dalah satu hambatan dalam terlaksananya sasaran dan tujuan raskin 

yang tepat sasaran. 
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Namun, secara keseluruhan sikap pelaksana yang ditunjukkan dalam 

pelaksanaan Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di 

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini mampu mendukung kelancaran program. 

Sikap partisipatif dari keselurahan komponen pelaksana mulai dari Tim 

Koordinasi Raskin Kota dan Tim Koordinasi Kecamata Lubuklinggau Se!atan I 

ditunjukkan dengan melaksanakan Program Raskin ini sesuai tahaparmya 

termasuk dalam menghadapi persoalan yang terjadi ketika Program Raskin ini 

berlangsung dengan mekanisme pengaduan sesuai prosedurnya. Hambatan dan 

beberapa kekurangan dari pelaksana yang menyebabkan kurang efektifnya 

Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yang ditemui adalah 

subjektitas dalam penentuan Daftar Penerima manfaat (DPM) Program Raskin. 

Tetapi kesimpulannya, sikap pelaksana dalam melaksanakan tatap-tahap program 

ini cukup positif. Namun perbaikan ke depan tentu saja perlu dilakukakan oleh 

Tim Koordinasi Raskin Pusat, Tim Koordinasi Raskin Provinsi Sumatera Selatan, 

Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin 

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dengan menindaklajuti laporan monitoring 

dan evaluasi secara rnenyeluruh derni perbaikan ke depan .. 

5. Karakteristik Agen Pelaksana 

Karakteristik agen pelaksana yakni ketepatanlkecocokan agen pelaksana 

yang meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam 

pengirnplernentasian kebijakan pub!ik. 

Dalam pelaksanaan Program subisidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau 
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banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya mulai dari tahapan 

perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan evaluasinya. Organisasi-organisasi 

perangkat daerah maupun BUMN yang terlibat dalam pelaksanaannya antara lain 

: Dinas Sosial, Bappedalitbang, Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan, Kelurahan, 

Bulog sebagaimana keanggotaannya yang tertuang dalam SK Tim Koordinasi 

Raskin Tingkat Kota Lubuklinggau maupun SK Tim Koordinasi Raskin Tingkat 

Kecamatan. Agen pelaksana ataupun organisasi perangkat daerah yang terlibat 

mulai dari kegiatan tingkat Kota Lubuklinggau hingga Kecamatan Lubuklinggau 

Selatan I telah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

funginya hal ini ditandai dengan adanya kelancaran pelaksanaan program mulai 

dari tingkat Kota hingga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I pada setiap fase 

pelaksanaan yaitu perencanaan; pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai 

berikut: 

" ... peranan masing-masing organisasi ataupun perangkat daerah yang 
terkait dalam pelaksanaan program raskin ini dimulai dari tahapan 
perencanaan hingga evaluasinya menurut kami baik, dengan lancamya 
pelaksanaan program ini sejak tahun 2008 hingga sekarang kami pikir 
kinerja masing-masing organisasi baik ... " (Wawancara dengan Bpk Pauzi, 
S.Sos, M.Si, 29/03/2017) 

Hambatan yang dihadapi terkait dalam pelaksanaannya adalah kurang 

optimalnya pembagian tugas pada masing-masing dinas yang memiliki peran pada 

keanggotaan Tim Koordinasi raskin tingkat Kota baik pada fungsi pengawasan 

dan pengaduan. Dan pembebanan tugas lebih condong kepada leading sektor yaitu 
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Dinas Sosial serta Kecamatan maupun Kelurahan yang melaksanakan fungsinya 

sebagai sekretariat dan pelaksana di lapangan. 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik 

Peran kondisi atau lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik dibutuhkan 

dalam melihat serta menilai kinerja implementasi publik, yaitu perlu diperhatikan 

sejauh mana lingkungan ekstemal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik 

yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak 

kondusif dapat menjadi biang keladi atau masalah dari kegagalan kinerja 

implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan 

kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan ekstemal. 

Berdasarkim data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2015, Kecamatan 

Lubuklinggau Se1atan I ada1ah salah satu dari 8 (delapan) kecamatan yang berada 

di Kota Lubuklinggau dengan populasi penduduk paling rendah dengan 

jumlahnya sebanyak 14.894 jiwa. Namun secara jumlah Rumah Tangga dengan 

status tingkat kesejahteraan terendah 40% terendah secara Nasional berdasarkan 

data BPS pada PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) Tahun 2015, 

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sebagai penyumbang kantong kemiskinan 

nomor lima sebanyak 5.533 jiwa dan dengan jurnlah rumah tangga 1.433 rumah 

tangga terbanyak nomor empat dibandingkan 7 kecamatan lainnya. 

Walaupun daerahnya tergo1ong merupakan daerah sisi terluar yang 

terletakdi sebelah Selatan dan didukung bedasarkan fakta di atas temyata 

pelaksanaan bantuan Beras Raskin bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di 

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berj alan tanpa adanya hambatan dari pengaruh 
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lingkungan sosial. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara 

pelaksanaan pembagian beras berjalan dengan lancar tanpa adanya pertentangan 

dan konflik yang terjadi di masyarakat. Begitu juga dengan faktor politik, dimana 

Pelaksanaan Program Raskin ini telah beijalan sejak tahun 2008, artinya hingga 

saat ini Kota Lubuklinggau tengah mengalami kepemimpinan dua Pemimpin 

daerah (Walikota) namun pelaksanaan (implementasi) program ini beijalan 

dengan lancar dengan dukungan dari segenap stakeholders yang berperan dalam 

kelancaran pelaksanaan Program Raskin ini. Baik peran mulai dari kepala daerah, 

Dinas, Kecamatan, Kelurahan hingga elemen masyarakat. 

Namun memang dari sisi Ekonomi hambatan kerap teijadi baik dari sisi 

Pemerintah maupun masyarakat. Dari Pemerintah adanya keterbatasan anggaran 

pada APBD, dimana berdasarkan hasillaporan pelaksanaan raskin 2016 dengan 

tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD 

maka terdapatnya hambatan yaitu distribusi beras yang disalurkan dilakukan 

dengan sistem bagi rata. Sehingga RTS-PM mendapat jatah raskin yang cukup 

variatif yaitu dibawah 15 Kg/rts/bulan berkisar antara 5 kg s/d 10 kg. Selain itu 

juga terdapat HTR yang dibayar tidak sesuai dengan besarannya yaitu diatas Rp. 

1600,-. Menurut keterangan dari TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Bp. 

Taslim Sahril : 

" ... ada selisih bayar HTR dengan yang dibayarkan tapi sudah disepakati di 
tingkat RT dan warga karena untuk menutupi biaya tambahan trasport 
angkut ke titik bagi dan biaya kantung plastik untuk wadah beras, kami 
yakinkan warga tidak ada yang mengeluh karena mereka sudah sepakat 
dan sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya ... " (Wawancara dengan 
BpkTaslim.S, 0710412017) 
Adanya selisih berasa HTR tersebut dikarenakan adanya biaya tambahan 

sukarela berupa transport dari TD ke TB dan biaya wadah (kantung) beras. 
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Namun hal tersebut sudah disepakati dan dimusyawarahkan bersama baik di 

tingkat Kelurahan maupun tingkat RT. Dari pemyataan dan data yang ada terse but 

nampak bahwa persoalan dana masih menjadi salah satu kendala untuk dapat 

mengimplementasikan program, mengingat dana yang disediakan sangat terbatas 

dan hanya bergantung kepada APBN. 

Begitu juga dari data Penyaluran raskin hasil laporan Perurn Bulog Kota 

Lubuklinggau per bulan Desember tahun 2016 teJjadi keterlambatan penyaluran 

di beberapa Kelurahan yaitu Perumnas Rahma dan Jukung. Sedangkan data pada 

tahun 2015 pada laporan per bulan Juni tahun 2015 teJjadi di Kelurahan Perumnas 

Rahma, Jukung, Air Kati dan Lubuk Binjai. Realisasi penyaluran raskin ini 

merupakan salah satu ukuran kinerja pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi 

Mayarakat Berpendapatan Rendah. Salah satu alasan yang dikemukakan dalam 

keterlambatan dalam penyaluran raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini 

adalah adanya ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari RTS-PM kepada 

Perum Bulog adalah faktor ekonomi masyarakat atau RTS juga. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian, selanjutnya akan 

dilakukan analisis pembahasan dengan mengacu pada konsep implementasi yang 

seusuai dengan Kerangka berfikir yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Dalam studi implementasi suatu kebijakan bahwa implementasi merupakan suatu 

proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau 

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran kebij akan itu sendiri. 
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Dalam menjawab fokus dalam penelitian Implementasi Program subsidi 

beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 

I Kota Lubuklinggau ini, maka telah dilakukan pengurnpulan data baik data 

sinterview) dan studi dokurnentasi. Fokus penelitian yang pertama adalah mampu 

menjawab proses pelaksanaan (implementasi) program dan yang kedua adalah 

dapat mengetahu faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan 

pelaksanaan program subsidi beras bagiat masyarakat berpendapatan rendah 

(Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ini. 

Dalam proses pelaksanaan (implementasi) program program subsidi beras 

bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) di Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ini dilakukan dengan dua hal yaitu 

pertama, melihat bagaimana kepatuhan pelaksanan atas standard aturan yang ada 

dan kedua, berusaha mendeskripsikan apa yang terjadi selama proses 

implementasi tersebut. Dari temuan penelitian maka dapat dikatakan bahwa 

Implementasi penanaggulangan kemiskinan melalui program subsidi bagi 

masyrakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota 

Lubuklinggau, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan 

melihat kepatuhan pelaksana atas pedoman urnurn, juklak dan juknis serta 

mendeskripsikan apa yang terjadi selama proses implementasi ber!angseung. 

Berdasarkan tahapan-tahapan program sesuai dengan pedoman 

pelaksanaan yang ada, para pelaksana telah melaksanakan semua yang tertuang 

dalam petunjuk pelaksanaan. Ini terlihat dari hampir semua tahapan-tahapan 

proses implementasi telah dilakukan oleh pelaksana program mulai dari 

pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi penerima bantuanlperubahan daftar 
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DPM, pembagian kartu raskin RTS-PM, proses pembagian beras raskin, 

mekanisme pengaduan, monitoring dan evaluasi seperti yang tertuang dalam 

aturan pelaksanaan. Namun demikian selama pelaksanaan masih terjadi hal-hal 

yang belum sesuai dengan harapan, sehingga hasil yang diperolehpun juga belum 

bisa maksimal yang disebabkan karena berbagai hal. Akan tetapi setelah 

dilaksanakannya segala ketentuan yang harus dilakukan menunjukkan bahwa ada 

kepatuhan pelaksana atas aturan pelaksanaan yang ada. Salah satunya adalah 

terdapatnya hambatan salah satunya adalah faktor sumber daya. Demikian juga 

dengan munculnya berbagai hambatan yang diidentifikasi sebagai factor yang 

menjadikan proses implementasi belum memperoleh hasil seperti yang 

diharapkan. 

Sementara itu dalam menjawab fokus penelitian yang kedua yaitu dapat 

mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan 

pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 

(Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ini, 

peneliti melakukannya dengan melakukan analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi, dengan mengacu pada model top 

down dari Van Meter & Van Hom. Diantaranya adalah kejelasan standard aturan 

dan sasaran, sumber daya, komunikasi, disposisi (sikap pelaksana), karakteristik 

agen pelaksana dan Lingkungan Ekonorni, Sosial Dan Politik. 

Secara keseluruhan teori implementasi telah diimplementasikan dengan 

cukup baik oleh pihak pelaksana program. Berdasarkan penelitian selama program 

ini berjalan, berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung dan yang 

menghambat dalam rangkaian pelaksanaan tahapan-tahapan pelaksanaan program 
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subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program raskin) di 

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau beserta upaya 

pemecahannya adalah sebagai berikut : 

1. Dalam faktor standar dan sasaran kebijakan, adanya kejelasan aturan mulai 

dari tingkat Nasional hingga Kabupaten!Kota menjadi faktor yang dapat 

mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah khususnya di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. 

Dan pemahaman yang cukup baik dari pelaksana program terhadap aturan 

yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 sehingga pelaksaan program ini 

dapat berjalan dengan lancar. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam 

pelaksanaannya terkait dengan faktor ini yaitu ketepatan sasaran penerima 

program yang masih perlu divalidasi ulang. Sasaran kebijakan dalam 

program raskin ini adalah rnmah tangga miskin. Basis data yang 

digunakan dalarn program ini adalah masih menggunakan data PPLS 2011 

(Program Perlindungan Sosial yang diveriflkasi oleh Badan Pusat Statistik 

Tahun 2011), hal ini berdasarkan pada buku petunjuk pelaksanaan 

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 

2016 dalam penetapan pagu subsidi bagi masyarakat berpendapatan 

rendah di Kecamatan dan Desa!Kelurahan. Adanya perubahan kondisi 

sosial ekonomi tentu saja mempengaruhi kevalidan penerima manfaat. 

Adanya permintaan kuota tambahan dari masyarakat yang berhak di 

Kelurahan mengakibatkan adanya ketidaksesuain pagu raskin dengan 

jumlah RTS-PM. Veriflkasi sasaran data penerima manfaat di tingkat 

Kelurahan belum menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dalarn 
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perbaikan pelaksanaan program Raskin ke depan. Dibuktikan dengan 

masih adanya sistem bagi rata Beras kepada Rurnah Tangga Sasaran. 

Rekomendasi yang ditawarkan adalah dengan adanya Verifikasi yang 

dilakukan bersama Badan Pusat Statistik yang melibatkan partisipasi 

masyarakat dengan menggunakan indikator yang tepat sesuai denganjenis 

program yang ditawarkan. Dan ketegasan dari pihak Kecamatan, 

kelurahan, dan RT terkait kuota raskin yang sesuai dengan jurnlah 

penerimanya. Namun perlu dilakukan evalusi secara berkala oleh pihak 

Pemerintah Daerah terkait perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat 

yang berhak menerirna beras subsidi (raskin). 

2. Dalam faktor surnber daya yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang 

cukup secara kuantitas mulai dari tingkat Kota hingga kelurahan dan RT 

dan kualifikasinya yaitu latar pendidikan minimal SMA dinilai dapat 

mendukung kelancaran program subsidi beras di Kecamatan Lubuklinggau 

Selatan I ini. Adapun yang menghambat sehubungan dengan faktor 

surnber daya ini adalah tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi 

(raskin) tambahan dalam APBD maka terdapatnya hambatan yaitu 

distribusi beras yang disalurkan dilakukan dengan sistem bagi rata. 

Sehingga RTS-PM mendapat jatah raskin yang cukup variatif yaitu 

dibawah 15 Kg/rtslbulan berkisar antara 5 kg s/d 10 kg. Adanya selisih 

berasa HTR tersebut dikarenakan adanya biaya tambahan sukarela berupa 

transport dari TD ke TB. Rekomendasi yang ditawarkan adalah dengan 

dianggarkannya pagu alokasi beras tambahan melalui APBD Provinsi dan 

APBD Kota Lubuklinggau untuk menutupi kekurangan pagu alokasi 
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tambahan bagi RTS-PM seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi 

di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan biaya trasport dari TD ke TB. 

3. Dalam faktor komunikasi yaitu adanya sosiaiisasi yang diiakukan 

berjenjang muiai dari forum tingkat Kota maupun Kecamatan merupakan 

saiah satu strategi yang efektif dalam penyampaian ke stakeholders dan 

peiaksana program hingga kepada RTS-PM, tentang petunjuk teknis 

program, Jatar belakang, sasaran, tujuan dan jurniah alokasi beras yang 

diterirna di Kota Lubuklinggau hingga Kecamatan serta penyampaian 

perrnasalahan yang dihadapi dalam rangka perbaikan kedepan menj adi 

indikator pendukung daiam pelaksanaan program ini. Hambatan dalam 

faktor komunikasi ini terjadi pada saat penyaluran atau distribusi raskin di 

tingkat kelurahan yaitu dari data Penyaluran raskin hasil laporan Perum 

Bulog Kota Lubuklinggau per bulan Desember tahun 2016 terjadi 

keterlambatan penyaluran di beberapa Kelurahan yaitu Perurnnas Rahrna 

dan Jukung. Sedangkan data pada tahun 2015 pada laporan per bulan Juni 

tahun 2015 terjadi di Kelurahan Perurnnas Rahrna, Jukung, Air Kati dan 

Lubuk Binjai. Realisasi penyaluran raskin ini merupakan salah satu ukuran 

kinerja pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Mayarakat 

Berpendapatan Rendah. Beberapa alasan yang dikemukakan keterlambatan 

daiam penyaluran raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini adalah 

adanya ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari RTS-PM kepada 

Perurn Bulog. Hal ini menandakan adanya komunikasi yang kurang lancar 

antara Tim Koordinasi Kecamatan, Kelurahan, Perurn Bulog dan 

pelaksanan distribusi raskin dibeberapa kelurahan tersebut. Rekomendasi 
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yang ditawarkan adalah dengan rapat intensif yang dijadwalkan secara 

rutin oleh Tim Koordinasi Kota, Tim Koordinasi Kecamatan dan rapat 

pelaksana di tingkat kelurahan yang membahas evaluasi dan solusinya 

terkait dengan penyelenggaraan Program Raskin di Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I. 

4. Dalam faktor disposisi, faktor yang mendukung kelancaran program ini 

adalah kemauan pelaksana program yang terdiri dari berbagai komponen 

pejabat pemerintahan, stakeholders serta dukungan dalam pelaksanaan 

program mulai dari tahapan sosialisasi hingga monitoring dan evaluasi 

menjadi faktor positif dalam mendukung pelaksanaan program. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan lancarnya pelaksanaan program yang 

dilaksanakan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sejak tahun 2008 

tanpa adanya penolakan dari Pemerintah maupun masyarakat. Adapun 

yang menghambat dalam berhubungan dengan disposisi ini adalah adanya 

subjektitas dalam penentuan Dafar Penerima manfaat (DPM) Program 

Raskin. Secara prosedurallberdasarkan pedum dan juklaknya verifikasi 

data penerima manfaat Program raskin dilakukanjika (l)Adanya penerima 

bantuan yang sudah meninggal; (2)Adanya penerima bantuan yang pindah 

alamat, dan (3) Adanya penerima bantuan yang sudah tidak layak, 

rnisalnya sudah hidup lebih sejahtera. Jika hal ini terjadi, maka harus ada 

perbaikan data penerima bantuan beras subsidi (Program Raskin). Hal 

tersebut dapat menjadi celah dalam pengukuran indikator penerima 

bantuan. Penggantian nama penerima dilakukan dengan mekanisme berita 

acara di Kelurahan cenderung hanya melibatkan aparatur. Rekomendasi 
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yang ditawarkan adalah dengan adanya keterlibatan dan partisipasi 

masyarakat dalam penentuan penggantian RTS-PM atau juga bisa melalui 

forum konsultasi publik yang difasilitasi oleh Kecamatan maupun 

kelurahan. 

5. Dalam faktor karakteristik agen pelaksana. Faktor yang mendukung 

kelancaran program ini adalah mampunya agen pelaksana ataupun 

organisasi perangkat daerah yang terlibat mulai dari kegiatan tingkat Kota 

Lubuklinggau hingga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I melaksanakan 

tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan funginya berdasarkan SK Tim 

Koordinasi Raskin hal ini ditandai dengan adanya kelancaran pelaksanaan 

program mulai dari tingkat Kota hingga Kecamatan Lubuklinggau Selatan 

I dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Hambatan yang 

dihadapi terkait dalam pelaksanaannya adalah kurang optimalnya 

pembagian tugas pada masing-masing dinas yang merniliki peran pada 

keanggotaan Tim Koordinasi raskin tingkat Kota baik pada fungsi 

pengawasan dan pengaduan. Dan pembebanan tugas !ebih condong kepada 

leading sektor yaitu Dinas Sosial serta Kecamatan maupun Kelurahan 

yang melaksanakan fungsinya sebagai sekretariat dan pelaksana di 

lapangan. Rekomendasi yang ditawarkan adalah adanya pembagian tugas 

yang proporsional pada setiap bidang yang dilakukan melalui mekanisnie 

pada satu sistem yang terintegrasi maupun melalui rapat koordinasi dan 

evaluasi yang dilakukan secara rutin atau berkala. 

6. Dalam faktor Lingkungan Ekonorni, Sosial Dan Politik, faktor yang 

mendukung kelancaran program ini adalah dukungan dan kondisi yang 
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kondusif baik dari lingkungan sosial dan politik yang ditandai dengan 

lancarnya pelaksanaan program raskin di Kecamatan Lubuklinggau 

Selatan I tanpa adanya pertentangan dan konflik yang terj adi di 

masyarakat adanya dukungan positif dari segenap stakeholders yang 

berperan dalam kelancaran pelaksanaan Program Raskin ini. Baik peran 

mulai dari kepala daerah, Dinas, Kecamatan, Kelurahan hingga elemen 

masyarakat. Hambatan yang timbul memang dari aspek Ekonomi 

diantaranya dari Pemerintah sendiri adanya keterbatasan anggaran pada 

APBD, yakni tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin) 

tarnbahan dalam APBD serta adanya keterlambatan realisasi penyaluran 

raskin karena adanya ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari 

RTS-PM kepada Perurn Bulog karena faktor ekonomi masyarakat. 

Rekomendasi yang ditawarkan adalah peran sentral dari Pemerintah dalam 

menjaga kestabilan ekonomi di masyarakat, dioptimalkannya fungsi 

kordinasi di masyarakat serta melaksanakan evaluasi yang efektif sehingga 

kedepannya hambatan-hambatan yang ada dan dialami oleh masyarakat 

terkait pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah mampu diselesaikan melalui kebijakan penganggaran APBD yang 

pro-poor. 

Namun walaupun menemui berbagai hambatan dalam implementasi 

penanggulangan kemiskinan melalui program subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau 

berjalan cukup lancar tanpa adanya konflik (pertentangan) antar pelaksana 
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program, stakeholders maupun gejolak di masyarakat, karena berbagai 

permasalahan yang ada dalam implementasinya diupayakan pemecahannya di 

masing-masing kelurahan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I selama 

pelaksanaan program. Dan dari sisi kepatuhan, tahapan pelaksanaan implementasi 

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I sudah terlaksana dengan baik walaupun disadari 

pelaksanaannya belum mampu dan sepenuhnya menghasilkan tujuan yang 

diharapkan karena adanya indikator keberhasilan program raskin yang belum 

terpenuhi seperti tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, dan tepat jumlah yang 

mempengaruhi kualitas pelaksanaan program raskin dalam mengurangi beban 

hidup masyarakat rniskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan pada akhimya 

program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

diharapkan dapat berdaya guna ( efektif). 
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A. Kesimpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses Implementasi Penanggulangan Kemiskinan melalui Program 

subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecarnatan 

Lubuklinggau Selatan I secara nmnm telal1 dilaksanan sesuai dengan 

standard aturan yang bernpa buku pedoman umnm, juklak dan juknis 

ditetapkan. Berdasarkan tahapan-tahapan program sesuai dengan 

pedoman pelaksanaan yang ada, para pelaksana telah melaksanakan 

semua yang tertuang dalarn petunjuk pelaksanaan ini menlll\iukkan 

menunjukkan adanya kepatuhan pelaksana pada aturan pelaksanana 

yang ada. Ini terliliat dari harnpir semua tahapan-tahapan proses 

implementasi telah dilakukan oleh pelaksana progran1 mulai dari 

pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi penenma 

bantuan/perubahan daftar DPM, pembagian kartu raskin RTS-PM, 

proses pembagian beras raskin, mekanisme pengaduan, monitoring 

dan evaluasi seperti yang tertuang dalarn aturan pelaksanaaiL Namun 

demikian selama pelaksanaan masili terjadi hal-hal yang belnm sesuai 

dengan harapan, sellingga basil yang diperolehpun juga belum bisa 

maksimal. Ini disebabkan karena berbagai hal, diantaranya adalah : 
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Penyampaian informasi pelaksanaan sosialisasi di tingkat 

Kelurahan dan RT diserahkan kepada Kelurahan masing-masing. 

Dalam pelaksanaannya program ini dianggap bersifat rutin dan 

tahunan, maka di tingkat Kelurahan, RT dan masyarakat penerima 

kegiatan sosialisasi ini tidak dilaksanakan secara optimal karena 

RT dan masyarakat dianggap sudah tahu tentang program dan 

petunjuk pelaksanaannya. 

Dalarn pelaksanaan verifikasi perubahan DPM RTS-PM masih 

bersifat subjektif, tidak adanya partisipasi masyarakat secara 

pelaksanaan. 

Tidak difungsikannya kartu raskin sebagai pengendali 

pelaksanaan pembagian beras raskin. Manfaat kartu ini 

sebenarnya akan mempermudah proses pembagian dan 

pengawasannya. Siapa yang menerima, berapa banyak, kapan 

menerima dan siapa pelaksana distribusi akan diketahui dengan 

adannya kartu ini. 

Dalarn proses pembagian beras, masih terdapat keterlarnbatan 

penebusan beras, sistem pembagian rata dikarenakan banyaknya 

usulan dari warga yang ingin mendapatkan jatah beras sedangkan 

narnanya tidak terdapat di Daftar penerima manfaat (DPM), beras 

yang didapat tidak sesuai dengan jatah beras yang ada dalarn 

Buku Petunjuk pelaksanaan Quklak) dan juknis yaitu sebesar 15 

Kg per RTS-PM per bulannya dan adanya selisih bayar HTR yang 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan. 
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Proses pengaduan pelaksaan program telah dijalankan sesuai 

dengan petunjuk pelaksanaan. Aduan terkait kualitas beras 

ditindaklanjuti dengan cepat oleh Perum Bulog setempat sesuai 

dengan prosedumya. Aduan yang bersifat kurangnya kuantitas 

beras, HTR dan ketepatan waktu distribusi tidak ditemukan dan 

mampu diselesaikan secara musyawarah pada forum tingkat 

kecamatan dan kelurahan. Dan dijadikan bahan laporan evaluasi 

secara triwulan oleh Tim Koordinasi raskin. 

Pelaksanaan pemantauan atau monitoring dan evaluasi 

dilaksanakan dengan tertib dan dilaksanakan secara periodik. 

Evaluasi dan pelaporan dituangkan dalam bentuk laporan 

menggunakan metode survey yang cakupan materinya telah · 

ditentukan oleh Kemeterian Sosial yang dapat juga dijadikan 

sebagai bahan evalauasi bagi Tim Koordinasi Raskin Kota 

Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan 

Lubuklinggau Selatan I yang meliputi tahapan pelaksanaan 

program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 

(Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yaitu 

terkait pelaksanaan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan program 

raskin, penerima raskin yang merniliki KPS/kartu raskin, jurnlah 

raskin yang diterima, kualitas raskin, harga tebus raskin, 

pendistribusian raskin dan kendala pelaksanaan raskin. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi baik yang menjadi faktor 

pendukung dan penghambat pada Implementasi Penanggulangan 
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Kemikinan melalui Program subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendab di Kecamatan Lubuklinggau SeJatan I ini dilihat 

dari 6 faktor yaitu diantaranya adalab 

Faktor yang mendukung antara lain: 

a. Dalam faktor standar dan sasaran kebijakan, adanya kejeJasan 

aturan mulai dari tingkat Nasional hingga Kabupaten!Kota 

menjadi faktor yang dapat mendukung pelaksanaan Program 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendab 

khususnya di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 

b. Faktor sumber daya yaitu ketersediaan sumber daya manusia 

yang cukup secara kuantitas muJai dari tingkat Kota hingga 

keluraban dan RT dan kualifikasinya yaitu Jatar pendidikan 

minimal SMA dinilai dapat mendukung kelancaran program 

subsidi beras di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini. 

c. Dalam faktor komunikasi yaitu adanya sosialisasi yang 

dilakukan berjenjang muJai dari forum tingkat Kota maupun 

Kecamatan merupakan salab satu strategi yang efektif dalam 

penyampaian ke stakeholders dan peJaksana program hingga 

kepada RTS-PM, tentang petunjuk teknis program, Jatar 

beJakang, sasaran, tujuan dan jumlab alokasi beras yang 

diterima di Kota Lubuklinggau hingga Kecamatan serta 

penyampaian permasalahan yang dihadapi dalam rangka 

perbaikan kedepan menjadi indikator pendukung dalam 

pelaksanaan program ini. 

43427.pdf



159 

d. Dalam faktor disposisi, faktor yang mendukung kelancaran 

program ini adalah kemauan pelaksana program yang terdiri 

dari berbagai komponen pejabat pemerintahan, stakeholders 

serta dukungan dalam pelaksanaan program mulai dari 

tahapan sosialisasi hingga monitoring dan evaluasi menjadi 

faktor positif dalam mendukung pelaksanaan program. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan lancarnya pelaksanaan program 

yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuklinggau Se!atan I 

sejak tahun 2008 tanpa adanya penolakan dari Pemerintah 

maupun masyarakat. 

e. Dalam faktor karakteristik agen pelaksana. F aktor yang 

mendukung kelancaran program ini adalah mampunya agen 

pelaksana ataupun organisasi perangkat daerah yang terlibat 

mulai dari kegiatan tingkat Kota Lubuklinggau hingga 

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sesuai dengan funginya berdasarkan SK 

Tim Koordinasi Raskin hal ini ditandai dengan adanya 

kelancaran pelaksanaan program mulai dari tingkat Kota 

hingga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. 

£ Dalam faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik, faktor 

yang mendukung kelancaran program ini adalah dukungan 

dan kondisi yang kondusif baik dari lingkungan sosial dan 

politik yang ditandai dengan lancarnya pelaksanaan program 
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raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I tanpa adanya 

pertentangan dan konflik yang terjadi di masyarakat adanya 

dukungan positif dari segenap stakeholders yang berperan 

dalam kelancaran pelaksanaan Program Raskin ini. Baik peran 

mulai dari kepala daerah, Dinas, Kecamatan, Kelurahan 

hingga elemen masyarakat. 

Faktor yang menghambat antara lain: 

a. Hambatan tentang standar dan sasaran kebijakan yaitu standar 

kebijakan yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara utuh 

dan dan sasaran kebijakan dari program ini (penerima 

manfaat) yaitu rumah tangga miskin yang belum tersentuh 

secara keseluruhan dan perlu dilakukan pendataan ulang. 

b. Dalam faktor sumber daya adalah tidak dianggarkannya pagu 

alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD yang 

memepegaruhi kekurangan pagu alokasi tambahan bagi RTS­

PM seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonorni. 

c. Faktor komunikasi yaitu komunikasi yang kurang lancar 

antara Tim Koordinasi Kecamatan, Kelurahan, Perum Bulog 

dan pelaksanan distribusi raskin dibeberapa kelurahan 

sehingga adanya keterlambatan alokasi beras di beberapa 

kelurahan. 

d. Faktor disposisi yaitu subjektitas dalam penentuan Dafar 

Penerima manfaat (DPM) dalam program Raskin sehingga 
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sasaran dan tujuan raskin yang diinginkan kurang tepat 

sasaran. 

e. Hambatan yang dihadapi terkait dalam pelaksanaannya adalah 

kurang optimalnya pembagian tugas pada masing-masing 

dinas yang memiliki peran pada keanggotaan Tim Koordinasi 

raskin tingkat Kota baik pada fungsi pengawasan dan 

pengaduan. Dan pembebanan tugas lebih condong kepada 

leading sektor yaitu Dinas Sosial serta Kecamatan maupun 

Kelurahan yang melaksanakan fungsinya sebagai sekretariat 

dan pelaksana di lapangan. 

f. Dalam faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik, 

faktor yang menjadi hambatan adalah aspek Ekonomi 

diantaranya dari Pemerintah sendiri adanya keterbatasan 

anggaran pada APBD, yakni tidak dianggarkannya pagu 

alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD serta 

adanya keterlambatan realisasi penyaluran raskin karena 

adanya ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari RTS­

PM kepada Perum Bulog karena faktor ekonomi masyarakat. 
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B. Saran 

Sejumlah saran diajukan untuk melengkapi hasil penelitian ini, 

diantaranya adalah : 

1. Perlu adanya Verifikasi yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik 

yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan indikator 

yang tepat sesuai dengan jenis program yang ditawarkan. Dan ketegasan 

dari pihak Kecamatan, kelurahan, dan RT terkait kuota raskin yang sesuai 

dengan jumlah penerimanya. Namun perlu dilakukan evalusi secara 

berkala oleh pihak Pemerintah Daerah terkait perubahan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat yang berhak menerima beras subsidi (raskin). 

2. Dianggarkannya pagu alokasi beras tambahan melalui APBD Provinsi dan 

APBD Kota Lubuklinggau untuk menutupi kekurangan pagu alokasi 

tambahan bagi RTS-PM seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi 

di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan biaya trasport dari TD ke TB. 

3. Perlu dilakukannya rapat intensifyang dijadwalkan secara rutin oleh Tim 

Koordinasi Kota, Tim Koordinasi Kecamatan dan rapat pelaksana di 

tingkat kelurahan yang membahas evaluasi dan solusinya terkait dengan 

penyelenggaraan Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. 

4. Perlu adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penentuan 

penggantian RTS-PM ataujuga bisa melalui forum konsultasi publik yang 

difasilitasi oleh Kecamatan maupun kelurahan. 

5. Adanya pembagian tugas yang proporsional pada setiap bidang dalam Tim 

Koordinasi Raskin yang dilakukan melalui mekanisme pada satu sistem 
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yang terintegrasi maupun melalui rapat koordinasi dan evaluasi yang 

dilakukan secara rutin atau berkala. 

6. Peran sentral dari Pemerintab dalam menjaga kestabilan ekonomi di 

masyarakat, dioptimalkannya fungsi kordinasi di masyarakat serta 

melaksanakan evaluasi yang efektif sehingga kedepannya hambatan­

hambatan yang ada dan dialami oleh masyarakat terkait pelaksanaan 

program subsidi beras bagi mitsyarakat berpendapatan rendab mampu 

diselesaikan, serta adanya kebijakan penganggaran APBD yang pro-poor. 
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Lampiraill. Pedoman Wawancara 

lmplementasi Program 

1. Pelaksanaan sosia!isasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program. 

a. Apakah disampaikan peluncuran sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah (Program Raskin)? 

b. Dimana diadakan sosialisasi Program Raskin? 

c. Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin? 

d. Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin? 

e. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin? 

2. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan. 

a. Apakah di!aksanakan verifikasi data penerima bantuan di 

wilayah saudara? 

b. Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya? 

c. Variabe!-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi? 

d. Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa? 

3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM. 

a. Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM? 

b. Kapan diadakan pembagian Kartu raskin tersebut? 

c. Siapa yang membagi kartu tersebut? 

d. Siapa yang menerima kartu tersebut? 

e. Apa saja permasalahan saat pembagian kartu? 
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4. Proses pembagian Beras Raskin 

a. Apakah adajadwal pembagian beras raskin? 

b. Apakah pembagian raskin dilakukan setiap bulan? 

c. Dari mana informasi jadwal tersebut? 

d. Dimana Raskin tersebut dibagikan? 

e. Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut? 

f. Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin tersebut? 

g. Berapa harga penebusan beras raskin tersebut? 

h. Berapa jatah beras raskin yang didapat? 

1. Apa saja permasalahan pada saat pembagian beras raskin? 

5. Pengaduan 

a. Apakah ada pengaduan untuk kegiatan ini? 

b. Bagaimana proses pengaduannya? 

c. Bagaimana bentuk pengaduannya? 

d. Dimanakah pengaduan dapat dilakukan? 

e. Apakah ada tindak lanjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut? 

6. Monitoring dan Evaluasi 

a. Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi 

kota dan kecamatan? 

b. Jika ada, apa saja cakupan pemantauan atau monitoring yang diiakukan? 

c. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan? 
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Pendukung dan Pengbambat Keberhasilan Pelaksanaan Program 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan 

a. Bagaimana ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap 

standar pelaksanaan program raskin? 

b. Apakah data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan 

daftar penenma manfaat yang dikeluarkan oleh Kementrian 

Sosial!INP2K. 

c. Berapa jumlah raskin yang diterima tiap bulannya? 

d. Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterima? 

e. Apakah penebusan raskin dilakukan tiap bulan? 

f. Bagaimana kualitas raskin yang diterima? 

2. Sumber Daya 

a. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini? 

b. Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program? 

c. Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan 

pelaksanaan program? 

d. Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian 

tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenangnya? 

e. Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi anggaran tambahan 

untuk penambahan kuota raskin? 

f. Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi alokasi anggaran 

tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM? 
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3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 

a. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh 

pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program 

raskin baik Kota rnaupun Kecamatan? 

b. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/kornunikasi internal oleh 

pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program 

raskin baik Kota maupun Kecamatan? 

c. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di 

Kecamatan!K.elurahan? 

d. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasilkornunikasi eksternal kepada 

RTS-PM di Kecamatan/K.elurahan? 

e. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam 

pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas? 

f. Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program? 

4. Disposisi 

a. Bagaimana sikap para pelaksana komitmen dan kejujuran dalam hal ini 

adalah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan!kelurahan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam 

mendukung pelaksanaan program raskin? 

b. Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilaknkan 

terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedum dan juknis program 

raskin? 
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c. Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan 

berkinerja!bekerja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim 

koordinasi raskin baik kota!kecamatanlkelurahan mendapatkan insentif 

terkait program raskin ini? 

d. Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam menghadapi permasalahan 

atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini? 

5. Karakteristik Agen Pelaksana 

a. Siapa saja agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program 

subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) 

• "? lnt. 

b. Bagaimana kinerja dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam 

mendukung pelaksanaan program raskin ini? 

c. Bagaimana karakteristiknya, ataupun kecakapaunya dalam menjalankan 

tugas yang sudah menjadi kewajibannya? 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik 

a. Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar atau 

tidaknya pelaksanaan program rakin di daerah Bapak apakah faktor 

lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik? 

b. Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian? 

c. Faktor mana yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan 

program raskin di daerah Bapak? 
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CATATAN: 

Pedoman wawancara ini berkembang dilapangan. 
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Lampiran 2. Transkrip Wawancara 

1. Nama Infonnan 1 : SARJANI 

2. Pekerjaan : Camat Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau 

lmplementasi Program 

!. Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan 
Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program. 
a. Apakah disampaikan peluncuran sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah (Program Raskin)? 
Ya ... Tentu Saja .. 

b. Dimana diadakan sosialisasi Program Raskin? 
Tingkat Kota Sosialisasi ini dilaksanakan di ruang rapat Pemkot 
Lubuklinggau yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan Perum Bulog. 

c. Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin? 
Tingkat Kota dilaksanakan biasanya di awal tahun. Untuk daerah Selatan I, 
sosialisasi raskin ini dilaksanakan sesudah tahu pagu alokasi beras untuk 
masyarakat miskin di kelurahan dan sudah ada juknisnya. Dengan 
mengundang lurah-lurah nantinya beserta perangkatnya yang meneruskan 
infonnasi ini ke RT nya dan masyarakat yang menerima. 

d. Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin? 
Tingkat Kota dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan Perum Bulog. Khusus 
di Kecamatan di awali dengan penyampaian oleh Camat. Nantinya 
diteruskan oleh Lurah, perangkatnya dan terus berjenjang hingga ke RTS 
(Rumah Tangga Sasaran) 

e. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin? 
Terkait dengan mekanisme pelaksanaan sesuai Pedum Raskin dan Evaluasi 
Pelaksanaan karena program raskin ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun 
jadi tidak ada masalah dalam penyampaian ke masyarakat. Ketika 
sosialisasi di Kecamatan sudah terlaksana, lurah dan perangkatnya sendiri 
tinggal melaksanakannya sesuai denganjuklak. 

2. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan. 
a. Apakah dilaksanakan verifikasi data penerima bantuan di 

wilayah saudara? 
Y a, verifikasi data dilaksanakan dalam bentuk perubahan daftar DPM. 

b. Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya? 
Berjalan dengan lancar dan cukup baik, penetapan rumah tangga miskin 
dituntnt cepat, untuk menghindari gejolak di masyarakat. Sehingga 
disadari masih ada kekurangan. Sejak 2012 penganggarannya masih 
tergantuk APBN, karena kondisi APBD yang terbatas sehingga tidak 
dianggarkan. Berdasarkan musyawarah yang telah dilakukan, Lurah dan 
Ketua RT sepakat, nama-nama yang berhak diakomodir dengan 
menyerahkan penanganannya di RT. Salah satunya melalui bagi rata di 
luar daftar pimerima manfaat. 
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c. Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi? 
Variabel ini awalnya ditentukan oleh BPS karena rnenggunakan data BPS 
tahun 2011. Sesuai rnekanisrne yang ada diprioritaskan bagi warga yang 
kurang rnampu dengan rnelihat rurnah yang ditunggu kurang layak, 
pendapatan rendah dan rnerniliki jurnlah anggota rurnah tangga yang lebih 
ban yak. 

d. Jika tidak rnelaksanakan verifikasi data, rnengapa? 
Tentu saja dilaksanakan, namun dilaksanakan sesuai dengan rnekanisrne 
pada PEDUM dan Juklak rnengacu pada daftar DPM. 

3. Pernbagian Kartu Raskin kepada RTS-PM. 
a. Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM? 

Tidak ada pernbagian kartu. 
b. Kapan diadakan pernbagian Kartu raskin tersebut? 

c. Siapa yang rnernbagi kartu tersebut? 

d. Siapa yang rnenerirna kartu tersebut? 
Jika ada pernbagian kartu tersebut tentunya RTS-PM sesuai DPM. 
Diketahui bahwa proses pernutakhiran dan verifikasi DPM dilaksanakan 
dalam waktu yang cukup singkat. Diakui rnernang rnasih ada kekurangan­
kekurangan yang tidak sesuai dengan juknis, namun tidak rnengurangi 
aturan secara adrninistrasi rangkaian pelaksanaan program. Saat ini acuan 
yang berhak rnenerirna adalah pernegang kartu KPS dan nama-nama RTS 
pada DPM. Nama-nama perubahan dituangkan dalam berita acara 
rnusyawarah Kelurahan dan Kecamatan. 

e. Apa saja permasalahan saat pernbagian kartu? 
Permasalahan urnurn yang dijurnapai pada warga penerirna rnanfaat. 
Masih ada warga yang kurang puas terhadap penerirna raskin yang 
diterirna. Yang harusnya rnenerirna rnalah tidak rnenerirna dan sebaliknya. 
Tetapi ada juga warga yang sudah ada di daftar enggan rnenerirnanya 
sehingga dalam rnusyawarah di tingkat Kelurahan dan RT dilakukan 
erubahan DPM yang dituangkan dalam berita acara. 

4. Proses pernbagian Beras Raskin 
a. Apakah ada jadwal pernbagian beras raskin? 

Ada, dirnana penyaluran raskin oleh Perurn Bulog rnenunggu SPA dan 
kesiapan rnasing-rnasing Kecamatan. 

b. Apakah pernbagian raskin dilakukan setiap bulan? 
Secara rnekanisrnenya pernbagian raskin dilakukan tiap bulan. Beberapa 
kendala teknis di lapangan rnengakibatkan di beberapa wilayah 
rea!isasinya tidak tepat waktu. 

c. Dari mana informasi jadwal tersebut? 
Informasi terhadap jadwal pernbagian raskin, diarahkan dan 
dikondisikan di Kelurahan. 

d. Dirnana Raskin tersebut dibagikan? 
Titik bagi ditentukan berdasarkan kesepakatan di tingkat Kelurahan. 
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e. Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut? 
Pengambilan beras dapat dilakukan melalui atau setelah dilakukannya 
pembayaran oleh Rumah tangga sasaran. Dapat dibayar langsung ke 
kelurahan. HTR diserahkan ke kecamatan untuk ditransfer ke rekening 
Bulog lewat Bank. 

f. Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin tersebut? 
Persyaratan penerima harus termasuk dalam daftar DPM atau nama 
pengganti yang dituangkan dalam berita acara (BA). 

g. Berapa harga penebusan beras raskin tersebut? 
Berdasarkan ketentuan harga tebus raskin adalah Rp. 1600,-

h. Berapajatah beras raskin yang didapat? 
Berdasarkan ketentuan beras raskin yang diperoleh tiap rumah tangga 
sasaran adalah 15 Kg beras 

i. Apa saja permasalahan pada saat pembagian beras raskin? 
Daftar penerima manfaat, harga tebus raskin, jatah beras yang didapat 
dan ketidaktepatan waktu dalam penyaluran. 

5. Pengaduan 
a. Apakah ada pengaduan tmtuk kegiatan ini? 

Tentu saja ada. 
b. Bagaimana proses pengaduannya? 

Pengaduan raskin dijalankan sesuai denganjuklak danjuknisnya yang ada, 
semua aduan masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Selata I secepatnya 
diakomodir. Sesuai dengan SK Walikota tentang Pembentukan Tim 
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan bantuan beras bagi masyarakat 
miskin berkedudukan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. dan sejauh ini 
pelaksanaannya cukup kondusif. 

c. Bagaimana bentuk pengaduannya? 
Bentuk pengaduan dapat terkait dengan indikator keberhasilan program 
raskin. Terkait DPM. Harga tebus, jumlah beras yang diterima dan 
kualitas beras. 

d. Dimanakah pengaduan dapat dilakukan? 
Pengaduan dilakukan secara berjenjang dan bertahap. Posko pengaduan 
sesuai SK Tim Koordinasi raskin berada di dinas sosial. 

e. Apakah ada tindak lanjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut? 
Tindak lanjut terkait kualitas berasyang tidak sesuai, pihak Kecamatan 
dan Kelurahan ketika ada aduan masyarakat, akan dilakukakan dan 
disurati secara adrninistrasi ke Dinas Sosial dan ditembuskan ke Bulog 
untuk mendapatkan penggantian secepatnya. Terkait dengan materi 
aduan lain juga akan dimasukkan dalam pelaporan dan evaluasi dari 
Kecamatan dan menunggu tindak lanjut dari Tim Koordinasi Raskin 
Kota, Provinsi dan Nasional. 

6. Monitoring dan Evaluasi 
a. Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi 

kota dan kecamatan? 
Ya, ada tentu saja 
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b. Jika ada, apa saja cakupan peinantauan atau monitoring yang dilakukan? 
Cakupan pemantau dan monitoring yang dilakukan yaitu dilakukan sesuai 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pengendalian terhadap 
materi-materi dan indikator-indikator yang menunjang keberhsilan 
pelaksanaan raskin, terkait dengan kualitas beras, HTR, waktu distribusi 
dan pembagian, daftar DPM/sasaran dan lain-lainnya yang dilaksanakan 
secara berkala. 

c. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan? 
Dalam pelaksanaannya proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh 
Tim Koordinasi Raskin Kota dan Kecamatan. Selaku sekretariat Tim 
Koordinasi program raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dibantu 
oleh aparat Kelurahan dan RT dan Tim dari TKSK Kecamatan 
Lubuklinggau Selatan I dalam memonitoring dan nantinya hasil pantauan 
di lapangan akan disampaikan dalam hal ini oleh pelaksana distribusi 
raskin jika ada kendala di lapangan melalui mekanisme yang telah 
ditetapkan ke Dinas Sosial. 

Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program 
1. Standar dan Sasaran Kebijakan 

a. Bagaimana ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap 
standar pelaksanaan program raskin? 
Baik, acuan pelaksanaan program dilaksanakan sesuai dengan Pedurn, 
Juklak dan Juknisnya. Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan umurn 
terkait berbagai indikator keberhasilan 

b. Apakah data RTS (Rurnah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan 
daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementrian 
Sosial/1NP2K? 
Dasar penerima manfaat adalah data PPLS 2011 oleh Badan Pusat 
Statistik, tentu saja dari tahun 2011-2016 telah mengalarni perubahan dan 
dilakukan verifikasi sesuai dengan petunjuk. 

c. Berapa jumlah raskin yang diterima tiap bulannya? 
Dalam pedoman urnurn, juklak dan juknisnya adalah 15 kg/rtslbulan. 

d. Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterima? 
Dalam pedoman urnurn,juklak danjuknisnya adalah Rp. 1600,-/Kg. 

e. Apakah penebusan raskin dilakukan tiap bulan? 
Tidak dilakukan tisp bulan di beberapa kelurahan dikarenakan adanya 
kendala faktor komunikasi di lapangan. 

f. Bagaimana kualitas raskin yang diterima? 
Cukup baik. 

2. Surnber Daya 
a Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini? 

Semua Tim Koordinasi Raskin Kota dan Tim Koordinasi Raskin 
Kecamatan. 

b. Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program? 
Cukup baik, ·ditandai dengan pemahaman tim koordinasi raskin kecarnatan 
yang baik dengan lancarnya pelaksanaan program raskin di Kecamatan 
Lubuklinggau Selatan I. 
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c. Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan 
pelaksanaan program? 
Baik, semua mekanisme dan tahapan beijalan dengan lancar. 

d. Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian 
tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenangnya? 
Y a, menurut kami tim koordinasi raskin telah bertugas dengan cukup baik 
dan sesuai dengan kewengannya. 

e. Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi anggaran tambahan 
untuk penambahan kuota raskin? 
Tidak ada penambahan anggaran untuk penambahan kuota raskin. 

f. Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi anggaran tambahan 
untuk biaya distribusi ke RTS-PM? 
Tidak ada alokasi anggaran tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM. 

3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 
a Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh 

pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program 
raskin baik Kota maupun Kecamatan? 
Ya .. Ada 

b. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasilkomunikasi internal oleh 
pelaksana!pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program 
raskin baik Kota maupun Kecamatan? 
Dilaksanakan setelah dilaksanakarmya sosialisasi dan peluncuran program 
raskin di awal tahun oleh Tim koordinasi raskin kota. 

c. Apakah dilaksanakan sosialisasilkomunikasi eksternal kepada RTS-PM di 
Kecamatan!Kelurahan? 
Ya.Ada 

d. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada 
RTS-PM di Kecamatan!Kelurahan? 
Dilaksanakan setelah sosialisasi tingkat kota dan sudah ada pedum juklak 
dan juknisnya serta kuota raskin di kecamatan. 

e. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam 
pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas? 
Baik, membahas evaluasi pelaksanaan program raskin. 

f. Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program? 
Terkadang memang didapatkan kendala koordinasi antar pelaksana 
program, namun juga terkadang RTS-PM sehingga menurut evaluasi dan 
laporan realisasi raskin di beberapa kelurahan terkadang mengalami 
keterlambatan distribusi beras. 

4. Disposisi 
a. Bagaimana sikap para pelaksana komitmen dan kejujuran dalam hal ini 

adalah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam 
mendukung pelaksanaan program raskin? 
Cukup baik. 
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b. Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilakukan 
terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedum dan juknis program 
raskin? 
Y a, tahapan-tahapan dilaksanakan sesuai prosedur. 

c. Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan 
berkinerja/bekerja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim 
koordinasi raskin baik kota/kecamatanlkelurahan mendapatkan insentif 
terkait program raskin ini? 
Tidak ada, tidak ada insentif khusus bagi pelaksana program raskin di 
. Kelurahan, namun para pelaksana raskin di Kecamatan Lubuklinggau 
Selatan I dapat melaksanakannya dengan baik dan sangat diapresiasi. 

d. Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam mengbadapi permasalahan 
atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini? 
Baik, dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanismenya. 

5. Karakteristik Agen Pelaksana 
a. Siapa saja agen pelaksana ( organisasi) yang terlibat dalam pelaksanaan 

program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program 
Raskin) ini? 
Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, tentu saja peranan dari 
Pemerintah Daerah tentunya yang mendukung kelancaran dalam 
pelaksanaan program raskin ini, mulai dari peranan dinas sosial dalam 
sekretariat Tim Koordinasi Raskin, Bappeda!itbang, Dinas Ketahanan 
Pangan, Perum Bulog, Kecamatan hingga Kelurahan tentunya sebagai 
pelaksana di lapangan. 

b. Bagaimana kinerja dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam 
mendukung pelaksanaan program raskin ini? 
Baik, namun memang kecenderungan pelaksanaannya terlihat peranan 
yang dominan dari Dinas Sosial, Perum Bulog, Kecamatan dan Kelurahan. 

c. Bagaimana karakteristiknya, ataupun kecakapannya dalam menjalankan 
tugas yang sudah menjadi kewajibannya? 
Semua satker pelaksana program dapat menjalankan kewajiban, tugas dan 
tanggungjawabnya dengan baik. 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik 
a. Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar atau 

tidaknya pelaksanaan program rakin di daerah Bapak apakah faktor 
lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik? 
Semua faktor baik lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik akan 
mendukung kelancaran pelaksanaan program raskin. 

b. Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian? 
Kami pikir faktor ekonorni yang banyak kita hadapi menjadi kendala dan 
hambatan dalam pelaksanaan program raskin. 

c. Faktor mana yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan 
program raskin di daerah Bapak? 
Lingkungan Sosial dan Politik kami nilai baik dan kondusif, karni pikir 
tidak ada masalah dalam pelaksanaannya sehubungan dengan kondisi 
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sosial dan politik, faktor ekonomi yang banyak kita hadapi menjadi 
kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program rask ini. 

43427.pdf



-----------------------------------------------------------

1. Nama Informan 2 : PAUZI, S.Sos, M.Si 

2. Pekerjaan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial 

1. Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan 
Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program. 
a. Apakah disampaikan pe!uncuran sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah (Program Raskin)? 
Ya, memang disampaikan peluncuran sosialisasi Program Raskin. 

b. Dimana diadakan sosialisasi Program Raskin? 
Untuk tingkat kota dilaksanakan di ruang rapat Pemerintah Kota 
Lubuklinggau. 

c. Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin? 
Dilaksanakan di awal tahun. 

d. Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin? 
Sosialisasi ini dilaksanakan mulai dari tingkat Pusat/Menko PMK, tingkat 
Provinsi, tingkat kab./kota, dan kecamatan yang dilaksanakan secara 
berjenjang. Di tingkat Kota dilaksanakan oleh Dinsos dihadiri oleh Kepala 
kansilog Bulog, Camat, bappeda, TKSK, Bagian perekonornian dan 
dipimpin oleh Sekda Kota Lubuklinggau. Camat akan meneruskannya ke 
Lurah wilayahnya masing-masing. 

e. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin? 
Dalam sosialisasi ini disampaikan alokasi beras yang diterima di Kota 
Lubuklinggau serta permasalahan yang dihadapi dalam rangka perbaikan 
ke depan, karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun secara 
teknis Camat dan Lurah sudah tahu teknis permasalahannya. 

2. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan. 
a. Apakah dilaksanakan verifikasi data penerima bantuan di 

wilayah saudara? 
Diinformasikan penerima bansos (raskin) dari tahun 2012-2016 
menggunakan data PPLS 2011 divalidasi oleh BPS yang diolah oleh Pusat 
Data Terpadu di TNP2K dan Kemensos. Hingga 2016 basis datanya 
masih menggunakan PPLS 2011. Direncanakan tahun 2017 dinamakan 
rastra akan menggunakan basis data terpadu (BDT) 2015 yang 
validasinya telah dilaksanakan pada tahun 2015. Kedepannya diharapkan 
tepat sasaran. 

b. Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya? 
Verifikasi yang dilakukan diharapkan sesuai dengan juklak dan juknis 
(DPM). Permasalahan yang ada adalah penggantian nama secara berkala 
adalah akari ada kegaduhan di masyarakat. Karena memang dari kuota 
yang ada dialokasikan tahunan pasti kurang, sedangkan perrnintaan di 
masyarakat terus ada. 

c. Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi? 
Sesuai DPM, dalam penggantian RTS berdasarkan pada anggota rurnah 
tangga yang memiliki jumlah Iebih besar dan Iebih diprioritaskan lagi jika 
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ada balita dan anak usia sekolah, Kepala Rumah tangga yang ditempati 
kurang 1ayak dan memiliki penghasilan rendah dan tidak tetap. 

d. Jika tidak melaksanakan veriflkasi data, mengapa? 
Dilaksanakan, sesuai mekanisme Quklak dan juknis), dari daftar DPM di 
data siapa yang meninggal, pindah alamat dan sudah tidak Iayak. 

3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM. 
a. Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM? 

Kartu raskin diterapkan sejak awal program ini diluncurkan. Basis data 
penerimanya berbeda. Tahun 2008-2011 menggunakan PPLS 2008 
divalidasi BPS. Tahun 2012-2016 menggunakan PPLS 2011, nantinya 
pada tahun 2017 akan mulai menggunakan data PBDT 2015, informasinya 
data penerima raskin pada tahun 2017 akan meningkat dari tahun 
sebelurnnya 9441 RTS. 

b. Kapan diadakan pembagian Kartu raskin tersebut? 
Awal periode penyaluran program raskin ini sekretariat berada di bawah 
bagian perekonomian Setda Kota Lubuklinggau. Sepengetahuan kami 
memang saat itu dibagikan kartu raskin sebagai pengenal penerima 
manfaat program. Di tahun 2015 dan 2016 bagi penerima yang termasuk 
dalam daftar DPM. Program raskin akan diinformasikan Iangsung kepada 
RTS dengan membawa KPS. Karena pemilik KPS pastinya juga akan 
menerima raskin ini. Saat ini karni tidak menggunakan kartu raskin. 

c. Siapa yang membagi kartu tersebut? 
Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau jika ada. 

d. Siapa yang menerima kartu tersebut? 
Rumah tangga sasaran (RTS) penerima manfaat yang terdaftar dalam DPM. 

e. Apa saja permasalahan saat pembagian kartu? 
Jumlah rumah tangga miskin yang tidak tercover dalam daftar DPM. 

4. Proses pembagian Beras Raskin 
a. Apakah adajadwal pembagian beras raskin? 

Penjadwalan pembagian beras disesuaikan dengan juklak. Namun 
pembagiannya menunggu distribusi dari Perum Bulog berdasarkan SPA 
dari Pemerintah Kota, nantinya Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO 
beras untuk masing-masing kecamatan. Penjadwalan tidak dijelaskan 
secaraa tegas. 

b. Apakah pembagian raskin dilakukan setiap bulan? 
Pembagian raskin memang dilakukan setiap bulan. Keterlambatan 
biasanya terjadi di awal tahun. Dikarenakan masih menunggu juklak dan 
penetapan SK Gubemur tentang pagu raskin Kab./K.ota dan Kecamatan. 

·c. Dari mana informasi jadwal tersebut? 
Penjadwalan pembagian berasal dari kelurahan masing-masing. 

d. Dimana Raskin tersebut dibagikan? 
Raskin dibagikan di titik bagi (TB). TB ditentukan berdasarkan 
kesepakatan di kelurahan, biasanya disepakati di RT masing-masing. 

e. Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut? 
Walikota menernitkan SPA kepada Bulog berdasarakan Pagu raskin 
dengan rincian di masiang-masing Kecamatan dan Kelurahan. Pada waktu 
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akan didistribusikan ke TD Bulog berdasarkan SPA menerbitkan 
SPPB/DO untuk masing-masing wilayah kecamatan/kelurahan. Apabila 
ada kelurahan yang menunggak pembayaran HTR pada periode 
sebelurnnya maka penerbitan SPPB/DO ditangguhkan sampai pelunasan. 
Penyerahan beras raskin kepada RTS dilakukan oleh pelaksana distribusi 
kelurahan dengan melihat berdasarkan DPM. 

f. Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin terse but? 
Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM yang terdapat dalam data DPM 
atau pengganti dan biasanya adalah pemegang kartu KJS (Kartu Jaminan 
Sosial). 

g. Berapa harga penebusan beras raskin tersebut? 
HTR berdasarkan ketentuan Rp. 1600,-/Kg. 

h. Berapajatah beras raskin yang didapat? 
Jatah beras raskin yang diterima RTS berdasarkan ketentuan adalah 15 Kg 
beras/rts. 

i. Apa saja permasalahan pada saat pembagian beras raskin? 
Permasalahannya adalah terkait HTR di atas Rp. 1600,-. Ketidaksesuaian 
harga beras dan beras yang diterima di masyarakat memang ada 
berdasarkan Iaporan yang · kami terima dari TKSK Kecamatan 
Lubuklinggau Selatan I tetapi terkait harga dan beras yang diterima tiap 
rumah tangga memang sudah didiskusikan baik di forum kecamatan, 
kelurahan maupun ketua RT, masyarakat dan sampai sejauh ini beijalan b 

5 .. Pengaduan 
a Apakah ada pengaduan untuk kegiatan ini? 

Pastinya ada. 
b. Bagaimana proses pengaduannya? 

Mekanisme pengaduan yang dilakuakan masyarakat dapat dilakukan 
secara beljenjang, mulai dari tingkat RT, kelurahan dan kecamatan sampai 
ke bidang pengaduan yang berposko di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. 
Jikapun ada masyarakat yang melakukan pengaduan ke Dinas Sosial akan 
ditampung. Hasil pengaduan ini akan dijadikan bagian dari Iaporan Tim 
Koordinasi Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tingkat 
Kota Provinsi dan seterusnya 

c. Bagaimana bentuk pengaduannya? 
Bentuk pengaduan dapat berupa materi-materi yang berhubungan dengan 
indikator raskin yaitu ketepatan sasaran, jumlah, harga, waktu, 
administrasi dan ketepatan kualitas. 

d. Dimanakah pengaduan dapat dilakukan? 
Pengaduan dapat dilakukan secara bertahap dan berjenjang tau mela1ui 
posko pengaduan di Dinas Sosial, dan sistem pengaduannya juga dapat 
melalui website. Sistem pengelolaan pengadua program subsidi beras 
bagi masyarakat berpendapatan rendah sudah dapat diakses secara 
1angsung melalui website Kementrian Sosial. 

e. Apakah ada tindak Ianjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut? 
Pengaduan yang diterima akan disampaikan ke Tim Koordinasi raskin 
Provinsi. Aduan yang sifatnya data RTS-PM yang berasal dari Kemensos 
dan TNP2K, ketepatan penerima manfaat akan mempengaruhi 
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keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam forum-forum 
tingkat provinsi dan Nasional sering kita menyampaikan hal ini, tidak 
hanya terkait Program raskin dan perlindungan sosial lainnya. Aduan 
kualitas beras langsung disampaikan ke Bulog dan dianggap sangat 
kooperatif. 

6. Monitoring dan Evaluasi 
a. Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi 

kota dan kecamatan? 
Ya,jelas ada. 

b. Jika ada, apa saja cakupan pemantauan atau monitoring yang dilakukan? 
Monev dilakukan untuk memastikan proses pelaksanaan raskin dapat 
berjalan dengan baik. Evaluasi dilaksanakan untuk bahan pertimbangan 
dan perbaikan ke depan agar program yang dilaksanakan dapat berjalan 
dengan baik. 

c. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan? 
Proses monev yang dilaksanakan tiap-tiap kecamatan akan disamapaikan 
ke Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. Pelaksanaan monev yang 
dilaksanakan dalam bentuk laporan TKSK di Kecamatan dilakukan per 
Triwulan dan disampaikan ke Dinsos. Hasil pelaksanaan monitoring 
pelasanaan terse but akan dilaporkan juga melalaui website kemensos. 

Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program 
I. Standar dan Sasaran Kebijakan 

a Bagaimana ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap 
standar pelaksanaan program raskin? 
Kinerja pelaksanaan cukup baik, dalam pelaksanaan program ini kami 
monotoring dan lakukan evaluasi. Pemahaman pelaksana program mulai 
dari kecamatan hingga tingkat RT kami rasa cukup baik, tidak ada konflik 
dan kericuhan di masyarakat. Karena program ini sduah dilaksanakan 
bertahun-tahun. 

b. Apakah data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan 
daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementrian 
Sosial!TNP2K? 
Tidak sama, karena telah mengalami proses perubahan DPM sesuai 
mekanismenya. 

c. Berapa jumlah raskin yang diterima tiap bulannya? 
Sesuaijuklak danjuknis 15 Kg/RTS/bulan. 

d. Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterima? 
Sesuaijuklak danjuknis Rp. 1600/kg. 

e. Apakah penebusan raskin dilakukan tiap bulan? 
Dibeberapa kelurahan tidak dilakukan tiap bulan. 

f. Bagaimana kualitas raskin yang diterima? 
Cukupbaik. 

43427.pdf



2. Sumber Daya 
a. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini? 

Tim koordinasi raskin tingkat kota dan tingkat kecamatan. Dan satker terkait 
seperti dinas sosial, Perum Bulog, kecamatan, kelurahan, petugas distribusi, 
ketua RT, TKSK dan masyarakat penerirna raskin. 

b. Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program? 
Tingkat pendidikan para pelaksana program variatif. Rata-rata tim 
koordinasi raskin di tingkat Kota hingga pelaksansa di Kecamatan merniliki 
Jatar belakang pendidikan yang baik, serninimalnya adalah SMA. Dari hasil 
evaluasi kami, pengadministrasian di Kelurahan berjalan baik dan tidak ada 
kendala. 

c. Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan 
pelaksanaan program? · 
Tingkat pemahaman cukup baik, terhadap tujuan, sasaran dan pelaksanaan 
program karena program ini sudah dilaksanakan sejak lama. 

d. Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian 
tugas dan :fungsinya sesuai dengan wewenangnya? 
Pembagian, tugas, :fungsi dan wewenang telah dilaksanakan sesuai pedoman 
oleh pelaksana program. Tahapan-tahapan pelaksanaan program 
dilaksanakan secara baik. 

e. Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi anggaran tambahan 
untuk penambahan kuota raskin? 
Tidak ada alokasi anggaran tambahan untuk kuota raskin pada APBD Kota 
Lubuklinggau. 

£ Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi alokasi anggaran 
tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM? 

· Tidak ada alokasi anggaran tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM. 
Pengangkutan ke titik distribusi dibantu oleh Perum Bulog, sedangkan dari t 
Titik distribusi ke titik bagi dilaksanakan berdasarkan sukarela dari warga 
dan melalui kesepakatan. 

3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 
a. Apakah dilaksanakan sosialisasilkomunikasi internal oleh 

pelaksanalpengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program 
raskin baik Kota maupun Kecamatan? 
Komunikasi telah dilaksnakan sejak sosialisasi atau peluncuran raskin 
tingkat Kota dan kecamatan yang dilaksanakan oleh masing-masing 
kecamatan. 

b. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi!komunikasi internal oleh 
pelaksanalpengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program 
raskin baik Kota maupun Kecamatan? 
Sosialisasi di Kotadilaksanakan di awal tahun. Pelaksanaan di kecamatan 
dilaksanakan setelah dilaksanakan di tingkat kota. 

c. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di 
Kecamatan!Kelurahan? 
Y a, sosialisasi kepada Rumah tangga sasaran penerima manfaat 
dilaksanakan dan diserahkan kepada kelurahan dan RT masing-masing 
sesuai mekanisme dan kondisi yang memungkinkan. 
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d. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasilkomunikasi ekstemal kepada 
RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan? 
Di Kecamatan dilaksanakan sekali setelah pelaksanaan sosialisasi di 
tingk:at Kota. Untuk tingk:at kelurahan mekanismenya dan 
penyampaiannya diserahkan kepada kelurahan dan RT masing-masing. 

e. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam 
pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas? 
Cukup baik, biasanya membahas tentang evaluasi pelaksanaan raskin di 
Kecamatan. 

f. Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program? 
Pada urnumnya pelaksanaan koordinasi antar pelaksana program berjalan 
dengan lancar. Namun terkadang di beberapa kelurahan terdapat kendala 
koordinasi yang mengakibatkan lambatnya penyaluran beras di beberapa 
kelurahan. 

4. Disposisi 
a. Bagaimana sikap para pelaksana komitmen dan kejujuran dalam hal ini 

adalah tim koordinasi raskin baik kotalkecamatanlkelurahan dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam 
mendukung pelaksanaan program raskin? 
Baik secara urnum. 

b. Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilakukan 
terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedum dan juknis program 
raskin? 
Ya, dibuktikan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan program raskin di 
Kecamatan berjalan dengan cukup baik. 

c. Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan 
berkinerja!bekerja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim 
koordinasi raskin baik kotalkecamatanlkelurahan mendapatkan insentif 
terkait program raskin ini? 
Tidak ada secara khusus. 

d. Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam menghadapi permasalahan 
atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini? 
Cukup partisipatif, tahapan evaluasi dij alankan sesuai mekanismenya. 

5. Karakteristik Agen Pelaksana 
a. Siapa saja agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program 

subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) 
. '? llli. 

Tentu saja semua yang tergabung dalam Tim Koordinasi raskin baik 
tingkat Kota dan Kecamatan. Organisasi-organisasi perangk:at daerah 
maupun BUMN yang terlibat dalam pelaksanaannya antara lain : Dinas 
Sosial, Bappedalitbang, Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan, Kelurahan, 
Bulog sebagaimana keanggotaannya yang tertuang dalam SK Tim 
Koordinasi Raskin Tingk:at Kota Lubuklinggau maupun SK Tim 
Koordinasi Raskin Tingk:at Kecamatan. 
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b. Bagairnana kinerja dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam 
mendukung pelaksanaan program raskin ini? 
Baik, semua stakeholders menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. 
Terkait kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya seperti masalah 
koordinasi antar stakeholders memang kami rasakan. 

c. Bagaimana karakteristiknya, ataupun kecakapannya dalam menjalankan 
tugas yang sudah menjadi kewajibannya? 
Peranan masing-masing organisasi ataupun perangkat daerah yang terkait 
dalam pelaksanaan program raskin ini dirnulai dari tahapan perencanaan 
hingga evaluasinya menurut kami baik, dengan lancamya pelaksanaan 
program ini sejak tahun 2008 hingga sekarang kami pikir kinerja masing­
masing organisasi baik. 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik 
a. Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar atau 

tidaknya pelaksanaan program rakin di daerah Bapak apakah faktor 
lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik? 
Tentu saja kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik akan mendukung 
kelancaran pelaksanaan program raskin. Satu sama lain akan sating 
mempengaruhi. 

b. Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian? 
Faktor ekonorni kerap dihadapi karena menyangkut kemampuan ekonorni 
masyarakat. Kenaikan harga serta pemenuhan kebutuhan dasar yang 
menjadi prioritas masyarakat rniskin, kerap menjadi penghambat dalam 
penenbusan beras (raskin). 

c. Faktor mana yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan 
program raskin di daerah Bapak? 
Seperti yang kami sampaikan tadi ekonomi masyarakat rniskin menjadi 
kendala yang menghambat dalam pelaksanaan program dan lingkup sosial 
dan politik menjadi pendukung ditandai dengan lancarnya pelaksanaan 
program ini sejak tahun 2008. 
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1. Nama Informan 3 : Bapak Ali 

2. Pekerjaan : Bagian Distribusi kansilog Bulog Lubuklinggau 

I. Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan 
Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program. 
a. Apakah disampaikan peluncuran sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah (Program Raskin)? 
Y a, setiap tahun ada. 

b. Dimana diadakan sosialisasi Program? 
Tim Koordinasi kota melaksanakannya di Ruang rapat pemerintah Kota 
Lubuklinggau. 

c. Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin? 
Dilaksanakan di awal tahun, setelah mendapatkan pedum dan juklak dan 
mengetahui gambaran alokasi kuota raskin di Kota Lubuklinggau. 

d. Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin? 
Dinas sosial dan Perum Bulogjuga menjadi salah satu narasumbemya. 

e. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin? 
Setiap tahun ·dan sesuai pedumnya di tingkat pemerintah kota kita hadir 
sebagai bagian dari tim koordinasi raskin dan turut menjelaskan hal teknis 
tentang mekanisme penyaluran dan kuota alokasi raskin yang kami terima 
dari Kementrian Sosial dan SK Gubemur tentang pagu alokasi raskin. 

2. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan. 
a. Apakah dilaksanakan verifikasi data penenma bantuan di 

wilayah saudara? 
Untuk menjawabnya sebaiknya mungkin bisa ke Dinas Sosial atau 
Pemda. 

b. Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya? 
Sepengetahuan kami, beras raskin yang disalurkan di kelurahan adalah 
menjadi tanggung jawab keurahan d wilayahnya terkait dengan 
pelaksanaan verifikasi dan penetapan data penerima manfaat raskin ini 
harus melalui musdes/muskel. 

c. Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi? 
Pemkot Lubuklinggau selaku sekretariat tim koordinasi raskin mungkin 
bisa menjelaskan lebih teknis. 

d. Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa? -

3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM. 
a. Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM?-
b. Kapan diadakan pembagian Kartu raskin tersebut?-
c. Siapa yang membagi kartu tersebut?-
d. Siapa yang menerima kartu tersebut?-
e. Apa saja permasalahan saat pembagian kartu?-
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4. Proses pembagian Beras Raskin 
a. Apakab ada jadwal pembagian beras raskin? 

Jadwal yang pasti tergantung pihak pemerintab kota untuk 
menentukannya setelab beras raskin sudab siap untuk dibagikan dalam 
hal ini pihak bulog sudah mengirimkan beras ke titik distribusi. 

b. Apakab pembagian raskin dilakukan setiap bulan? 
Dalam laporan realisasi raskin, masih terdapat beberapa keluraban yang 
penyalurannya tidak dapat dilakukan tiap bulan. 

c. Dari mana informasi jadwal tersebut? 
Kecamatan dan keluraban. 

d. Dimana Raskin tersebut dibagikan? 
Di titik bagi yang ditentukan oleh kecamatan dan keluraban. 

e. Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut? 
Peran bulog sebagai penyedia raskin dalam pendistribusiannya, dasar 
rpendistribusian oleh perum bulog adalab SPA dari walikota nantinya 
berdasarkan Spumab A maka perum bulog menerbitkan SPPB/DO beras 
untuk masing-masing kecamatan atau desa/keluraban yang sesuai 
dengan SPPB/DO dan tentunya HTR tidak ada yang macet. 

f. Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin tersebut? 
Tentu saja RTS penerima manfaat yang berhak yang terdaftar dalam 
DPM atau DPM perubahan. 

g. Berapa harga penebusan beras raskin tersebut? 
Sesuai ketentuan Rp. 1.600.-/Kg. 

h. Berapajatab beras raskin yang didapat? 
15 kg beras /rumab tangga sasaran. 

i. Apa saja permasalaban pada saat pembagian beras raskin? 
Rumah tangga sasaran berhak menebus 15kg/rts/bln. Ketidaksesuaian 
rumab tailgga sasaran diserahkan ke Pemkot, pihak Bulog hanya 
menyampaikan besaran pagu dan alokasi beras, terkait ada yang 
menerima di bawab 15 kg, diserabkan sepenuhnya kepada Pemkot. Jika 
ada Rumab tangga miskin di luar DPM dianggapp berhak maka dapat 
dianggarkan oleh APBD. Keterlambatan penebusan beras di awal tabun 
mengalami keterlambatan karena masih menunggu Pedum yang 
dikeluarkan oleh Pusat dan keterlambatan yang terjadi pada tabun 
seelurnnya akibat penyetoran HTR yang terlambat dari pihak keluraban. 

5. Pengaduan 
a. Apakab ada pengaduan untuk kegiatan ini? 

Tentu ada 
b. Bagaimana proses pengaduannya? 

Untuk proses dan mekanisme pengaduan mungkin dapat lebih teknis 
dijelaskan oleh Dinas Sosial. 

c. Bagaimana bentuk pengaduannya?-
d. Dimanakab pengaduan dapat dilakukan?-
e. Apakab ada tindak lanjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut?-
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6. Monitoring dan Evaluasi 
a Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi 

kota dan kecamatan? 
Lebihjelas secara teknis ke Pernkot Lubuklinggau. 

b. Jika ada, apa saja cakupan pemantauan atau monitoring yang dilakukall? 
c. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan?-

Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program 
1. Standar dan Sasaran Kebijakan 

a Bagaimana ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap 
standar pelaksanaan program raskin? 
Cukup baik. 

b. Apakah data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan 
daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementrian 
Sosial!INP2K? 
Penerima yang berhak sesuai dengan DPM. 

c. Berapajumlah raskin yang diterima tiap bulannya? (sudahjelas) 
d. Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterima? (sudah 

jelas) 
e. Apakah penebusan raskin dilakukan tiap bulan? 

Dibeberapa kelurahan tidak dilakukan tiap bulan. 
f. Bagaimana kualitas raskin yang diterima? 

Kami menilai yang kami salurkan kualitasnya cukup baik. 

2. Sumber Daya 
a Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini? 

Semua tim koordinasi raskin. 
b. Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program? 

Baik 
c. Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan 

pelaksanaan program? 
Kami anggap baik, mualai dari tahapan validasi penerima raskin, 
pendistribusian beras kepada Rumah tangga sasaran hingga mekanisme 
dijalankan dengan baikdan sesuai dengan mekanisme padajuklak. 

d. Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian 
tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenangnya? 
Y a, tugas dan fungsi dijalankan dengan baik. 

e. Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi anggaran tambahan 
untuk penambahan kuota raskin? Tidak ada 

f. Apakah pemerintah daerah mtmganggarkan alokasi alokasi anggaran 
tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM? Tidak ada. 

3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 
a. Apakah dilaksanakan sosialisasi!komunikasi internal oleh 

pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program 
raskin baik Kota maupun Kecamatan? 
Ya, ada 
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b. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh 
pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program 
raskin baik Kota maupun Kecamatan? 
Secara kuantitas karni tidak dapat menjawabnya, yang pasti ada. 

c. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di 
Kecamatan!Kelurahan? 
Ya, ada. 

d. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi ekstemal kepada 
RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan? 
Kami serahkan kepada pelaksana Pemerintah Kota. 

e. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam 
pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas? 
Kami sering membahas wah.'iu pelaksanaan penebusan raskin dari 
pemerintah daerah ke Bulog, hambatan serta kendala yang ada. 

f. Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program? 
Kendala yang dihadapi akan lebih jelas jika dijawab oleh pemerintah 
daerah. 

4. Disposisi 
a. Bagaimana sikap para pelaksana kornitmen dan kejujuran dalam hal ini 

adalah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam 
mendukung pelaksanaan program raskin? 
Pemerintah daerah yang lebih tahu akan hal ini. 

b. Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilakukan 
terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedurn dan juknis program 
raskin? 
Kami pikir cukup baik pemahamarmya. 

c. Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan 
berkinetja/beketja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim 
koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan mendapatkan insentif 
terkait program raskin ini? 
Pihak Pemerintah daerah akan lebih baik menjawab hal ini. 

d. Bagaimana kecenderungan pelaksana · dalam menghadapi permasalahan 
atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini? 
Aduan yang ada ke kami jika ada kualitas beras yang tidak sesuai akan 
kami ganti secepatnya jika ada laporan. Terkait hal lain bisa minta 
keterangan kepada Pemerintah daerah. 

5. Karakteristik Agen Pelaksana 
a. Siapa saja agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program 

subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) 
ini?-

b. Bagaimana kinerja dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam 
mendukung pelaksanaan program raskin ini?-

c. Bagaimana karakteristiknya, ataupun kecakaparmya dalam menjalankan 
tugas yang sudah menjadi kewajibarmya?-
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6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik 
a. Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar atau 

tidaknya pelaksanaan program rakin di daerah Bapak apakah faktor 
lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik?-

b. Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian?-
c. Faktor mana yang me!Uadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan 

program raskin di daerah Bapak?-
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1. Nama Informan 4 : Sudarso, S.IP 

2. Pekerjaan : Sekretaris Lurah Kelurahan Rahma Kec. Llg Sel. I 

1. Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan 
Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program. 
a. Apakah disampaikan peluncuran sosialisasi subsidi beras bagi 

masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin)? 
Ya, ada. 

b. Dimana diadakan sosialisasi Program Raskin? 
Sosialisasi di Kecamatan lubuklinggau selatan I dilaksanakan di kantor 
Kecamatan, biasanya dilaksanakan di awal tahun. 

c. Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin? 
Di awal tahun triwulan pertama sesudah keluamya daftar penerima dan 
pagu alokasi beras raskin. Di Kecamatan disampaikan oleh Camat dan 
dibantu oleh dinas sosial dan dikelurahan disampaikan ke RT daftar 

. penerimanyajuga. 
d. Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin? 

Di kota oleh tim koordinasi raskin kota, begitu juga di kecamatan oleh 
tim koordinasi raskin kecamatan. Setelah di kecamatan dilakh sanakan. 
Disampaikan lagi oleh kelurahan ke perangkat RT. 

e. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin? 
Materi-materi yang berhubungan dengan Pedum dan juklak pagu raskin 
dan evaluasi pelaksanaan. Setiap tahun di kelurahan juga menerima 
juklak dan akan dilaksanakan oleh aparatur kelurahan. Di kelurahan 
sosialisasi tidak dilaksanakan secara formal karena merupakan program 
tahunan maka RT dan masyarakat penerima sudah mengerti programnya. 

2. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan. 
a. Apakah dilaksanakan verifikasi data penerima bantuan di 

wilayah saudara? 
Y a, karni laksanakan. 

b. Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya? 
Pelaksanaan verifikasi berj alan baik dengan persyaratan sesuai dengan 
pedoman yang ada. 

c. V ariabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi? 
Yang pasti kami melihat warga yang kurang mampu yang diprioritaskan. 

d. Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa? 
Kami laksanakan sesuai petunjuk yang ada. 

3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM. 
a. Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM? 

Tidak ada pembagian kartu, kami mengacu pada DPM yang ada. 
b. Kapan diadakan pembagian Kartu raskin tersebut?-
c. Siapa yang membagi kartu tersebut?-
d. Siapa yang menerima kartu tersebut?-
e. Apa saja permasalahan saat pembagian kartu?-
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4. Proses pembagian Beras Raskin 
a. Apakah adajadwal pembagian beras raskin? 

Ada, kami jadwalkan. 
b. Apakah pembagian raskin dilakukan setiap bulan? 

Kami akui memang terkadang ada kondisi-kondisi yang kurang 
memungkinkan pembagian tidak dilakukan tiap bulan. 

c. Dari mana informasi jadwal tersebut? 
Kami yang menjadwalkan. 

d. Dimana Raskin tersebut dibagikan? 
Di titik bagi yang telah kami tetukan (kelurahan). Seperti pada tahun­
tahun sebelumnya beras raskin yang sudah didistribusikan ke Titik 
distribusi yaitu kelurahan akan diambil oleh ketua RT setelah dilakukan 
pemeberitahuan dari kelurahan, tentunya dengan syarat HTR sudah 
diselesaikan semua di kelurahan sesuai dengan pagu dan jumlah yang 
telah ditetapkan dan ketua Rt juga akan menjadi petugas distribusi ke 
Rumah tangga sasaran di wilayahnya. 

e. Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut? 
(sudahjelas). 

f. Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin tersebut? 
Kami bagi sesuai dafhir DPM maupun perubahan DPM. 

g. Berapa harga penebusan beras raskin tersebut? 
Rp. 1600,-/kg. 

h. Berapajatah beras raskin yang didapat? 
15 Kg beras sesuai ketentuan. 

i. Apa saja permasalahan pada saat pembagian beras raskin? 
Terkadang kami akui adanya ketidaktepatan waktu dalam penyaluran 
karena kondisi teknis kepada warga. 

5. Pengaduan 
a. Apakah ada pengaduan untuk kegiatan ini? 

AdaPak. 
b. Bagaimana proses pengaduannya? 

Pengaduan yang ada ke kami akan segera karni tindaklanjuti tergantung 
jenis aduannya. Kami juga koordinasikan ke Kecamatan dan sekretariat 
pengaduan di dinas sosial. 

c. Bagaimana bentuk pengaduannya? 
Pengaduan yang kami terima biasanya dapat berupa harga tebus, jumlah 
beras yang diterima dan kualitas beras. 

d. Dimanakah pengaduan dapat dilakukan? 
Pengaduan dapat dilakukan di Kelurahan, kecamatan maupun melalui 
Dinas Sosial. 

e. Apakah ada tindak lanjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut? 
Pastinya setiap aduan dari masyarakat akan karni bantu untuk 
ditindaklanjuti. 
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6. Monitoring dan Evaluasi 
a. Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi 

kota dan kecamatan? 
Ada, Pak. 

b. Jika ada, apa saja cakupan pemantauan atau monitoring yang dilakukan? 
Kelurahan pastinya melakukan monitoring untuk lingkup ke!urahan agar 
memastikan pelaksanaan program terlaksana dengan baik. 

c. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan? 
Monitoring dan eva!uasi secara berkala dilaksanakan oleh tim dari dinas 
so sial. 

Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program 
1. Standar dan Sasaran Kebijakan 

a. Bagaimana ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap 
standar pelaksanaan program raskin? 
BaikPak. 

b. Apakah data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai 
dengan daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementrian 
Sosia!JTNP2K? 
Kami bagikan sesuai dengan DPM yang ada. 

c. Berapajumlah raskin yang diterima tiap bulannya? 
(Cukup jelas) 

d. Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterirna? 
(Cukup jelas) 

e. Apakah penebusan raskin dilakukan tiap bulan? 
(Cukup jelas) 

f. Bagaimana kualitas raskin yang diterirna? 
Cukupbaik. 

2. Sumber Daya 
a. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini? 

Di kelurahan pelaksanaan program ini betjalan dengan baik, semua tim 
pelaksana beketja dengan cukup baik. 

b. Bagaimana tingkat pendidikan para pe!aksana program? 
Karena pelaksana nya RT, sepengetahuan kami tingkat pendidikannya baik 
rata-rata minima!lulusan SMA. 

c. Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan 
pelaksanaan program? 
Program ini sudah di!aksanakan dari tahun-tahun sebelumnya, karni kira 
para pelaksana di kelurahan ini sudah sangat mengerti dengan baik. 

d. Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian 
tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenangnya? 
BenarPak. 

e. Apakah pemerintah daerah menganggarkan a!okasi anggaran tambahan 
untuk penambahan kuota raskin? 
Setahu karni tidak Pak. 
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f. Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi alokasi anggaran 
tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM? 
Tidak ada juga setahu kami. 

3. Komunikasi an tar organisasi dan aktivitas pelaksana 
a. Apakah dilaksanakan sosialisasilkomunikasi internal oleh 

pelaksana!pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program 
raskin baik Kota maupun Kecamatan? 
Dari kecamatan kami dapat informasinya. 

b. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasilkomunikasi internal oleh 
pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program 
raskin baik Kota maupun Kecamatan? 
Tidak menentu, yang pasti di awal peluncuran program semua kelurahan 
dikumpulkan. 

c. Apakah dilaksanakan sosialisasilkomunikasi eksternal kepada RTS-PM di 
Kecamatan!Kelurahan? 
AdaPak. 

d. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasilkomunikasi eksternal kepada 
RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan? 
Sesuai kondisinya. 

e. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam 
pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas? 
Koordinasi kami ke kecamatan, dinas sosial maupun perum bulog cukup 
baik 

f. Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program? 
Kendala-kendala lama kami hadapi seperti kurangnya kuota beras, 
karena dinamika di lapangan adanya mutasi penduduk dari luar mereka 
melaporkan sebagai warga miskin. 

4. Disposisi 
a. Bagaimana sikap para pelaksana komitmen dan kejujuran dalam hal ini 

adalah tim · koordinasi raskin baik kotalkecamatanlkelurahan dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam 
mendukung pelaksanaan program raskin? 
BaikPak. 

b. Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilakukan 
terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedum dan juknis program 
raskin? 
Karni pikir pelaksana program cukup baik. 

c. Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan 
berkinerja!bekerja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim 
koordinasi raskin baik kotalkecamatan/kelurahan mendapatkan insentif 
terkait program raskin ini? 
Tidak ada Pak. 

d. Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam menghadapi permasalahan 
atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini? 
Baik Pak sesuai mekanismenya. 
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5. Karakteristik Agen Pelaksana 
a. Siapa saja agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program 

subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) 
ini?-

b. Bagaimana kineija dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam 
mendukung pelaksanaan program raskin ini?-

c. Bagaimana karakteristiknya, ataupun kecakapannya dalam menjalankan 
tugas yang sudah menjadi kewajibannya?-

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik 
a. Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar 

atau tidaknya pelaksanaan program rakin di daerah Bapak apakah faktor 
lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik?-

b. Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian?-
c. Faktor mana yang menjadi penghambat dan pendukung dalam 

pelaksanaan program raskin di daerah Bapak?-
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Lampiran III Foto Dokumentasi Pelengkap 

Wawancara Dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jarninan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si 

Wawancara Dengan Carnat Lubuklinggau Selatan I Bpk. Sarjani 
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Foto Dokumentasi Pelengkap 

Wawancara Dengan Bidang Distribusi Kansilog Kota Lubuklinggau Bpk. Ali 

Wawancara Dengan Sekretris Lurah Rahma Bpk. Sudarso, S.IP 
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Foto Dokumentasi Pelengkap 

Wawancara Dengan TSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Bpk. Taslim Syahril 

Wawancara Dengan penerirna program di Kelurahan Air Temam Bpk. Muksin 
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Foto Dokumentasi Pelengkap 

Suasana Peluncuran dan Sosialisasi raskin Tingkat Kota 

Aktivitas Ketua RT (Petugas Distribusi raskin) mengangkut beras dari TD ke TB 

Monitoring oleh TKSK Kec. Llg Selatan I di Titik Distribusi Raskin 
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Foto Dokumentasi Pelengkap 

Bentuk Laporan Pelaksanaan Raskin (Monitoring dan Evaluasi) 

Sosialisasi Peluncuran raskin tingkat kota 
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Foto Dokumentasi Pelengkap 

Sosialisasi Peluncuran raskin tingkat Kecamatan 

Aktivitas Ketua RT (Petugas Distribusi raskin) mengangkut beras dari TD ke TB 

Monitoring oleh Tim Koordinasi raskin di TD 
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~ ---..... KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOOI, DAN PENDID~ TINGGI 

UNIVERSITAS TERBUKA 

~ Unit Procn• Belaj ar .1.,.q ..... (CPBJJ-UT) Palemb•na · 
11. Sultan Muhammad Mmayur, Kcc. llir Bvat I, Bu,kit Lama, Palembang 30139 

Telepon: 0711--443993, 443994, Fabimile: 0711-443992 UNIVERSITAS TERBUKA 

Nomor: ~o /UN31.28/LU20 17 
LamP.. :-

E-mail: ut-palembang@ulac.id 

Hal. : Permohonan lzin Pengumpulan Data Penelitian 

Yth. : Kepala Dinas Sosial 
Kola Lubuk Linggau 

20 Maret 2017 

Sehubungan dengan rencana kegiatan persiapan penyusunan Tugas Akhir Program Magister 
(T APM) mahasiswa Program Magister llmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik 
(MAP) UPBJJ-UT Palembang Pokjar Kola LubukJinggau, kami sampaiakan bahwa mahasiswa 
atas nama: 
Nama 
NIM 

: Taufik Hidayat 
: 500633414 

Judul : Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kerniskinan Melalui Program Subsidi 
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan 
Lubuk Linggau Selatan l Kola Lubuk Linggau 

Pembimbing : Dr. Liestyodono B. frianto, M.Si 

Bermaksud akan melakukan survey atau pengumpulan data penelitian sesuai dengan judul 
T APM tersebut. 

Sehub\mgan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan perkenannya dari Kepala Dinas 
Sosial Kola Lubuklinggau untuk dapat mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mengadakan 
pengumpulan data. 

Demikian permohonan kami sampaikan kiranya untuk dapat diproses lebih lanjut. Alas 
perhatian dan keijasamanya, diucapkan terlmakasih. 

Tcmbusan: 
1. Pembantu Rektor I dan In 
2. Direktur PPs 
3. Dosen P.embimbing 
4. Mahasiswa Ybs 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
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~ KEMENTERIAN RlSET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIK.M'1 TINGGI .. _ ---- UNIVERSITAS TERBUKA 
~~ 

~ 
Ullit Procram Belajar .brak Ja•ll (UPBJJ-Ul) Pale•baae · 

Jl. Sultan Muhammad Mansyur, Kcc. Uir Barat l, BuJcit Lama, Palcmbang 30139 
Tclcpon: 0711.443993,443994, Faksirnilc: 0711-443992 UNIVERSITAS TERBUKA 

Nomor: ~ ~ /UN31.28/LL/20 17 
Lamp. : -

E-mail: ut-pelembua@ut.ac.id · 

Hal. : Pennohonan Izin Pengumpulan Data Penelitian 

Yth. : Kepala Bulog Kota Lubuk Linggau 

20 Maret 2017 

Sehubungan dengan rencana kegiatan persiapan penyusunan Tugas Akhir Program Magister 
(T APM) mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik 
(MAP) UPBJJ-UT Palembang Pokjar Kota Lubuklinggau, kami sampaiakan bahwa mahasiswa 
atas nama: 
Nama · 
NIM 
Judul 

Pembimbing 

: Taufik Hidayat 
: 500633414 
: Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat BerpeQdapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan 
Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau 

: Dr. Liestyodooo B. lrianto, M.Si 

Bermaksud akan melakukan survey atau pengumpulan data penelitian sesuai dengan judul 
T APM tersebut. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan perkcnannya dari Kepala Bulog Kota 
Lubuk Linggau untuk dapat mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mengada\<an pengumpulan 
data. 

Demikian permohonan kami sampaikan kiranya untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas 
perbatian dan kerjasamanya, diucapkan terirnakasih. 

Tembusan: 
I . Pembanto Rektor 1 dan In 
2. Direktur PPs 
3. Dosen Pembimbing 
4. Mahasiswa Ybs 
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I 
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K.EMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAJ'-1 TINGGI ....... ----..... UNIVERSITAS TERBVKA 

~ UoJt Procra-~ar lara l•u (t1PIJJ-VT) hlembua · 
Jl. Sultan Muhammad Mansyur, Koc. llir 8arat I, Bukit Lama, Palembang 30139 

Telepon: 0711-443993, 443994, Fabimi1e: 0711-443992 UNIVERSITAS TERBUKA 

Nomor: ~~ IUN3 1.28/Lll20 17 
Lamp.. :-

E-mail: ut-~embana@ut.ac . id 

Hal. : Permohonan lzin Pengumpu1an Data Penelitian 

Yth. : Bapak Carnal Lubukl inggau Selatan I 

20 Maret 2017 

Sehubungan dengan rencana kegiatan persiapan penyusunan Tugas Akhir Program Magister 
(f APM) mahasiswa Program Magister llmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik 
(MAP) UPBJJ-UT Palembang Pokjar Kota Lubuk!inggau. karni sampaiakan bahwa mahasiswa 
alas nama: 
Nama · 
NTM 
Judul 

Pembimbing 

: Tauftk Hidayat 
: 500633414 
: lmplementasi Kebijakan Penanggu1angan Kerniskinan Melalui Program Subsidi 

Bcras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan 
Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau 

: Dr. Liestyodono B. lrianto, M.Si 

Bermaksud akan melakukan survey atau pengumpulan data penelitian sesuai dengan judul 
T APM tersebut. 

Sehubungan dengan hal tersebut, karni mohon bantuan dan perkenannya dari Bapak Camat 
Lubuk1inggau Se1atan I untuk dapat mengizinkan maltaSiswa tersebut untuk: mengadakan 
pengumpulan data. 

Demikian permohonan kami sampaikan kiranya untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas 
perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih. 

Tembusan: 
1. Pembantu Rektor I dan IH 
2. Direktur PPs 
3. Dosen Pembimbing 
4. Mahasiswa Ybs 
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....... KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDID~ TINGGI ----.__ 
UNIVERSITAS TERBU~ 

~ UaJt Procn• llebjar Jank Ja•lil (UPBJJ-UT) Palembaae 

UNIVERSITAS TERBUKA 
JJ. Sultan Muhammad Manayur, Kcc. Jllr 8arat I, Bukit Lama, Palembang 30139 

Telepon: 0711-443993, 443994, Fwimilc: 0711-443992 

Nomor: ~~ IUN31 .28/Llfl0 17 
Lamp. : -

E-mail: ut.palembena@ut..c.id 

Hal. : Permohonan Izin Pengumpulan Data Penelitian 

Yth. : Ketua RT Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I 

20 Maret 20 I 7 

Sebubungan dengan rencana kegiatan persiapan penyusunan Tugas Akhir Program Magister 
(fAPM) mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik 
(MAP) UPBJJ-UT Palembang Pokjar Kota LubukJinggau, knmi sampaiakan bahwa mahasiswa 
atas nama: 
Nama · 
NfM 
Judul 

Pembimbing 

: Taufik Hidayat 
: 500633414 
: lmplementasi Kebijakan PenangguJangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi 

Beras Bagi Masyarak.at Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan 
Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau 

: Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si 

Bermaksud akan melakukan survey atau pengumpulan data penelitian sesuai dengan judul 
T APM tersebut. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan perkenannya dari Bapak Carnat 
LubukJinggau Selatan I untuk dapat mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mengadakan 
pengumpulan data 

Demjkian permohonan kami sampaHcan kiranya untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas 
perhatian dC111 kerjasan1anya, diucapkan terimakasih. 

Tembusan.: 
I. Pembantu Rektor I dan III 
2. Direktur PPs 
3. Dosen Pembimbing 
4. Mahasiswa Ybs 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
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